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DARI REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

Selamat berjumpa kembali dengan Jurnal
Akuntansi Manajemen (JAM) STIE YKPN
Yogyakarta Edisi April 2003. Perubahan tampilan di
halaman sampul depan luar dan dalam telah
memperindah tampilan sampul JAM dan memudahkan
pembaca dalam melihat judul artikel dan nama penulis.
Untuk memudahkan para pembaca mengarsip dalam
bentuk file artikel-artikel yang telah dimuat pada JAM
sebelumnya, maka pembaca dapat mengakses artikel-
artikel tersebut di website STIE YKPN Yogyakarta
(http://www.stieykpn.ac.id). Semua itu kami lakukan
sebagai konsekuensi ilmiah dengan telah
Terakreditasinya JAM berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depar-temen
Pendidikan Nasional Republik Indo-ne-sia Nomor 118/
DIKTI/ Kep/2001.

Dalam JAM Edisi April 2003 ini, disajikan 6
artikel sebagai berikut: Filsafat IImu Sebagai Dasar
dan Arah Pengembangan Akuntansi Menuju ke Arah
Peningkatan Kualitas Profesi Akuntan; Pengaruh
Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional
Terhadap Keefektifan Pemimpin, Kepuasan Bawahan,
dan Upaya Ekstra Bawahan: Pengujian Augmentation

Hypothesis; Investigasi Empiris pada Reaksi Pasar
Terhadap Public Announcements: Pengujian The
Efficiency Hypothesis di Thin Market; Analisis Kajian
Potensi dan Penggalian Laba Bersih Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman,
Tahun 2002; Hubungan Pembingkaian Informasi
Anggaran, Tanggung Jawab, dan Pengalaman
Terhadap Pilihan Keputusan pada Investasi Berisiko;
dan Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Pengukur
Kinerja pada Sektor Publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan kontribusi pada pener-
bitan JAM Edisi April 2003 ini. Harapan kami mudah-
mudahan artikel-artikel pada JAM tersebut dapat
memberikan nilai tambah informasi bidang Akuntansi,
Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan bagi para
pembaca. Selamat menikmati sajian kami pada edisi
ini dan sampai jumpai pada edisi Agustus 2003 dengan
artikel-artikel yang lebih menarik.

REDAKSI.
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PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL
DAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEEFEKTIFAN

PEMIMPIN, KEPUASAN BAWAHAN,
DAN UPAYA EKSTRA BAWAHAN:
PENGUJIAN AUGMENTATION HYPOTHESIS

Tri Heru ?

ABSTRACT

Transformational leadership theory has been exam-
ined in 10 Universitiesin Yogyakarta using a sample
technique (N = 125 lecturers). The study has exam-
ined the influence of transformational leader
behaviour with head of Universities as it relates to
leader effectiveness, follower satisfaction with the
leader, and follower extra effort. Attitudinal and be-
havioral datas have been collected from lecturers
about 10 of head of Universities. From those datas,
the hierarchical regressionsanalysis show that trans-
formational |eader ship are significant to the effects of
transactional leadership in predicting leader effec-
tiveness, follower satisfaction with the leader, and
follower extra effort.

Keyword: Leadership, transactional |eadership, trans-
formational leadership.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan telah menjadi salah satu topik
utamayang dibahas di antara para penulis manajemen
selamatigapuluh tahunterakhir ini (Takala, 1996). Ini
tentu sjadapat dipahami, karenabidang kepemimpinan
menempati posisi sentral dalam manajemen dan
kepemimpinan memiliki hubungan sebab akibat dengan
kinerjaorganisas (Pfeffer, 1977; Roch & Behling, 1984;

Sosik, 1997). Semakin tinggi  keefektifan pemimpin,
kepuasan bawahan dengan pemimpinnya, dan
kemampuan pemimpin menimbulkan upaya ekstra
bawahannya dalam kepemimpinannya, akan
meningkatkan kinerjaorganisasi yang dipimpinnya.

Menurut Burns (1978), terdapat dua gaya
kepemimpinan yaitu transaksional dan
transformasional yang merupakan dua ujung dari satu
kontinum, saling melengkapi dan tidak saling
meni adakan. K epemimpinan transaksional beorientasi
pertukaran antara pemimpin dan bawahannya, serta
menggunakan alasan-a asan logis dalam mempengaruhi
bawahannya (Kudisch, Poteet, Dobbins, Rush, &
Russel, 1995). Kepemimpinan transformasional
merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk
mempengaruhi bawahan tidak hanya menggunakan
alasan|ogistetapi jugaemos (Bass, 1985; Koh, Steers,
& Terborg, 1995). Semua pemimpin melaksanakan baik
kepemimpinan transaksional maupun transformasional,
tetapi dalam proporsi yang berbeda-beda (Haddock,
1989).

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang
antaralain dilakukan oleh Bycio, Allen, dan Hackett
(1995) menunjukkan bahwa dimensi variabel
transformasional memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan
dengan pemimpinnya, dan upaya ekstra bawahannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Koh, Steers, dan Terborg
(1995) menunjukkan bahwa penambahan dimensi

“ Drs. Tri Heru, M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

13




Jan STIE YKPN - Tai Herse

Pengaruh Kepemimpinan Transaksional ......

variabel transformasional ke dalam persamaan dimensi
variabel transaksional meningkatkan signifikansi
pengaruh kepemimpinan transaksional dalam
memprediksi commitment, organizational citizenship,
dan kepuasan para guru, yang selanjutnyadiikuti oleh
peningkatan prestasi para muridnya.

Penelitian ini bertujuan menguji augmentation
hypothesis, yaitu pengujian terhadap pengaruh
penambahan dimensi variabel transformasional (cha-
risma, inspiration, intellectual stimulation, dan indi-
vidualized consideration) ke dalam persamaan dimens
variabel transaksional (contingent reward, manage-
ment by exception) dalam menjelaskan varians variabel
keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan
pemimpin, dan upaya ekstra bawahan.

TINJAUANTEORI
K epemimpinan Transaksional

Banyak riset kepemimpinan yang telah dilakukan
terfokus pada pengujian rasional, berorientasi
pertukaran atau transaksional antara pemimpin dan
bawahannya (Kudisch, Poteet, Dobbins, Rush, &
Russel, 1995). Kepemimpinan transaksional
digambarkan sebagai: (1) mempertukarkan sesuatu yang
berharga bagi yang lain antara pemimpin dan
bawahannya; (2) intervensi yang dilakukan sebagai
proses organisasional untuk mengendalikan dan
memperbaiki kesalahan; atau (3) reaksi atas tidak
tercapainya standar yang telah ditentukan (Avalio,
Waldman, & Einstein, 1988; Bycio, Allen, & Hackett,
1995; Steers, Porter, & Bigley, 1996; Masi & Robert,
2000). Pada dasarnyakepemimpinan transaksional mirip
dengan path-goal theory (Evans, 1974), dan mencakup
semua pendekatan situasional, yang antara lain
dikemukakan oleh Fidler (1967), Vroom dan Yatton
(1973), dan Yukl (1989), yang | ebih menekankan pada
pendekatan rasiona (Metcafe& Metcalfe, 2000). Oleh
karena itu, pemimpin transaksional harus memiliki
informasi yang jelastentang apayang dibutuhkan dan
diinginkan bawahannya, harus menetapkan tujuan yang
jelas, harus menjel askan keterkaitan antarakinerjadan
penghargaan, dan harus memberikan balikan yang
konstruktif untuk mempertahankan bawahan pada
tugasnya (Jung & Avolio, 1999).

Pada hubungan transaksional, pemimpin
menjanjikan dan memberikan penghargaan kepada
bawahannya yang berkinerja baik, serta mengancam
dan mendisiplinkan bawahannya yang berkinerja
buruk. Apakah penghargaan yang dijanjikan atau
terhindarnya dari hukuman itu mampu memotivasi
bawahannya untuk meningkatkan kinerjanya? Hal ini
tergantung pada apakah pemimpinnya mampu
mengendalikan penghargaan dan hukuman tersebut,
sertaapakah bawahan menginginkan penghargaan atau
takut terhadap hukuman tersebut (Bass, 1990a).

K epemimpinan Transformasional

Menurut Bass (1985); Koh, Steers, dan Terborg (1995),
saat ini hubungan antara pemimpin dan bawahan telah
berubah dan bergeser ke pendekatan transformasional.
Pendekatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi
bawahan tidak hanya melalui penggunaan alasan-
alasan logis, tetapi juga melalui penggunaan emosi.
Pemimpin transformasional tidak hanya harus
mengetahui kebutuhan dan keinginan bawahannya,
tetapi juga: (1) harus berusaha mengungkit kebutuhan
tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal
berprestasi, otonomi, dan &filiasi baik yang berkaitan
maupun yang tidak berkaitan dengan pekerjaan; (2)
harus meningkatkan kesadaran bawahan tentang arti
pentingnyapencapaian hasil yang bernilai dan strategi
untuk mencapainya; (3) serta memotivasi bawahan
untuk lebih mementingkan kepentingan kelompok
daripada kepentingan pribadi.

K epemimpinan transformasional menekankan
pada pendekatan rasional dan emosi dalam hubungan
antara pemimpin dan bawahannya. Kepemimpinanini,
selain berbeda dengan gaya kepemiminan
transaksional, juga berbeda dengan kepemimpinan
karismatik. Kepemimpinan karismatik men-
transformasikan bawahan hanya melalui pendekatan
emosi dan kedekatan yang erat kepada pemimpinnya,
sehingga karisma memang dibutuhkan tetapi tidak
cukup sebagai syarat dalam kepemimpinan
transformasional (Burns, 1978; Bass, 1985; Avalio,
Waldman, & Einstein, 1988). Perbedaan karakteristik
kepemimpinan transaksional dan transformasional telah
dikembangkan secararingkas oleh Bass (1990) dalam
Tabel 1.
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Tabd 1 Karakteristik Kepemimpinan Transaksional dan Transfor masional

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN TRANSAKS ONAL

yang baik, mengakui pencapaian.

tindakan perbaikan.

Contingent reward: kontrak pertukaran penghargaan untuk usaha, penghargaan yang dijanjikan untuk kinerja
Active management by exception: melihat dan mencari penyimpangan dari aturan atau standar, mengambil

Pasive management by exception: intervensi hanya jika standar tidak tercapai.
L aissez-faire: melepaskan tanggung-jawab, menghindari pengambilan keputusan

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINANTRANSFORMAS ONAL

dan percaya.

setiap bawahan secaraindividual

Charisma: memberikan visi dan misi yang masuk akal, menimbulkan kebanggaan, menimbulkan rasahormat

Inspiration: mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya,
mengekspresikan tujuan penting dengan cara yang sederhana

I ntellectual stimulation: meningkatkan intelegensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secarateliti.
Individualized consideration: memberikan perhatian pribadi, melakukan pelatihan dan konsultasi kepada

Sumber: Bass(1990), hal 22.

Studi kepemimpinan telah ditandai dengan
kuatnya perhatian pada kepemimpinan
transformasional untuk meningkatkan komitmen, upaya
dan kesediaan bawahan mengambil risiko dalam
mendukung organisasi atau misinya di atas minimal
yang diharapkan (Behling & McFillen, 1996). Beberapa
hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa
proporsi penggunaan gaya kepemimpinan yang
cenderung lebih menekankan pada kepemimpinan
transformasional, menghasilkan augmentation effect
yang lebih signifikan dan positif terhadap keefektifan
pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpin, dan
upayaekstrabawahan (Deluga, 1988; Bycio, Allen, &
Hackett, 1995; Koh, Steers, & Terborg, 1995; Kirkpatric
& Locke, 1996; Podsakoff, McKenzie, & Bommer, 1996;
Sosik, 1997). Untuk [ebih memperjelas, BassdanAvolio
(1990) telah mengembangkan model, yaitu Mode |

Augmentation kepemimpinan transaksional dan
transformasional, seperti ditunjukkan padaGambar 1.

M odel Augmentation K epemimpinan Transaksional
dan Transformasional

Pada model yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio
(1990) ini, dijelaskan bahwa kepemimpinan
transaksional yang terdiri dari dua dimensi variable,
yaitu contingent reward dan managament by excep-
tion. Kepemimpinan tersebut dapat menghasilkan
upaya (effort) dan kinerja seperti yang diharapkan;
namun bila ditambah empat dimensi variabel
kepemimpinan tranformasiona yaitu: charisma, inspi-
ration, intellectual stimulation, dan individualized
Individualized consideration sebagai prediktor, akan
menghasilkan peningkatan hasil dan kinerjalebih dari
yang ditetapkan.
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Gambar 1
The Augmentation Model of Transactional and Transformational Leadership

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

Sumber: Bassand Avolio (1990), hal 6.

Penelitian ini menguji augmentation effect,
dengan dimensi variabel transformasional ditambahkan
sebagai prediktor ke dalam persamaan dimensi variabel
transaksional, dalam menjelaskan variansi variabel
keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan
pemimpin, dan upayaekstrabawahan. Dimens variabel

Charisma . Inspiration . Intellectual N Individualized
=P Stimulation consideration
TRANSACTIONAL LEADERSHIP Heightened Motivation
> Expected to attain designated
. effort outcomes (extraeffort)
Management by exception ,
+
Contingent reward Expecdted Performance
performance beyond expectation

transaksional dan transformasional diberlakukan
sebagai variabel independen, dan keefektifan pemimpin,
kepuasan bawahan kepada pemimpin, serta upaya
ekstra bawahan diberlakukan sebagai variabel
dependen, seperti ditunjukkan dalam gambar 2.
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Gambar 2
Pengar uh K epemimpinan Transaksional dan Transformasional Terhadap K egfektifan Pemimpin,
K epuasan Bawahan K epada Pemimpin, dan Upaya EkstraBawahanGender

Gender

TRANSACTIONAL

Contingent Reward

Keefektifan

Management by Exception

TRANSFORMATIONAL

Charisma

Inspiration

Intellectual Stimulation

Individualized Consideration

Gambar 2 menunjukkan tigatahapan pengujian
augmentation hypothesisdalam penelitianini. Pertama,
daam penélitian sebel umnyamenunjukkan bahwagen-
der berpengaruh pada karakteristik perilaku
kepemimpinan (wanitalebih transformasional daripada
pria) (Rosener, 1990; Komives, 1990; Sparrow & Rigg,
1993; Druskat, 1994; Alimo-Metcalve, 1995; Bass,
Avolio & Atwater, 1996), maka dalam penelitian ini
gender difungsikan sebagai variabel kontrol. Pada
tahap pertama, dilakukan pengujian pengaruh dimensi
variabel gender (pria, wanita) terhadap variabel
dependen. Kedua, pengujian pengaruh demensi
variabel gender dan dimensi variabel transaksional
terhadap variabel dependen. Ketiga, pengujian
pengaruh dimensi variabel gender, dimensi variabel
transaksional, dan dimensi variabel transformasional
terhadap variabel dependen.

Pemimpin

K epuasan Bawahan
KepadaPemimpin

UpayaEkstra
Bawahan

Hipotesis

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa dengan menambahkan dimensi variabel
transformasional sebagai prediktor dalam persamaan
transaksional, meningkatkan proporsi variansi yang
dapat dijelaskan padakeefektifan pemimpin, kepuasan
bawahan dengan pemimpin, dan upayaekstrabawahan
melebihi yang dapat dijelaskan oleh dimensi variabel
transaksional sendiri ( Bycio, Allen, & Hacket, 1995).
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dalam
penelitian ini dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H1L Tambahan dimensi variabel kepemimpinan

transformasional pada dimensi variabel
kepemimpinan transaksional akan dapat
menjelaskan proporsi variansi keefektifan
pemimpin melebihi yang dapat dijelaskan oleh
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dimensi variabel kepemimpinan transaksional
sendiri.

H2 Tambahan dimensi variabel kepemimpinan
transformasional pada dimensi variabel
kepemimpinan transaksional akan dapat
menjelaskan proporsi variansi kepuasan bawahan
kepda pemimpin melebihi yang dapat dijelaskan
oleh dimens kepemimpinan transaksional sendiri.

H3 Tambahan dimensi variabel kepemimpinan
transformasional pada dimensi variabel
kepemimpinan transaksional akan dapat
menjelaskan proporsi variansi upaya ekstra
bawahan melebihi yang dapat dijelaskan oleh
dimensi variabel kepemimpinan transaksional
sendiri.

METODEPENELITIAN
Populas dan Sampel

Populasi dalam penelitianini adalah pemimpin
dan staf pengajar tetap di lembaga pendidikan tinggi
swasta. M etoda pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah purposive sampling. Sampel yang diambil
adalah pimpinan dan staf pengajar tetap di 10 perguruan
tinggi swasta KopertisWilayah V DIY yang memiliki
bidang studi ekonomi. Untuk kepentingan analisis
regresi, jumlah sampel yang baik adalah 10 kali atau
lebih jumlah variabel penelitian (Roscoe, 1975), jumlah
variabel dalam penelitian ini adalah 10, maka sampel
dalam penelitianini adalah minimumZ100 staff pengajar
tetap yang tersebar di 10 PTSdan memberikan penilaian
pada pi mpinannyamasing-masing.

Pengumpulan Data

Dataprimer, diperoleh melalui penyebaran mul-
tifactor leadership quesionnaire (MLQ) kepada
responden. Informasi yang diperoleh melalui
penyebaran MLQ tersebut adalah: (1) penilaian
responden terhadap karakteristik perilaku
kepemimpinan transaksional dan transformasional
pimpinannya, dan respon responden atas hasil
penilaiannya tersebut; dan (2) gender pimpinan yang
dinilai. Jumlah ML Q yang disebarkan 300 eksemplar.
Untuk menghindari kel emahan survel surat ( Cooper &

Emory, 1995), peneliti secara langsung menangani
penyebarannya serta memberikan penjelasan singkat
sebelum responden menjawab pertanyaan dalam
kuesioner.

Definisi Variabel
Variabd kar akteristik kepemimpinan transaksional

Dimensi variabel yang disertakan dalam analisis
penelitianini adal ah sebagai berikut, yang didefinisikan
menurut Bass (1990a):

(1) Contingent reward adalah karakteristik
kepemimpinan yang menekankan pada pertukaran
antara penghargaan dan upaya, penghargaan yang
dijanjikan hanya untuk kinerja yang baik, dan
penghargaan yang diberikan sebagai bentuk
pengakuan atas prestasi yang dicapai; (2) Active man-
agement by exception adalah kepemimpinan yang
menekankan pada upaya menemukan penyimpangan
dari aturan atau standar, dan mengambil tindakan untuk
memperbaiki penyimpangan yang terjadi; (3) Pasive
management by exception adal ah kepemimpinan yang
menekankan pada upaya melakukan perbaikan hanya
jikastandar yang ditetapkan benar-benar tidak tercapai.
Sesuai dengan penelitian terdahulu, dimensi variabel
active management by exception dan pasive manage-
ment by exception disatukan ke dalam satu dimensi
variabel management by exception.

Variabel karakteristik
transformasional (Bass, 1990a):

kepemimpinan

(2) Charisma ada ah kepemimpinan yang dilandasi oleh
visi dan misi yang masuk akal, mampu menimbulkan
kebanggaan, rasa hormat, dan kepercayaan
bawahannya; (2) Inspiration adalah kepemimpinan
yang mampu mengkomunikasi kan harapan yang tinggi,
menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya, dan
mengekspresikan tujuan penting dengan cara yang
sederhana kepada bawahannya; (3) Intellectual stimu-
lation adalah kepemimpinan yang mampu
meningkatkan intelegensi, rasionalitas, dan pemecahan
masal ah secarateliti kepadabawahannya; (4) Individu-
alized consideration adalah kepemimpinan yang mau
memberikan perhatian kepada bawahan secara pribadi

18




Jan STIE YKPN - Tai Herse

Pengaruh Kepemimpinan Transaksional ......

dan individual, serta mau melakukan konsultasi dan
pelatihan kepada bawahan secara pribadi dan indi-
vidual.

Variabel keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan
kepadapemimpin, upayaekstrabawahan

(1) Keefektifan pemimpin adal ah ssmuakewajiban yang
dilaksanakan pemimpin dapat dicapai dengan baik
menurut penilaian bawahan; (2) Kepuasan bawahan
kepada pemimpin adalah kesesuaian antara perilaku
kepemimpinan yang diharapkan bawahan dan perilaku
kepemimpinan pemimpin; (3) Upaya ekstra bawahan
adalah perilaku bawahan dalam melaksanakan tugas
kuwajibannya melebihi yang diharapkan manajemen.
Variabel kontrol

Variabel kontrol adalah variabel lain yang
mungkin ikut mempengaruhi variabel dependen dalam
hubungannya dengan variabel independen (Sekaran,
1992). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,
menunjukkan bahwa perbedaan gender menghasilkan
kecenderungan perilaku kepemimpinan yang berbeda
(wanita cenderung lebih transformasional daripada
prid). Oleh karenaitu, di dalam penelitian ini gender
difungsikan sebagai variabel kontrol.

Pengukuran Variabel
Variabe independen

Variabel independen dalam pendlitianini terdiri dari: (1)
kepemimpinan transaksional meliput dua dimensi
variabel, yaitu contingent reward, diukur dengan 7 item
pertanyaan (misal, pemimpin sayamemberikan apayang
saya inginkan sebagal penukar dari dukungan yang
saya berikan kepadanya), dan management by excep-
tion, diukur dengan 6item pertanyaan (misal, pemimpin
sayaselalu puasbila sayamel aksanakan pekerjaan saya
dengan cara yang sama); (2) kepemimpinan
transformasional, yang meliput empat dimensi variabel,
yaitu charisma, diukur dengan 10 item pertanyaan
(misal, pemimpin saya membuat saya senang
bergabung dengannya), inspiration, diukur dengan 10
item pertanyaan (misal, pemimpin sayamenyampaikan
arti pentingnya tujuan dengan cara yang sederhana),
intellectual stimulation, diukur dengan 10 item
pertanyaan (misal, pemimpin saya memperkenankan

sayameninjau persoal an lamadengan carabaru), indi-
vidualized consideration, diukur dengan 10 item
pertanyaan (mis. pemimpin sayamemberikan konsultas
kepadasiapapun yang membutuhkan). Semuaini diukur
dengan menggunakan ML Q yang dikembangkan oleh
Bass (1985), pertanyaan yang digjukan berkenaan
dengan seberapa sering pemimpin menunjukkan
karaktersitik perilaku sebagal mana digambarkan dalam
kuesioner, dengan menggunakan 5 skala poin dan skor
sebagai berikut: 0=tidak pernah; 1 =jarang; 2 = kadang-
kadang; 3 = sering; dan 4 = selalu.

Variabd dependen

Variabel dependenterdiri dari tigadimens variabel: (1)
leader effectiveness, diukur dengan 4 item pertanyaan
(misal, segjauh mana keefektifan pemimpin dalam
pertemuan yang diperlukan organisasi) yang dinilai
berdasarkan 5 skalapoin (dari tidak efektif s/d ekstrem
efektif) dan skor (dari 05/d 4); (2) follower satisfaction
with theleader, diukur dengan 2 item pertanyaan (misal,
secara keseluruh, sgjauh mana kepuasan anda pada
superior anda) yang dinilai berdasarkan 5 skala poin
(dari sangat tidak puas /d sangat puas) dan skor (dari
0 9/d 4); dan (3) follower extra effort, diukur dengan 3
item pertanyaan (misal. optimismedan antosiasme saya
dapat meningkat karenasesuatu hal dari pemimpin saya)
yang dinilai berdasarkan 5 skalapoin (dari tidak pernah
s/d selalu) dan skor (dari 0 §/d 4). Semua ini sesuai
dengan yang terteradalam ML Q yang dikembangkan
oleh Bass(1985).

Variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini hanyamencakup
satu dimensi variabel yaitu gender. Untuk kepentingan
pengukuran, maka variabel ini diperlakukan sebagai
variabel dummy dengan memberikan nilai 1 untuk
pemimpin priadan nilai O untuk wanita.

ANALIS S DAN PEMBAHASAN
Sampel
Jumlah kuesioner yang disebarkan 300 eksemplar dan

yang kembali 146 eksemplar (responserate 46 %), 21
eksemplar tidak layak untuk diproses lebih lanjut,
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sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini 125 staf
pengajar tetap. Komposisi gender pemimpin yang
dinilai 66% pria, dan 34 % wanita. Pengalaman kerja
responden minimal 2 tahun, dan sebagian besar sarjana
ekonomi serta beberapatelah menyel esaikan program
studi strata dua. Pimpinan lembaga yang dinilai telah
menduduki jabatannyaminimal selama2 tahun.

Hasil AnalisisReliabilitas

Hasil analisis interkorelasi menunjukkan bahwa arah
hubungan antara dimensi variabel transformasional
dengan variabel dependen positif signifikan (p <0,01),
hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya
(Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Arah hubungan antara
contingent reward dengan variabel dependen positif
signifikan (p< 0,01), hasil ini juga konsisten dengan
penelitian sebelumnya ( Bass, 1985; Bass & Avolio,
1990). Arah hubungan antara management by excep-
tion dengan variabel dependen positif tidak signifikan.
Sedangkan arah hubungan gender dengan variabel
dependen tidak signifikan.

Nilai koefisien reliabilitas pada setiap dimensi
variabel ataunilai reliabilitasinstrumen dalam pendlitian
ini adalah antara 0,83 dan 0,88 sehinggadapat dikatakan
baik karenalebih besar dari 0,7 (Sekaran, 1992). Secara
keseluruhan hasil anaisisréliabilitasini terlampir).
Hasil AnalisisRegres Hirarkis
Menurut Cohen dan Cohen (1975) dalam Seltzer dan
Bass (1990), analisis regres hirarkis sangat berguna
untuk menguiji tambahan variansi yang dapat dijelaskan
pada variabel dependen pada setiap penambahan
variabel independen ke dalam persamaan. Penambahan
beberapadimensi variabel independen secarasimultan
dapat membantu mengatasi masalah multikolinearitas
yang terjadi di antara variabel independen dalam
berinterkorelasi.

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis
regres hirarkis yang dilakukan untuk setiap variabel
dependen dapat dilihat padalampiran artikel ini.

K egfektifan pemimpin
Gender dimasukkan ke dalam persamaan regresi

hasiInyatidak berpengaruh secarasignifikan atau tidak
dapat menjelaskan proporsi variansi (R sguare=0,00;

p > 0,05) pada variabel dependen. Dimensi variabel
transaksional secara simultan ditambahkan ke dalam
persamaan regresi, hasilnyaterjadi peningkatan yang
signifikan proporsi variansi yang dapat menjelaskan
variabel dependen (D Rsguare = 0.22; perubahan F =
11,14; p < 0,05). Selanjutnya, dimensi variabel
transformasional secara simultan ditambahkan dalam
persamaan, hasilnya terjadi peningkatan secara
signifikan proporsi variansi yang dapat dijelaskan pada
variabel dependen (D Rsguare = 0,32; perubahan F =
8,42; p < 0,05). Hal ini konsisten dengan penelitian
sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Hasil
analisis mendukung hipotesis pertama(HZ1).

K epuasan bawahan padapemimpin

Gender dimasukkan ke dalam persamaan regresi,
hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh secara
signifikan atau variabel gender tidak dapat menjelaskan
proporsi variansi pada variabel depeden (R sgquare =
0,00; p> 0,05). Dimensi variabel transaksional secara
simultan ditambahkan dalam persamaan regresi,
hasilnya terjadi peningkatan proporsi variansi yang
dapat menjelaskan variabel dependen secarasignifikan
(D R square = 0,17; perubahan F = 8,39; p < 0,05).
Selanjutnya, dimensi variabel transformasional
ditambahkan dalam persamaan secarasimultan, hasilnya
terjadi peningkatan proporsi variansi yang dapat
dijelaskan pada variabel dependen secara signifikan
(D Rsquare=0,34; perubahan F = 8,88; p< 0,05). Hal
ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya
(Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Hasil analisis
mendukung hipotesis ke dua (H2).

Upayaekstrabawahan

Gender dimasukan ke dalam persamaan regresi,
hasilnya tidak berpengaruh atau tidak dapat
menjelaskan proporsi variansi padavariabel dependen
secarasingnifikan (Rsquare=0,01; p>0,05). Dimensi
variabel transaksional ditambahkan dalam persamaan,
hasilnya terjadi peningkatan proporsi variansi yang
dapat menjelaskan variabel dependen secarasignifikan
(D R square = 0,15; perubahan F = 7,24; p < 0,05).
Selanjutnya, dimensi variabel transformasional
ditambahkan dalam persamaan regresi, hasiInyaterjadi
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peningkatan proporsi variansi yang dapat dijelaskan
padavariabel dependen secarasignifikan (D Rsquare
=0,45; perubahan F = 17,24; p<0,05). Hal ini konsisten
dengan penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, &
Hackett, 1995). Hasilnyamendukung hipotesisketiga
(H3). Secarakeseluruhan hasil analisisregresi hirarkis
ini terlampir.

Pembahasan

K onsisten dengan hasil penelitian sebelumnya(Bycio,
Allen, & Hackett, 1995). Has| penditianini menunjukkan
bahwadimens variabel transformasional menghasilkan
augmentation effect dimensi variabel transaksional
terhadap variabel dependen secara signifikan. Hal ini
berarti bahwa pemimpin PTS yang hanya berperilaku
transformasional dalam kepemimpinannya, dinilai oleh
bawahannya (lecturer) lebih efektif, lebih memuaskan,
dan lebih mampu menimbulkan upaya ekstra
bawahannya tersebut daripada yang berperilaku
transaksional dalam kepemimpinannya. Implikas yang
muncul kemudian adalah: dapatkah ketrampilan
kepemimpinan transformasional itu dilatih dan
digunakan sebagai dasar seleksi calon pemimpin? (Koh,
Steers, & Terborg, 1995; Bass, 1990a; Parry, 2000).
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Howell &
Frost, 1989; Bass, 1990a; Parry, 2000) menunjukkan
bahwa ketrampilan itu dapat dilatih dan dapat
digunakan sebagai dasar seleksi calon pemimpin.

Pengaruh gender terhadap variabel dependen
adalah negatif tidak signifikan terhadap keefektifan
pemimpin, dan kepuasan bawahan kepada pemimpin,
serta positif tidak signifikan terhadap upaya ekstra
bawahan. Artinya peran gender sebagai prediktor
relatif sangat kecil yang kemungkinan disebabkan ol eh:
(1) kultur yang tidak mempersoalkan gender dalam
kepemimpinan; dan (2) jumlah sampel pemimpinwanita
yang relatif sedikit, sehingga tidak mampu
mencerminkan hasil yang konsisten dengan penelitian
sebelumnya.

Pada hasil penelitian ini, terdapat dimensi
variabel transformasional yang tidak konsisten dengan
penelitian sebelumnya, yaitu (1) hubungan pengaruh
charisma terhadap varaibel dependen yang positif
tidak signifikan; (2) hubungan pengaruh intellectual
stimulation terhadap variabel dependen yang negatif
signifikan. Kemungkinan penyebabnyaadal ah pertama,

perbedaan kultur dari sampel penelitian (perawat di
Amerika dan staf penggjar di Indonesia). Perbedaan
kultur memungkinkan terjadinya persepsi yang tidak
bi samembedakan setiap item pertanyaan yang digjukan
atau setiap item pertanyaan yang digjukan tidak ada
bedanya satu sama lain (perawat Amerika bisa
membedakan setiap item pertanyaan yang diajukan,
sedangkan staf pengajar Indonesia tidak bisa
membedakan) (Koh, Steers, & Terborg, 1995). Dengan
kata lain, perbedaan kultur menyebabkan perbedaan
bobot penilaian terhadap satu atau lebih dimensi
variabel yang sama (Kuchinke, 1999). Keduamenurut,
hasi| pendlitian sebelumnya (Seltzer, Numerof, & Bass,
1989 dalam Seltzer & Bass, 1990), intellectual stimula-
tion sangat erat kaitannya dengan charisma, dan
mengandung arti pemimpin menekan bawahan untuk
menggunakan alasan pendukung yang rasional dan
riil dalam berpendapat, sehingga dimungkinkan
menimbulkan pengalaman yang negatif bagi bawahan
dan menimbulkan hubungan pengaruh yang negatif
terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan
hubungan pengaruh dimensi transaksional dalam
penelitian ini adalah positif tidak signifikan terhadap
variabel dependen. Hasil ini konsisten dengan hasil
penelitian sebelumnya(Bycio, Allen, & Hackett, 1995).

SIMPULAN,KETERBATASAN,DANIMPLIKAS
Simpulan

Tujuan utamapenelitianini adalah menguji augmenta-
tion hypothesis yang menyatakan bahwa, dengan
menambahkan dimensi variabel transformasional ke
dalam persamaan dimensi variabel transaksional akan
menjelaskan proporsi variansi keefetifan pemimpin,
kepuasan bawahan kepada pemimpin, dan upayaekstra
bawahan melebihi yang dapat dijelaskan oleh dimensi
variabel transaksional sendiri. Hasil analisis penelitian
ini mendukung augmentation hypothesis tersebut.
Jadi, meskipun pada masa yang lalu pendekatan
transaksional mendominasi pengukuran perilaku
kepemimpinan, namun hasil penelitian ini mendukung
arti pentingnya penambahan dimensi variabel
transformasional untuk memprediksi dan memahami
kepemimpinan secaralebih baik.
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K eterbatasan

Menurut Seltzer dan Bass (1990), di dalam organisasi,
seorang pemimpin di samping berpengaruh pada
bawahan sebagai individu juga berpengaruh pada
bawahan sebagai kelompok. Metoda yang digunakan
dalam penelitian ini mengasumsikan hubungan
pengaruh antara pemimpin dan bawahan sebagai
kelompok, tidak mencakup hubungan pengaruh antara
pemimpin dan bawahan sebagal individu. Penelitian
yang akan datang sebaiknyadilengkapi dengan metoda
yang dapat menjelaskan hubungan pengaruh antara
pemimpin dan bawahan sebagai individu, hal ini penting
untuk menghindari adanya bias persepsi terhadap hasil
penelitian.

Pendlitianini dilakukan di dalam organisas non-
profit (PTS) dan bawahan yang dimaksudkan adalah
karyawan edukatif (staf pengajar) saja, sehingga
hasilnyatidak dapat digeneralisasikan padaorganisasi
yang mencari laba dan bawahan secara keseluruhan
(baik edukatif maupun nonedukatif).

Implikas

Implikasi hasil penelitian ini terhadap kepemimpinan
adalah bahwa seorang pemimpin yang lebih cenderung
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AnalisisReliabilitas

LAMPIRAN

Interkorelasi, Mean & Standar Deviasi, Reliabilitas

M D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alpha
Gen 066 048 100
Comr 207 079 02 100 085
Mbe 226 066 001 045 100 088
Char 255 062 006 029 -016 100 085
Inspi 238 075 013 040 004 058 100 083
Intst 248 073 003 036 001 067 070+ 100 084
Indc 245 071 008 047 012 051* 073 063 100 083
LE 226 064 000 046 019 036 05~ 037 069 100 084
FS 245 075 003 040 008 040 057~ 036 067~ 071 100 084
BE 2% 076 011 040 013 043 063 045 )76 075 071* 100 083
*) p<0,01 Gen = gender Inspi = inspiration

Conr = contingent reward
M be = management by exception
Char = charisma
LE = leader effectiveness

Inst = intellectual stumulation

Indc = individualized consideration
FS=follower satisfaction with the leader
EE =follower extraeffort
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Analisis Regresi Hirarkis
Hasil AnalisisRegres Hirarkis: Pengujian Augmentation Hypothesis

L eader Effectiveness Follower Satisfaction Follower ExtraEffort

Variabd Beta T Pva Bea t Pva Beta t Pva
Tahap 1

Gender -0,00 -0,03 098 004 031 076 017 120 023
R square 0,00 0,00 001

F 0,00 098 001 0,76 143 0,23
Tahap 2

Gender -0,02 -0,16 088 003 023 082 016 119 024
Cont rew 0,39 529 0,00 043 491 000 042 469 000
Manby ex -003 -0,32 075 -015 137 017 -008 -009 043
R square 022 017 016

A R sguar 022 017 015

F 111 840 867

AF 111 0,00 839 0,00 724 0,00
Tahap 3

Gender -0,01 -1,14 026 -006 -057 057 0,06 067 050
Cont rew 0,12 185 0,07 0,11 143 016 003 043 067
Man by ex 005 0,70 048 003 037 071 005 064 052
Charisma 005 049 063 014 124 022 013 129 020
Inspiration 021 234 0,02 0,28 259 001 022 224 003
Intelec sti -0,22 -2,24 002 -031 292 0 02 -219 003
Indivi cons 052 584 0,00 058 541 000 0,70 725 000
R square 04 051 061

A R sgquare 032 034 045

F 196 173 26,2

AF 842 0,00 880 0,00 181 0,00

Tingkat signifikansi = 0,05
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FILSAFAT ILMU SEBAGAI DASAR DAN ARAH
PENGEMBANGAN AKUNTANSI MENUJU KE ARAH

PENINGKATAN KUALITAS PROFESI AKUNTAN

Eko Widodo Lo ?

ABSTRAK

Filsafat ilmu menyediakan metoda berpikir bagi
pengembangan ilmu pengetahuan sehingga
pemanfaatan filsafat ilmu untuk pengembangan ilmu
akuntansi adalah penting. Setiap aliran filsafat dapat
digali untuk pengembangan ilmu akuntansi karena
setigp diran mempunyai polapemikiran masing-masing.
Sistematika pembahasan dalam analisis hubungan
filsafat dengan pengembangan ilmu akuntansi meliputi
pendahul uan, pragmatisme dalam akuntansi, metafisika
pragmatisme dalam akuntansi, empirisme dalam
akuntansi, positivisme dalam akuntansi, analisis
interpretatif dan kritikal dalam akuntansi, sertadiakhiri
dengan simpulan. Simpulan-simpulan pembahasan
meliputi (1) pragmatisme sangat dominan
mempengaruhi akuntansi yang berkiblat ke Amerika
Serikat, (2) empirisme mempunyai tempat dalam
akuntansi karena bahan baku akuntansi adalah fakta
atau empiri berupa transaksi-transaksi ekonomi, (3)
positivisme mempunyai  peluang untuk
menyumbangkan pola pemikirannya dalam
pengembangan akuntansi, walaupun penggunaan
istilah positif dalam teori akuntansi positif tidak
mencerminkan arti positif dalam positivisme, (4)
pendekatan interpretatif dan kritikal dapat menjadi
pertimbangan untuk penelitian-penelitian akuntansi
yang sesuai dengan karakteristik obyek dan metode

dalam kedua pendekatan tersebut (5) setigp aliran dalam
filsafat mempunyai peluang untuk digali dan
dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu akuntansi,
dan (6) pemahaman dan penguasaan metode berpikir
filsafati menjadi suatu keharusan bagi para akuntan
peneliti karena merekalah yang diharapkan mampu
mengembangkan ilmu akuntansi.

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu adal ah salah satu cabang ilmu filsafat yang

merupakan pengembangan dari filsafat pengetahuan.

Filsafat ilmu bukanlah sekedar suatu metode penelitian

atau tatacarapenulisan ilmiah, namun merupakan dasar

dan arah pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat
ilmu membahas empat bidang yaitu:

1 Ontologi, yang membahas apakah ilmu itu atau
hakekat apayang dipelgjari.

2. Epistemologi adalah berbagai sumber ilmu
pengetahuan, sarana, tata cara, dan tolok ukur
pengetahuan ilmiah. Epistemologi merupakan tata
carauntuk memperol eh pengetahuan ilmiah.

3. Aksiologi yaitu tata nilai yang seharusnya ditaati
ketika mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuan.

4. Strategi pengembangan ilmu, yang meliputi tiga
strategi, yaitu:

" Drs. EkoWidodo Lo, SE., M.Si., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE Y KPN Yogyakartadan kandidat Doktor Akuntansi pada

program Doktor Akuntansi Program Pasca Sarjana UGM.
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a.  lImuberkembang dalam konteks.

b. [Imulebur dalam konteks.

¢. lImu dikembangkan untuk peningkatan harkat
manusia.

Filsafat ilmu menyediakan metode berpikir dan
meletakkan dasar untuk pengembangan ilmu
pengetahuan.

Akuntansi merupakan ilmu yang baru
berkembang pesat sejak awal abad 20 terutama di
Amerika Serikat. Akuntansi di indonesiasaat ini masih
berkiblat ke Amerika Serikat walaupun Standar
Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan [Al (1994)
tampaknya mengacu pada International Accounting
Standards (IAS). Aliranfilsafat pragmatismelahir dan
berkembang pesat di Amerika Serikat sehingga dapat
didugabahwaakuntans produk Amerika Serikat sangat
dipengaruhi oleh pragmatisme. Selain pragmatisme
terdapat aliran-aliran lain yang dapat memberikan
sumbangan untuk pengembangan ilmu akuntansi dan
kualitas akuntan karena hampir semua aliran fil safat
mempunyai suatu metode berpikir yang mungkin dapat
digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi.
Pembahasan berikutnya meliputi hubungan filsafat
dengan akuntansi yaitu pragmatisme dalam akuntansi,
metafisika pragmatisme dalam akuntansi, empirisme
dalam akuntansi, positivisme dalam akuntansi, analisis
interpretatif dan kritikal dalam akuntansi, dan diakhiri
dengan simpulan.

PRAGMATISMEDALAM AKUNTANS
Pragmatisme

Pragmatisme merupakan suatu aliran filsafat
kontemporer yang lahir di Amerika Serikat. Tokohyang
menjadi cika bakal dan peletak dasar airan pragmatisme
adaah Charles SandersPierce (1839-1914). Pragmatisme
dikembangkan dan dipopul erkan oleh sahabat Pierce,
yaitu William James (1824-1910) dan kemudian John
Dewey (1859-1952). Nama pragmatisme pertamakali
dikenalkan oleh William James dengan tiga bukunya
(Délfgauw, 1972:60-66) yaitu Pragmatisme (1907), A
Pluralistic Universe (1909), dan Essay in Radical
Empirism (1912). James menyebut aliran ini
pragmatisme, atau empirismeradikal, danjugapluraime.
Dewey mempunyai gaya yang berbeda dari James.
Dewey menggunakan prinsip naturalisme empirisme.

Ajaran pragmatisme secara ringkas dapat
dinyatakan dalam formulabahwakebenaran adal ah apa
yang membawahasi| (Gallagher, 1994: 123-129). Suatu
pertimbangan dapat dinyatakan benar jika
penggunaannya memberikan hasil yang bermanfaat,
dan pertimbangan tersebut adalah salah jika
penggunaannya memberikan hasil yang merugikan.
Pragmatisme sebagai pandangan hidup mengandung
unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ajaran
tersebut menyebabkan para penganut pragmatisme
lebih memperhatikan praktik. Mereka memandang
kehidupan manusia sebagai suatu perjuangan yang
terus menerus dan di dalamnya yang paling penting
adal ah konsekuensi-konsekuensi yang bersifat praktis
(Kattsoff, 1996: 129-134). Apabila sesuatu tidak
menimbulkan konsekuensi praktis maka tidak ada
maknayang dikandungnyasehinggadapat disimpulkan
apayang tidak mengakibatkan perbedaan makatidak
mengandung makna.

Pragmatisme memandang filsafat sebagai alat
untuk menolong manusia dalam hidupnya sehari-hari
maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mewujudkan duniateknik (Mudji Sutrisno,1993: 91-99).
Untuk segala hal bukan pendapat atau hipotesis yang
penting, namun yang penting adalah praktik dalam
hidup manusia. IImu pengetahuan, anggapan hidup,
danfilsafat dinilai berdasarkan akibat dan manfaatnya
bagi kehidupan manusia. Teori atau hasil pemikiran
menjadi alat yang berguna jika memungkinkan
timbulnya pengalaman yang ikut mengembangkan
kehidupan manusiadalam praktik pelaksanaannya.

Pragmatisme mengkritik rasionalisme, idealisme,
dan materialisme karena tidak mampu memberikan
kegunaan secara langsung yang bersifat praktik bagi
kehidupan manusia. Pragmati sme mengkritik empirisme
yang hanya memperhatikan masal ah-masal ah
pengalaman namun tidak berhasil memberikan solusi
terhadap masalah-masalah yang ada. Pragmatis
menggambarkan berbagai corak yang memiliki
persamaan berikut ini:

1 Manusiamerupakan mahluk yang aktif dan kreatif
dalam membentuk dunianya.

2 Manusia selalu memadukan kebenaran dan nilai.
Perpaduan ini menjadi dasar untuk konsekuensi
yang praktis bagi kehidupan manusia.

3. Kebenaran merupakan sesuatu yang bermanfaat,
fungsional, substansial, dan praktis.
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4. Filsafat harus berhubungan dengan problem-
problem kehidupan manusiayang disel esaikan.

PRAGMATISMEDALAM AKUNTANS
Pragmatisme Dalam Tujuan Akuntans

Pragmatisme yang lahir dan berkembang pesat di
Amerika Serikat mempengaruhi perkembangan
akuntansi karena akuntansi juga berkembang pesat di
Amerika Serikat mulai sekitar akhir abad 19 dan awal
abad 20 sampai dengan sekarang. Akuntansi yang
berkembang di Amerika Serikat telah menjadi kiblat
pengembangan akuntansi di banyak negara di dunia,
termasuk Indonesia. Financial Accounting Standards
Board (FASB) sebagai badan regulator akuntansi di
AS telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang
didugakuat dipengaruhi oleh pragmatisme. Satement
of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1yang
dikeluarkan oleh FASB pada tahun 1978 berisi
pernyataan mengenai tujuan pelaporan keuangan oleh
perusahaan bisnis menyatakan bahwatujuan pelaporan
keuangan adalah meyajikan:

1 Informasi yang bergunabagi investor dan kreditur
potensia maupun yang adasertapemakai laindalam
pembuatan keputusan investasi, kredit, dan
sejenisnya secara rasional.

2. Informasi yang membantu investor dan kreditur
potensial maupun yang sudah ada serta pemakai
lain dalam menaksir jumlah, waktu, dan
ketidakpastian prospek aliran kas bersih
perusahaan.

3. Informasi mengenai sumber ekonomi suatu
perusahaan, klaim terhadap sumber ekonomi
tersebut, dan perubahannya.

Standar Akuntansi K euangan yang dikeluarkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia(1994: 5) sebagai badan
regulator akuntansi di Indonesia menyatakan bahwa
tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi
mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat
bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan
keputusan ekonomi. Kedua pernyataan tersebut
dengan jelas merupakan indikator bahwa pragmatisme
memberikan dasar pemikiran dalam penentuan tujuan
akuntansi keuangan. Pragmati sme menyatakan bahwa
sesuatu dinyatakan benar apabila penggunaannya

memberikan manfaat dan akuntansi menyatakan bahwa
informasi yang dihasilkan adalah informasi yang
bermanfaat bagi pemakainya. Simpulan yang dapat
dibuat dari kedua indikator tersebut adalah
pragmatisme dapat dan telah memberikan rerangka
penyusunan dan pengembangan akuntansi. Simpulan
ini juga didukung oleh beberapa pendapat sebagai
berikut:

1 Beam (1969: 382) menyatakan bahwa pragmatisme
berhubungan dengan tujuan akuntansi untuk
menyediakan informasi.

2. Belkaoui (1993: 23) menyatakan bahwaakuntansi
meliputi sekumpulan teknik yang benar-benar
bermanfaat untuk bidang-bidang tertentu.

PragmatismeDalam K ualitasl nformasi Akuntansi

SFACNo.2 (FASB: 1978) berisi pernyataan mengenai
karakteristik kualitatif informasi akuntansi menyatakan
bahwakualitas bermanfaat untuk pembuatan keputusan
merupakan kriteriapervasive yang harusdimiliki oleh
informasi akuntansi. Kualitas bermanfaat merupakan
kualitas informasi akuntansi yang paling penting.
Informasi akuntansi harus bermanfaat untuk
pembuatan keputusan oleh pemakainya. Standar
Akuntansi Keuangan (IAl: 1994: 9) menyatakan bahwa
karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam |aporan keuangan berguna
bagi pemakai. Keduapernyataan tersebut menunjukkan
bahwa pragmatisme juga mempengaruhi akuntansi
dalam penentuan karakteristik utama informasi
akuntansi. Pragmatisme menyatakan sesuatu adalah
benar apabilapenggunaannyamemberikan manfaat dan
SFAC No. 2 menyatakan bahwakualitasinformasi yang
paling penting adal ah kualitas bermanfaat.

Pendekatan Operasional Pragmatis Untuk
Pendefinisian dan Pengukuran Dalam Akuntans

Pendekatan operasional adalah relevan dan
konsisten dengan pragmatisme (Beam, 1969: 384).
Pendekatan operasional untuk definisi-definisi dapat
diinterpretasikan sebagai memberikan definisi suatu
konstruk operasi yang dilakukan dalam pengukurannya
dan bukan mengenai sifat umum atau properti.
Pendekatan operasional cenderung menghilangkan
kekaburan dan ambiguitas tapi dibatasi hanya pada
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bagaimana mengukur sesuatu dan apa sesuatu itu.
Definisi operasional dianggap konsisten dengan pola
pemikiran pragmatisme karena: (1) tidak
menggambarkan pengalaman perusahaan tapi
dirancang untuk menyediakan dasar untuk memperoleh
informasi yang berguna mengenai pengalaman
perusahaan, (2) verifikasinya tidak berhubungan
dengan fakta tapi dalam penggunaannya dalam
menyediakan informasi yang lebih berguna daripada
pendekatan-pendekatan alternatif.

Dalam pemikiran pragmatisme, kos adalah data
harga pertukaran yang mengukur pengorbanan yang
dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu
jasa. Pendapatan adalah data harga pertukaran yang

mengukur jasa yang diserahkan kepada pelanggan.
Kos dan pendapatan adalah harga pertukaran dan
merupakan data. Kos di sini bukan dan tidak dapat
expire, diproduksi, memberikan kontribusi,
dipertanggungjawabkan, dan menyebabkan kegiatan.
Konstruk kos dan pendapatan adalah konstruk
operasional dan mengacu padadatayang diakumulasi
untuk mengukur sesuatu dalam perusahaan. Asosiasi
kos dan pendapatan dalam skema pragmatisme adalah
asosiasi data, dan bukan asosiasi kondisi dan peristiwa
ekonomi. Berikut ini disgjikan definisi operas konstruk-
konstruk akuntansi menurut polapragmatisme (Beam,
1969: 387):

Konstruk Definisi Operasional Pragmatik
Konstruk Definisi Operasional Pragmatik
Aktiva Harga pertukaran jasa potensial pada masa yang akan datang
Utang Harga pertukaran yang menunjukan investasi kreditur dalam suatu perusahaan
Ekuitas Harga pertukaran yang menunjukkan investasi pemilik dalam suatu perusahaan
Expenses Data harga pertukaran yang mengukur expiration jasa potensial
Losses Tidak ada perbedaan antara expenses dengan losses
Pendapatan Data harga pertukaran untuk jasa yang diserahkan kepada pelanggan
Kos Data harga pertukaran untuk jasa yang diperoleh
Lababersih Indeks efektivitasmanajerial

METAFISIKA PRAGMATISME DALAM
AKUNTANS

Dengan pengakuan dan pernyataan secara metafisika
terhadap akuntansi akan lebih memungkinkan
presuposisi-presuposisi yang tersembunyi menjadi
tampak dan dapat dianalisis. Apabila antar hubungan
suposisi-suposisi metafisika dapat dibentuk akan
memungkinkan untuk mengembangkan apayang benar
pada suatu tingkatan analisis menjadi tidak benar pada
tingkatan analisisyang lain, atau apa yang tampaknya
tidak dapat dijel askan padatingkatan pertamamungkin
menjadi dapat dijelaskan pada tingkatan yang lebih
tinggi.

Usaha menghubungkan pragmatisme dengan
akuntansi melalui asumsi metafisika seharusnyatidak
berarti bahwa dasar metafisikamerupakan yang paling
cocok untuk perumusan teori akuntansi. Penggunaan

dasar metafisikatidak dimaksudkan untuk menawarkan
keyakinan mengenai akuntansi. Seperti pragmatisme,
dasar metafisika bagi akuntansi seharusnya dalam
bentuk suatu hipotesis yang dipertimbangkan dalam
hubungannya dengan pengetahuan dan pengalaman
pada masa yang akan datang.

Metafisika membahas apa yang ada di balik
sesuatu. Metafisika berhubungan dengan realitasyang
melewati batas pengalaman. Metafisika pragmatisme
mengacu pada asumsi mengenai manusia dan alam
dalam suatu sistem yang di dalamnya meliputi suatu
teori pengalaman dan peristiwa-peristiwa alamiah,
suatu teori nilai, dan suatu teori hubungan manusia
dengan alam —yang merupakan sumber dan sifat
pengetahuan. Suatu sistem metafisika menawarkan
suatu interpretasi fakta-fakta empiris yang mengarah
pada metode dan bidang pertanyaan yang membangun
suatu konsistensi struktur pemikiran.
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Dopuch (1962: 254-260) menggunakan rerangka
metafisikaButler (1951 431-437 dan 1957: 451-457)
sebagai rerangka utama dalam menghubungkan
metafisika pragmatisme dengan akuntansi.

DuniaAdalah SemualL atar Depan

Pernyataan bahwa dunia adalah semua latar depan
bukanlah suatu deskripsi akurat mengenai penekanan
empiris dalam pragmatisme. Pragmatisme tidak
berhubungan dengan penemuan realitas yang menjadi
latar belakang setiap pengalaman dan semuakegiatan
manusia

Akuntansi mengakui perbedaan kualitatif dalam
transaksi-transaksi suatu organisme tanpa
mempostulatkan dulu suatu konsteks perilaku yang
menyeluruh, misalnya, orientasi pada laba, yang sulit
dihubungkan kembali dengan realitas. Dalam
pengertian akuntansi, karakteristik lingkungan operasi
—kejadian-kejadian alam dalam lingkungan
akuntansi— diterima sebagai suatu refleksi realitas
pengalaman yang dapat diterima oleh pemikiran
akuntans dan dipelgjari untuk membangun signifikansi
fungsi akuntansi.

DuniaDibentuk Méalui Prosesdan Perubahan

Tidak ada sesuatu yang statis atau permanen. Segala
seuatu bergerak dan berubah terus menerus. Dalam
penolakan terhadap teori universal realitas, karakteristik
pertamayang ditekankan dalam pragmatisme adalah
perubahan dan proses yang selalu ada dalam dunia
penga aman.

Suatu perubahan asumsi akuntansi mungkin
tidak signifikan secarakeseluruhan, kecuali implikasi-
implikasi yang diakibatkan oleh perubahan tersebut.
Fungsi akuntansi tampaknya tergantung pada suatu
perubahan yang tidak dapat diprediksi sehingga
pengukuran ex post dalam akuntansi dirancang untuk
menceminkan tingkatan pada kondisi yang
diasumsikan, yang menyimpang dari harapan-harapan
implisit dalam tujuan yang dimiliki oleh manusiayang
mengarahkan kegiatan ekonomi dan yang lain.
Penggunaan kos historis ditandingkan dengan
pendapatan merupakan kel anjutan harapan manajemen
yangtelahdirealisasi. Hal ini tidak mempunyai masaah
kecuali jikaterjadi perubahan.

Dunia Adalah Sulit dan Berbahaya

Dalam dunia yang berubah secara konstan tidak ada
keadaan yang benar-benar aman. Perubahan
menyatakan secaratidak langsung adanyakondisi yang
tidak dapat diprediks dan berisiko. Segal a sesuatu tidak
selalu seperti yang direncanakan. Hasil yang dicapai
tidak selalu seimbang dengan usaha yang telah
dikeluarkan. Semakin lamarentang waktu suatu proyek,
maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya hal-hal
yang tidak diharapkan.

Ketidakpastian dan risiko di dalamnya, atau
kemungkinan harapan tidak dapat diredlisasi adalah
keadaan-keadaan yang sesungguhnya terjadi.
Signifikansi dataakuntansi cenderung dijustifikasi oleh
kejadian atau keberadaan keadaan-keadaan yang tidak
pasti dan berisiko, mengikuti asumsi perubahan yang
konstan.

Duniaadalah Tidak L engkap dan Tidak Menentu

Manusia percaya dan terlibat secara terus menerus
dalam prosesalam. Manusiamembutuhkan kemampuan
untuk berpikir. Pertumbuhan kecerdasan alami
merupakan sifat manusia. Suatu analisis pemikiran
mungkin memberikan tanda-tandasifat dunia. Dalam
duniayang tidak menentu sepenuhnya, tidak adayang
dapat diantisipasi dan pilihan menjadi tidak berarti.
Suatu gabungan antara ketidaklengkapan dan
ketidakmenentuan dengan kelengkapan dan
kemenentuan merupakan sifat keberadaan dunia.
Fungsi akuntansi juga mempostulatkan suatu
gabungan antara ketidaklengkapan dengan
kelengkapan dan ketidakmenentuan dan kemenentuan.

DuniaMempunyai Akhir Dalam Prosesnya

Duniadipahami sebagai mempunyai akhirnya sendiri
dalamjalinan prosesnyasendiri. Tujuan dan nilai tidak
berakhir dan merupakan terminal-terminal transit.
Manusia harus belgjar membedakan proses yang
mempunyai hasil yang memenuhi kebutuhannya dan
yang tidak. Karena manusia mempunyai kecerdasan,
manusia mungkin mengantisipasi konsekuensi-
konsekuensi dan memanfaatkan sumber alam untuk
|ebih menjamin peristiwa-peristiwa yang mempunyai
hasil akhir yang bagus.
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Proses di atas mendasari pembuatan keputusan mod-
ern dan pemilihan alternatif-alternatif. Komitmen
sumber alam untuk memenuhi kebutuhan manusia,
pemanfaatan sumber alam dalam proses pemenuhan
kebutuhan diputuskan menurut antisipasi terhadap
hasil tindakan-tindakan alternatif, yang merupakan
tahap awal tindakan efisien dan rasional. Pada tahap
inilah fungsi akuntansi dikembangkan menjadi sistem
pengukuran dan komunikasi untuk pemilihan tindakan
awa yang memerlukan pengukuran dan komunikasi
hasil padatitik yang seusai dalam urutan tindakan.

ManusiaBukan Penyebab Aktif Dalam Dunia

Walaupun manusia bukan penyebab aktif dan bukan
inisitor kejadian, melalui proses interaksi manusia
mengubah tindakan dan arah aliran kejadian dengan
refleksi pada sejumlah kejadian alternatif untuk
menentukan alternatif yang lebih kondusif dalam
memenuhi kebutuhan. Dalam mengel oladan mengatur
dunia yang selalu berubah, tidak pasti, dan berisiko,
manusia memerlukan informasi yang berhubungan
dengan konsekuensi-konsekuensi tindakan yang
diantisipas padaawal perencanaan daninformas dalam
pelaksanaan rencana sepanjang waktu interim agar
dapat melakukan modifikasi yang diperlukan dan arah
modifikasi yang diketahui. Fungsi akuntansi berperan
penting sejak tahap awal perencanaan sampai dengan
realisisasi akhir rencana.

DuniaTidak M enjamin Kemajuan

Dunia tidak menawarkan jaminan positif kepada
manusia untuk memenuhi harapannya. Dunia tidak
menentu sehubungan dengan nilai dan dalam
ketidakmenentuan manusia mengatur kembali
kekuatannya untuk dapat digunakan dalam masayang
akan datang. Matriksnilai, aat, dan harapan merupakan
data akuntansi signifikan, apakah nilai-nilai adalah
ekonomis atau tidak ekonomis. Kecuali kalau matriks
informasi dapat dikomunikas kan sebagai latar belakang
hasil yang diperoleh, setiap konsep maksimisasi dalam
akuntansi akan tetap steril. Jika masyarakat menuju
dalam arah yang diharapkan, matriksinformasi tersebut
akan perlu diungkap oleh unit-unit sosia (perusahaan)
sehinggakonsekuensi-konsekuensi kesel uruhan dapat
dievaluasi oleh masyarakat.

EMPIRISMEDALAM AKUNTANS
Empirisme

Empirisme merupakan suatu epistemologi yang
menggunakan empiri atau pengalaman sebagal dasar
ilmu pengetahuan. Empirisme adalah suatu diran filsafat
yang tokoh-tokohnyaadal ah John L ocke (1632-1704),
Berkeley (1685-1753), dan David Hume (1711-1776).
John Locke mengemukakan teori tabula rasa yang
menyatakan bahwa seluruh pengetahuan manusia
adalah penjabaran dari hasil pengamatan indrawi. John
L ocke menyampaikan terdapat duamacam pengalaman,
yaitu:

1 Pengalaman dari sensasi yaitu pengalaman |ahiriah.
2. Pengalaman dari refleksi batin yaitu pengalaman

sensasi yang disimpan dalam akal budi.

Sensasi dan refleksi adalah proses yang
dilalui untuk memperoleh ide atau pengetahuan. Teori
tabularasayang dikemukakan John Locke menyatakan
bahwa pengetahuan adalah gambaran mengenai
pengamatan atau pengalaman yang diperoleh melalui
inderadan akal budi manusia. Secararingkasempirisme
berfokus pada obyek pengalaman atau empiri dengan
menggunakan premisfenomenayang menampak secara
indrawi. Metode analisis yang digunakan adalah
metode induktif. Hasil analisis berupa keterangan
empiris mengenal sesuatu yang dihubungkan dengan
isi empirisnya. Parameter yang digunakan adalah
kesesuaian antara obyek dengan pengalaman indrawi.

EMPIRISMEDALAM AKUNTANS
EmpirismeDalam K ualitas| nformas Akuntans

Empirisme dalam konteks akuntansi mengasumsikan
bahwa tujuan akuntansi adalah menyajikan fakta
pengalaman keuangan perusahaan. Penekanan pada
informasi faktual, pengukuran yang akurat dan
obyektivitas data merupakan perwujudan empirisme
dalamakuntans (Beam, 1969: 383). SFACNo.2 (FASB:
1978) berisi pernyataan mengenai karakteristik kualitatif
informasi akuntansi yang menyatakan bahwa untuk
mencapal kualitas bermanfaat, informasi akuntansi
harus mempunyai kualitas relevan dan readlibilitas.
Kualitas redlibilitas ini merupakan salah satu bentuk
perwujudan pengaruh empirisme dalam akuntansi.
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Kualitas informasi yang andal (reliable) adalah
informasi yang mempunyai kualitas berdaya uji atau
obyektif, menyajikan yang seharusnya (representa-
tional faithfulness), serta bebas dari kesalahan dan
bias, dengan pengertian ringkas sebagai berikut:

1 Berdaya uji atau obyektif adalah kualitas yang
ditunjukkan dengan terjaminnyatingkat konsensus
yang tinggi terhadap hasil pengukuran di antara
para pengukur independen dengan menggunakan
metode pengukuran yang sama.

2. Penyajian yang seharusnya adalah kualitas
informasi yang menunjukkan bahwa angka-angka
dan deskripsi-deskripsi menyajikan apa yang
sesungguhnya ada atau terjadi.

3. Netral adalah kualitas informasi yang dihasilkan
tidak untuk memihak kepentingan pihak tertentu
serta bebas dari kesalahan dan bias. Netral dapat
diartikan tidak memihak dalam pembuatan standar
dan tidak memihak dalam pemilihan alternatif
akuntansi. Bias dalam ukuran akuntansi berarti
suatu kecenderungan secara konsisten menjadi
terlalu tinggi atau terlalu rendah

Standar Akuntansi Keuangan (IAl, 1994: 11-13)
menyatakan agar berguna, informasi harusreliableyang
mengandung kualitasbebas dari kesalahan materia dan
bias serta menyajikan yang seharusnya. Kedua
pernyataan tersebut menunjukkan bahwa empirisme
mempengaruhi akuntansi dalam penentuan karakteristik
kualitas informasi akuntansi. Empirisme menyatakan
informasi faktual, pengukuran yang akurat dan
obyektivitas data merupakan perwujudan empirisme.

SFAC No. 2 dan Standar Akuntansi Keuangan

menunjukkan perwujudan empirisme dalam

pernyataannya.

Pendekatan K onstitutif Empirisuntuk Pendefinisian
dan Pengukuran Dalam Akuntansi

Pendekatan konstitutif adalah relevan dan konsisten
dengan pemikiran empiris. Pendekatan konstitutif
untuk definisi-definisi dapat memberikan definisi suatu

konstruk mengenai sifat umum atau propertinya.
Definisi konstitutif cenderung kekurangan presisi dan
mungkin dihasilkan dari spekulasi karena tidak
didukung oleh definisi operasional. Definisi konstitutif
bersifat deskriptif dan memberikan suatu titik awal
untuk perolehan informasi yang tidak dapat
dipertentangkan mengenai pengalaman keuangan
perusahaan. Definisi konstitutif memberikan titik awal
dari observasi yang dilakukan dan pengukuran yang
menyajikan perkiraanterbaik mengenai hasil observasi.
Informasi dihasilkan melalui proses penghubungan
fakta-fakta, sehingga pendekatan konstitutif konsisten
dengan sudut pandang empirisme.

Definisi kos dalam pola pikir empirisme
hanyalah sebagai dasar pengukuran kuantitatif.
Interpretasi kos dalam empirisme mirip dengan yang
disampaikan oleh Paton dan Littleton (1940: 25) yang
menyatakan kos adalah data fundamental akuntansi
dan istilah yang digunakan dalam arti luas. Kata kos
secara substansial ekuivalen dengan price-aggregate
(harga per unit dikalikan kuantitas) atau bargained
price. Karenaterdapat beberapainterpretasi kosselain
sebagai bargained price —misalnya current cost, re-
placement cost, pricelevel adjusted cost, dan opportu-
nity cost—, definisi kos sebagai dasar pengukuran
kuantitatif lebih mencerminkan kos dalam arti luas
daripada sebagai bargained price.

Dalam pola pikir empirisme, istilah kos
digunakan terhadap konstruk lain untuk menunjukkan
pengukuran kuantitatif. Dengan mengacu pada kos
suatu aktiva secaratidak langsung menunjukkan hak,
sumber ekonomi, sertapengukuran kuantitatif. Hak dan
sumber ekonomi mungkin digunakan dalam kegiatan
produksi dan mungkin jugaexpire, sertamungkinjuga
hilang bukan karena keduanya. Hak dan sumber
ekonomi yang digunakan dalam produksi barang atau
jasa pada akhirnya dijual sehingga memberikan
kontribusi terhadap pemerolehan pendapatan. Berikut
ini disgjikan definisi konstitutif konstruk-konstruk
akuntansi menurut pola pemikiran empirisme (Beam,
1969: 387):
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Konstruk Definisi Kongtitutif Empiris

Aktiva Hak dan sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan

Utang Tuntutan atau hak pihak luar terhadap perusahaan

Ekuitas Tuntutan atau hak pemilik terhadap perusahaan

Expenses Penurunan aktiva atau bertambahnya utang yang berasosiasi dengan pengakuan
pendapatan

Losses Penurunan aktiva atau bertambahnya utang yang yang tidak berasosiasi dengan
pengakuan pendapatan atau transaksi keuangan

Pendapatan Peningkatan aktiva atau berkurangnya utang yang diakui dari penyerahan jasa
kepada pelanggan

Kos Dasar untuk pengukuran kuantitatif

Lababersih Aktivabersih yang meningkat sebagai hasil dari kegiatan bisnis

SFAC No. 6 (1985) yang berisi pernyataan
mengenai elemen-elemen |aporan keuangan mempunyai
empat dari sepuluh elemen laporan keuangan yang
definisinya mirip dengan definisi konstitutif empiris,
sebagai berikut:

1. Utang adalah pengorbanan manfaat ekonomisyang
mungkin terjadi padamasaakan datang yang berasal
dari kewajiban saat ini suatu entitas tertentu untuk
mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada
entitas lain pada masa akan datang sebagai hasil
transaksi atau kejadian pada masalalu.

2. Revenues (pendapatan) adalah aliran masuk atau
bertambahnya aktiva suatu entitas atau
penyelesaian utang atau kombinasi keduanya,
yang berasal dari pengiriman atau produksi barang,
pengadaan jasa, atau aktivitaslain yang merupakan
operas utama entitas yang sedang berlangsung.

3. Expenses (biaya) adalah aliran keluar atau
penggunaan lain aktiva atau bertambahnya utang
atau kombinasi keduanya, yang berasal dari
pengiriman atau produksi barang, pengadaan jasa,
atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan
operasi utama perusahaan yang sedang
berlangsung.

4. Lossesadalah berkurangnyaekuitas (aktivabersih)
yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi atau
bukan utama suatu entitas dan yang berasal dari
semua transaksi lain serta keadaan dan kejadian
lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang
berasal dari expensesatau distribusi kepadapemilik.

Definisi yang dibuat oleh SFAC No. 2 tampak
lebih lengkap daripadadefinisi konstitutif empirisyang
disampaikan oleh Beam, namun terdapat kemiripan
gagasan untuk elemen utang, revenues (pendapatan),
expenses (biaya), dan losses. Kemiripan gagasan ini
menunjukkan adanya pengaruh empirisme dalam
penyusunan definisi el emen-elemen laporan keuangan.

POSTIVISMEDALAM AKUNTANS
Positivisme

Positivisme merupakan epistemol ogi yang semata-mata
berdasarkan pada realitas untuk pengembangan ilmu
pengetahuan. Positivisme merupakan suatu aliran
filsafat dunia barat modern dengan August Comte
(1798-1857) sehagai peletak dasar utama. August Comte
memberi arti poditif dalam positivisme (Wibisono, 1996:
37-38) sebagai berikut:

1 Positif menunjuk pada sesuatu yang nyata atau
kongkrit yang dilawankan atau kebalikan dari
sesuatu yang khayal.

2. Positif menunjuk pada sesuatu yang bermanfaat
sebagal lawan atau kebalikan dari sesuatu yang
tidak bermanfaat.

3. Positif menunjuk pada sesuatu yang sudah pasti
sebagal lawan atau kebalikan dari sesuatu yang
meragukan.

4. Positif menunjuk pada sesuatu yang jel as atau tepat
sebagal lawan atau kebalikan dari sesuatu yang
kabur.
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5. Positif digunakan untuk menunjukkan sifat
pandangan filsafatnyayang selalu menuju ke arah
penataan atau penertiban sebagai lawan atau
kebalikan dari sesuatu yang negatif.

Setiap ilmu semestinya bebas nilai dalam
menghasilkan informasi namun setiap ilmu lahir dari
nilai-nilal tertentu.

Positivisme adalah penerus gjaran Francis Ba-
con seorang filosof Inggris (1561-1626) yang
mengemukakan bahwailmu pengetahuan dimulai dari
pengamatan terhadap alam semesta. Setelah melakukan
pengamatan secaraterus menerus dan teratur, manusia
akan menemukan perulangan-perulangan yang akan
menjadi pengetahuan. Pendapat yang disampaikan
Bacon menggunakan metode induksi.

Dalam positivisme, manusiatidak mempunyai
pengetahuan apapun kecuali apa yang menampak
secaraindrawi. Fenomenayang muncul diamati secara
terus menerus untuk memperoleh keajegan atau
perulangan-perulangan yang kemudian menjadi
pengetahuan. Metode analisis yang digunakan dalam
positivisme meliputi tahap observasi atau pengamatan,
eksperimen, komparasi atau perbandingan, dan
eksplorasi. Cara kerja positivisme dimulai dengan
subyek melakukan observasi terhadap obyek secara
kontinyu. Berdasarkan hasil pengamatan subyek
membuat hipotesis-hipotesis yang diuji dalam
eksperimen. Hasil eksperimen kemudian dibandingkan
dengan hal-hal yang sejenis. Jika komparasi
memberikan s mpulan bahwahasiInyaada ah ssmamaka
akan menjadi teori yang kemudian dieksplorasi.

Dalam perkembangan positivisme, muncul
| ogi co-positivism yang merupakan teknik atau metode
berpikir yang menggunakan presisi, verifiabilitas,
konfirmasi, dan eksperimen dengan dergjad optimal
untuk melakukan prediksi dengan dergjad yang opti-
mal pula. Kebenaran ilmiah diukur secarapositivistik,
yang berarti kebenaran ilmiah harus kongkrit, pasti,
akurat, dan bermanfaat.

TEORIAKUNTANS POSITIF

Watts dan Zimmerman yang berasal dari Rochester
School padatahun 1986 menulis buku Teori Akutansi
Positif. Pada bagian awal buku tersebut disampaikan
mengenal peran teori. Tujuan teori akuntansi adalah
menjelaskan dan memprediks praktik akuntans (Watts

dan Zimmerman, 1986: 2). Penjelasan berarti
menyediakan alasan praktik yang diamati. Prediksi
praktik akuntansi berarti teori memprediksi fenomena
akuntansi yang tidak diamati. Teori akuntansi positif
menurut merekamampu menjelaskan dan memprediksi
fenomena-fenomenaakuntansi.

Dalam ilmu ekonomi, konsep teori yang
digunakan disebut teori positif untuk membedakannya
dari argumen normatif. Istilah teori positif dipopulerkan
oleh Friedman padatahun 1953 untuk arti konsep yang
digunakan dalam ilmu, yang dikacaukan dengan
pandangan dalam filsafat ilmu, dan logico-positivism.
Watts dan Zimmerman (1986:8) tidak memperdulikan
kekacauan istilah tersebut dan menggunakan istilah
teori positif karena umum digunakan dalam ilmu
ekonomi. Merekaberpendapat proposisi positif berbeda
dengan proposisi normatif. Proposisi positif
berhubungan dengan bagaimana dunia bekerja.
Misalnya, “Jika suatu perusahaan berpindah dari
asumsi aliran kos persediaan FIFO ke L1FO dan pasar
saham tidak melakukan antisipasi terhadap perubahan
tersebut, makahargasaham akan naik”. Pernyataan ini
merupakan suatu prediksi yang dapat dibantah oleh
bukti. Proposisi normatif berhubungan dengan
ketentuan-ketentuan. Misalnya, “Karena harga-harga
menaik, asumsi aliran persediaan LIFO harus
digunakan”. Proposisi ini tidak dapat dibantah. Tapi
untuk tujuan tertentu dapat dibantah oleh bukti.
Misalnya, “Jika harga-harga menaik pemilihan LIFO
akan memaksimalkan nilai perusahaan”, pernyataanini
dapat dibantah oleh bukti. Jadi, untuk tujuan tertentu,
peneliti dapat beralih dari suatu ketentuan (preskripsi)
menjadi suatu prediksi kondisiona dan menilai validitas
empirisnya.

KRITIK TERHADAPTEORIAKUNTANS POSITIF
WATTSDANZIMMERMAN

Christenson (1983: 19-21) melakukan kritik terhadap
metodologi teori akuntansi positif yang disampaikan
oleh Watts dan Zimmerman sebagai berikut:

1 Teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh
Watts dan Zimmerman (Rochester School) lebih
merupakan suatu sosiologi akuntansi, bukannya
suatu teori.

2. Pernyataan Rochester School bahwajenispendlitian
“positif” yang mereka lakukan adalah suatu
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prasyarat untuk teori akuntansi normatif didasarkan
pada suatu kerancuan domain-domain fenomenal
pada dua tingkatan yang berbeda yaitu entitas
akuntansi dan akuntan.

3. Konsepteori positif diambil dari filsafat ilmu lama
dan merupakan kesalahan penggunaan istilah
karena teori-teori ilmu empirikal tidak membuat
pernyataan positif “What is”.

4. Walaupun suatu teori mungkin digunakan hanya
untuk prediksi sekalipun teori tersebut diketahui
salah, suatu teori explanatory dengan jenis seperti
yang diteliti oleh Rochester School, atau seseorang
yang menggunakannya untuk menguji proposal
normatif, seharusnyatidak diketahui salah. Metode
analisis dengan pemikiran balik dari fenomenake
premis yang dapat diterima berdasarkan bukti
independen, adalah metode yang sesuai untuk
penyusunan teori explanatory.

5. Berlawanan dengan metode empirikal yang
membatasi teori dengan usaha keras untuk
menyalahkan teori, Rochester School
mengemukakan argumen ad hoc untuk memaafkan
atau menjustifikasi kegagalan teori mereka. Taktik
ini merupakan penyimpangan norma yang harus
diikuti jikasuatu sistem proposisi dipertimbangkan
secara ilmiah (Popper, 1959 dalam Christensen,
1983).

Whittington (1987: 329) mengkritik pernyataan
bahwa teori akuntansi positif adalah bebas dari
penilaian subyektif dan bersifat ilmiah sedangkan teori
normatif mempunyai penilaian subyektif yang tinggi
dan tidak ilmiah, adalah tidak dapat diterima dengan
dua keberatan sebagai berikut:

1 Teori akuntansi positif tidak bebas dari penilaian
atauimplikasi preskriptif.

2. Anggapan bahwa semua teori yang tidak positif
adalah normatif dalam arti mengarah pada
preskripsi-preskripsi, adalah tidak benar.

Katapositif dalam teori akuntansi positif belum
seperti yang dimaksudkan oleh aliran filsafat
positivisme, hamun sesungguhnya terbuka peluang
bagi teori akuntansi untuk menggunakan pemikiran-
pemikiran positivisme dalam pengembangan teori
akuntansi dan pengetahuan ilmiah akuntan. Positivisme
merupakan metode berpikir yang menggunakan presisi,
verifiabilitas, konfirmasi, dan eksperimen dengan
deragjad optimal untuk melakukan prediksi dengan

dergjad yang optimal pula. Metode berpikir positivisme
dapat dihubungkan dengan tujuan akuntansi,
karakteristik kualitatif informasi akuntansi, proses
akuntansi, dan pengembangan penelitian-penelitian
akuntansi.

ANALISIS INTERPRETATIF DAN KRITIKAL
DALAM AKUNTANS

Akuntansi mainstream didasarkan pada sehimpunan
asumsi filsafati mengenai ilmu pengetahuan, dunia
empiris, dan hubungan antara teori dengan praktik.

Akuntansi menekankan pada hipothetico-deductivism

dan pengendalian teknis yang mempunya  kekuatan

tertentu tapi mempunyai batasan lingkup masalah dan

peneggunaan metode penelitian (Chua, 1986: 601-626).

Dengan perubahan asumsi, wawasan penelitian yang

lebih kaya dan berbeda secara fundamental akan

diperoleh. Duasudut pandang alternatif digjukanoleh

Chua yaitu sudut pandang interpretatif dan kritikal.

Chuamelakukan klasifikas asumsi menjadi tigabagian

sebagai berikut:

1 Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi
epistemol ogi dan metodologi.

2. Keyakinan mengenai fisik dan realitassosial, yang
meliputi ontologi, intensi manusiadan rasiondlitas,
serta konflik sosial atau social order.

3. Hubungan antarateori dan praktik.

Berdasarkan klasifikas tersebut Chuamembuat
ringkasan asumsi dominan dalam akuntansi main-
stream, sebagai berikut:

1 Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi:
a. Epistemologi: Teori dipisahkan dari observasi

yang mungkin digunakan untuk memverifikasi

atau mefalsifikasi suatu teori. Penjelasanilmiah
hi potheti co-deductive diterima.

b. Metodologi: Metode-metode kuantitatif untuk
pengumpulan dan analisis data yang
memungkinkan generalisasi.

2. Keyakinan mengenai fisik dan realitassosial, yang
meliputi:

a Ontologi: realitas empiris adalah tujuan dan
eksternal terhadap subyek. Manusia adalah
obyek yang pasif dan tidak dipandang sebagai
pembuat realitas sosial.

b. Intensi manusia dan rasionalitas: Tujuan
tunggal maksimisasi utilitas diasumsikan untuk
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individu dan perusahaan. Rasionalitas means-
ends diasumsikan.

¢. Konflik sosia atau social order: masyarakat dan
organisasi pada dasarnya stabil. Konflik
disfungsional mungkin diatur melalui
perancangan pengendalian akuntansi yang
sesuai.

3. Hubungan antara teori dan praktik: Akuntansi
merupakan alat, bukan tujuan. Penerimaan terhadap
struktur institusional yang ada.

Asumsi dominan dalam prespektif interpretatif
disgjikan sebagai berikut:

1 Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi:
a. Epistemologi: Penjelasan ilmiah mengenai

intensi manusia. Kecukupan dinilai melalui
kriteriakonsistens logika, interpretasi subyektif,
dan persetujuan dengan interpretasi aktor.

b. Metodologi: Aktivitas etnografi, studi kasus,
dan observasi terhadap partisipan. Aktor
dipelgjari dalam kehidupan sehari-hari.

2. Keyakinan mengenai fisik dan realitassosial, yang
meliputi:

a. Ontologi: Realitas sosial adalah timbul begitu
saja, diciptakan secara subyektif, dan
diobyektifkan melalui interaksi antar manusia.

b. Intensi manusia, dan rasionalitas: Semua
kegiatan mempunyai arti dan maksud yang
diwaris dan ditanamkan dalam praktik sosid dan
sgjarah.

c. Konflik sosial atau social order: Konflik sosial
diasumsikan ada. Konflik ditengahi melalui
skemaumum maknasosial.

3. Hubungan antara teori dan praktik: Teori hanya
mencari untuk menjelaskan dan memahami
bagaimana social order dihasilkan dan
direproduksi.

Asumsi dominan dalam perspektif kritikal
adalah:

1 Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi:
a. Epistemoalogi: Kriteriaterhadap teori adalah tem-

poral dan dibatasi oleh konteks.

b. Metodologi: Penelitian etnografi, kesgjarahan
dan studi kasus sering digunakan.

4. Keyakinan mengenai fisik dan realitas sosial, yang
meliputi:

a. Ontologi: manusia mempunyai potensi yang
dijauhkan (dicegah untuk mekar penuh) melalui

mekanisme pembatasan. Obyek hanya dapat
dimengerti melalui suatu studi pengembangan
kesegjarahan dan perubahan dalam totalitas
hubungan. Realitasempirisdiberi karakteristik
secaraobyektif, hubunganriil ditansformasi dan
direproduksi melalui interpretasi subyektif.

b. Intensi manusia, dan rasionalitas: Intensi
manusia, rasionalitas, dan agensi diterima,
namun dianalisis secarakritis.

¢. Konflik sosia atau social order: Konflik sosial
adal ah endemik bagi masyarakat. Konflik timbul
karenaketidakadilan danideologi dalam domain
sosial, ekonomi, dan politik yang mengaburkan
dimens kreatif manusia.

5. Hubungan antara teori dan praktik: Teori
mempunyai suatu imperatif kritikal. dentifikasi dan
penghilangan dominasi dan praktik ideologi.

Chua mengajukan dua perspektif analis yaitu
interpretif dan kritikal yang jikaditerapkan merupakan
akuntansi nonmainstream untuk masa sekarang.

Pemikiran Chua tetap memberikan arti dalam proses

pengembangan teori akuntansi, walaupun aliran ini

belum banyak penganutnya dalam akuntansi yang
berkiblat ke Amerika Serikat. Penganut aliran tersebut
banyak terdapat di Australia dan Eropa.

SMPULAN

Setiap aliran dalam filsafat mempunyai metode berpikir
tertentu sehinggametode berpikir aliran apapun dalam
filsafat mempunyai peluang untuk digali dan
dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu akuntansi.
Pragmatisme sangat dominan mempengaruhi akuntansi
yang berkiblat ke Amerika Serikat. Pemahaman ontologi,
epistemologi, dan aksilogi aliran pragmatisme oleh
akuntan-akuntan dari negara-negarayang berkiblat ke
akuntans Amerika Serikat akan memberikan nilai lebih,
kalau tidak merupakan suatu keharusan untuk
peningkatan kualitas akuntan dan pengembangan ilmu
akuntansi di negaranya masing-masing. Empirisme
mempunyal tempat dalam akuntansi karenabahan baku
akuntansi adalah fakta atau empiri berupa transaksi-
transaks ekonomi. Penelitian-pendlitian empiris cukup
banyak dilakukan dalam pengembangan ilmu akuntansi.
Positivisme mempunyai  peluang untuk
menyumbangkan pola pemikirannya dalam
pengembangan akuntansi, walaupun penggunaan
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istilah positif dalam teori akuntansi positif tidak
mencerminkan arti positif dalam positivisme.
Pendekatan interpretatif dan kritikal dapat menjadi
pertimbangan untuk penelitian-penelitian akuntansi
yang sesuai dengan karakteristik obyek dan metode
dalam kedua pendekatan tersebut. Pemahaman dan
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ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the effect
of public announcements-right issue, bonus share,
earnings, dividend and stock split-on market reaction
in the Jakarta Stock Exchange. Since the Jakarta Stock
Exchange is a market with thin trading,therefore, this
study employs a research method which is appropriate
for such market.

The result of this study show that around the date of
announcements (1) right issue,bonus share and divi-
dend are responded positively but not statistically sig-
nificant (2) Earning is responded positively and statis-
tically significant (3) stock split is responded nega-
tively and statistically significant.

Keywords : Public Announcement, thin market, effi-
ciency market hypothesis, market reaction

PENDAHULUAN

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki
peranan yang penting untuk mempengaruhi segala
macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal
tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelaku di pasar
modal akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap

setiap pengumuman atau informasi yang masuk ke
bursa efek tersebut. Informasi atau pengumuman-
pengumuman yang diterbitkan oleh emiten akan
mempengaruhi para (calon) investor dalam mengambil
keputusan untuk memilih portofolio investasi yang
efisien. Dalam pasar yang efisien, informasi yang masuk
ke bursa efek akan tercermin pada harga-harga surat
berharga. Pasar akan memproses informasi yang relevan
kemudian pasar akan mengevaluasi harga saham
berdasarkan informasi tersebut. Beberapa macam
informasi atau pengumuman yang dapat mempengaruhi
harga sekuritas adalah earnings announcement, fore-
cast announcemets, dividend announcement, financ-
ing announcement dan lain-lain.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan hasil yang berbeda bahkan kontroversi
mengenai efek pengumuman tersebut. Hal ini terlihat
dari penelitian yang dilakukan oleh Myers dan Maljuf
(1984), Healey dan Palepu (1990), Fama et al. (1969),
Ewijaya dan Indriantoro (1998), Miller dan Modigliani
(1961), Lako ( 2002); hasil temuannya menunjukkan
bahwa pasar melakukan reaksi yang negatif bahkan
signifikan pada pengumuman-pengumuman yang
diterbitkan oleh emiten di bursa efek. Sementara
penelitian yang dilakukan oleh Loderer dan Zimmerman
(1988), Smith (1977), Mc. Nichols & Dravid (1990),
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Brennan & Hughes (1991), Na’im & Finn (2000)
menunjukkan hasil yang berlawanan yakni para pelaku
pasar memberikan respon yang positif terhadap
pengumuman-pengumuman tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. Penelitian di Bursa Efek Jakarta
ini mempertimbangkan kondisi transaksi perdagangan
yang jarang terjadi atau biasa disebut pasar yang tipis
(thin market). Pasar yang tipis ini merupakan ciri dari
pasar modal yang sedang berkembang, sehingga beta
untuk pasar modal yang berkembang perlu disesuaikan
terlebih dahulu untuk mengurangi ketidakakuratan hasil
estimasi return yang diharapkan dari suatu investasi
(Hartono, 1999).

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah
apakah pasar memberikan reaksi terhadap corporate
action atau pengumuman right issue, bonus share,
dividend, earnings dan stock split apabila terlebih
dahulu dilakukan koreksi terhadap bias beta di Bursa
Efek Jakata. Bertitik tolak dari hasil penelitian yang
kontroversi tersebut, penelitian ini bertujuan menguiji
secara empiris mengenai reaksi pasar dengan terlebih
dahulu melakukan koreksi terhadap bias beta Fowler &
Rorke (1983) empat lag dan empat lead yang telah
terbukti secara empiris paling mampu mengurangi bias
beta di Bursa Efek Jakarta (Hartono dan Surianto,1999).
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran yang lebih akurat bagi para atau calon in-
vestor dan praktisi bisnis dalam menganalisis
ekspektasi pasar di Bursa Efek Jakarta.

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSANHIPOTESIS

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien
adalah hubungan antara harga sekuritas dengan
informasi. Informasi yang tersedia terdiri dari informasi
masa lalu, informasi yang sedang dipublikasikan dan
informasi privat. Teori pasar efisien dihubungkan
dengan apakah harga sekuritas pada suatu waktu
mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia.
Suatu pasar yang harga-harga sekuritasnya
mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia
disebut efisien.

Fama et al.(1969) menyajikan tiga bentuk efisiensi
pasar berdasarkan informasi, yaitu
1. Pasar efisien bentuk lemah (weak form)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika

harga-harga sekuritas mencerminkan secara
penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Efisiensi
pasar bentuk lemah ini berkaitan dengan teori
langkah acak (random walk theory).

2. Pasar efisien bentuk setengah kuat (semistrong
form)
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-
harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully
reflect) semua informasi yang dipublikasikan
termasuk informasi yang berada di laporan
keuangan perusahaan emiten.

3. Pasar efisien bentuk kuat (strong form)
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika
harga-harga sekuritas secara penuh
mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang
tersedia termasuk informasi privat.

Informasi yang ditanggapi oleh pasar adalah
informasi baru yang tidak diharapkan oleh pasar
sehingga menimbulkan perubahan kepercayaan dan
menimbulkan reaksi yang memotivasi untuk melakukan
perdagangan saham. Informasi baru yang sudah
diestimasi oleh pasar tidak akan menimbulkan reaksi
pasar. Perdagangan saham dapat terjadi jika investor
mempunyai kecermatan yang berbeda terhadap
informasi yang diperoleh.

Jogiyanto (1998) menambahkan bentuk
pasar efisien juga dapat dilihat dari keputusan,
ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah
suatu informasi. Berdasarkan bentuk pasar efisien
secara keputusan ini, investor digolongkan menjadi
dua yaitu investor yang canggih (sophisticated) dan
investor yang kurang atau tidak canggih (naive).
Untuk mengolah suatu informasi dengan benar pelaku
pasar harus canggih (sophisticated). Jika sebagian
saja pelaku pasar yang canggih, maka kelompok ini
dapat menikmati abnormal return disebabkan karena
mereka dapat menginterpretasikan informasi dengan
benar dibandingkan pelaku pasar yang tidak
canggih (naive). Sedangkan investor yang naive
memiliki kemampuan yang terbatas dalam
mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang
diterima sehingga mereka sering melakukan
keputusan yang salah. Dengan keputusan salah
tersebut akibatnya keputusan sekuritas yang
bersangkutan dinilai tidak tepat.

Menurut Jogiyanto (1998), para pelaku pasar
modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang
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diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan
menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi
perdagangan saham ,misalnya adanya perubahan
pada volume perdagangan, perubahan pada harga
saham, bid/ask spread, proporsi kepemilikan dan lain-
lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman
yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi,
sehingga direaksi oleh para pelaku di pasar modal.
Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi
jika pada saat transaksi perdagangan terjadi,
terdapat perubahan terutama perubahan harga
saham. Perubahan harga saham ini mengakibatkan
para pelaku di pasar modal mendapatkan abnormal
return. Abnormal return ini merupakan keuntungan
yang diperoleh oleh para pelaku di pasar modal.

Right Issue merupakan pengeluaran saham baru
dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan
terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham
saat ini (existing shareholders), sehingga dalam hal ini
pemegang saham memiliki hak preemptive right atau
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham baru
tersebut (Darmadji & Fakhrudin, 2001).

Perusahaan emiten lebih tertarik untuk
menerbitkan right issue daripada menawarkan saham
ke investor baru karena emiten tidak harus membayar
fee untuk underwriter dan tidak perlu mendistribusikan
kemakmuran kepada investor baru. Oleh karena itu
biasanya right issue ini dibatasi hanya untuk pemegang
saham lama, sehingga sering disebut sebagai
penawaran terbatas (limited offering) ( Husnan, 1998)

Penerbitan Right Issue biasanya ditujukan untuk
mendapat dana tambahan dari investor/masyarakat baik
untuk kepentingan ekspansi, restruksturisasi dan lain-
lain. Umumnya harga saham perusahaan setelah emisi
right secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal
tersebut disebabkan karena harga pelaksanaan emisi
right selalu lebih rendah dari harga pasar (Darmadji &
Fakhruddin, 2000)

Menurut Miller dan Rock (1985), hipotesis nega-
tive information effect menyatakan bahwa Right Issue
merupakan sinyal negatif sehingga pasar melakukan
respon yang negatif. Hal ini disebabkan oleh keyakinan
para investor yang menganggap bahwa dana yang
diperoleh dari aktivitas Right Issue ini digunakan
manajemen untuk membiayai hutang yang telah jatuh
tempo atau mendanai suatu proyek yang memiliki NPV

nol atau malah negatif, sehingga hal tersebut
merupakan bad news bagi investor.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan,
terutama mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman
right Issue, menunjukkan hasil yang berbeda-beda,
bahkan menunjukkan kontroversi. Hal ini terlihat dari
penelitian yang dilakukan oleh Myers dan Maljuf (1984),
Healey dan Palepu (1990), di mana hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa setelah pengumuman right Issue
terjadi penurunan terhadap harga saham, atau dengan
kata lain pasar memberikan respon negatif terhadap
right Issue. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh
Loderer dan Zimmerman (1988), Smith (1977), justru
menunjukkan hasil yang berlawanan yakni pasar
melakukan reaksi positif dan signifikan.

Di Indonesia, penelitian mengenai right Issue
dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999). Hasil
penelitian tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan
yang signifikan, pada return saham dan volume
perdagangan disekitar tanggal pengumuman.
Sementara yang dilakukan oleh Yusi (2001)
menunjukkan hasil yang berbeda yakni pasar
memberikan reaksi negatif pada short event windows
maupun pada long event windows. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya abnormal return yang negatif.

Berdasarkan beberapa argumentasi diatas dan
hasil penelitian yang berbeda-beda, maka hipotesis
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman
right issue yang ditunjukkan dengan adanya
abnormal return

Bonus share merupakan bonus pembagian
saham baru untuk para pemegang saham, sebagai
bentuk reward. Saham yang diberikan secara cuma-
cuma oleh emiten kepada pemegang saham tersebut
dapat berasal dari kapitalisasi agio saham atau dapat
pula berasal dari selisih kembali penilaian aktiva tetap.
Besarnya bonus ditentukan dalam rapat umum
pemegang saham, yang besarnya dinyatakan dalam
satuan rasio, berapa pemegang saham lama
mendapatkan tambahan saham baru. Dampak dari
saham bonus ini adalah meningkatnya jumlah saham
yang beredar. Dengan kata lain, saham bonus berakibat
pada meningkatnya faktor penawaran saham dan
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dengan asumsi permintaan tetap maka dapat berakibat
pada turunnya harga saham atau terjadi koreksi atas
harga saham sesuai faktor koreksinya. (Darmadji &
Fakhruddin, 2000)

Na’im & Finn (2000) melakukan penelitian
terhadap 371 pengumuman bonus share di Singapore
Stock Exchange di mana hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa cumulative abnormal return di
sekitar pengumuman bonus share menggambarkan nilai
yang positif dan signifikan.Hal ini menunjukkan bahwa
bonus share ini dianggap sebagai pengumuman yang
bagus bagi para pelaku pasar di Singapore Stock Ex-
change di mana mereka beranggapan bahwa
perusahaan yang melakukan pengumuman bonus share
adalah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang
bagus.

Berdasarkan argumentasi dan hasil penelitian
di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman
bonus share yang ditunjukkan dengan adanya
abnormal return

Stock split merupakan suatu fenomena yang
masih diperdebatkan dan menjadi teka-teki dibidang
ekonomi (Brigham dan Gapenski, 1994). Hal ini
ditunjukkan dengan adanya ketidak cocokan antara
teori dan praktik. Secara teoritis, stock split ini hanya
meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar, tidak
menambah kesejahteraan para investor dan tidak
memberikan tambahan nilai ekonomi bagi perusahaan
atau tidak secara langsung mempengaruhi cash flow
perusahaan. Tetapi beberapa bukti empiris
menunjukkan bahwa pasar memberikan reaksi terhadap
pengumuman stock split, bahkan beberapa penelitian
yang dilakukan menunjukkan hasil yang kontroversial
mengenai efek split tersebut. Hal ini terlihat dari
penelitian yang dilakukan oleh Mc. Nichols & Dravid
(1990) dan Brennan & Huges (1991). Hasil temuannya
menunjukkan bahwa pengumuman stock split memiliki
kandungan informasi yang direaksi secara positif oleh
para pelaku di pasar modal. Sementara, penelitian yang
dilakukan oleh Fama et .al (1969), Wiggin (1992) justru
menunjukkan hasil yang berlawanan yakni pasar tidak
melakukan reaksi terhadap pengumuman stock split.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh
stock split terhadap harga saham dilakukan oleh

Ewijaya dan Indriantoro (1998). Temuan yang diperoleh
dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa stock split
berpengaruh secara negatif terhadap perubahan harga
saham secara signifikan. Sementara itu, Fatmawati
(1999) menganalisis bid ask spread diseputar
pengumuman stock split. Temuannya menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga
saham, volume turn over dan bid ask spread pada
saat sebelum dan setelah stock split.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan hasil
penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman
stock split yang ditunjukkan dengan adanya ab-
normal return

Kebijakan dividen sampai saat ini masih
merupakan teka-teki yang masih terus diperdebatkan.
Perbedaan itu berkisar tentang apakah dividen dapat
dikatakan sebagai good news atau bad news bagi para
pemegang saham atau investor, atau dengan kata lain
bahwa dapatkah dividen itu dijadikan sebagai sinyal
tentang nilai perusahaan (value of firm) pada masa
sekarang dan masa yang akan datang.

Dividen merupakan pembagian sisa laba bersih
perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang
saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dividen itu sendiri dalam bentuk tunai (cash dividend)
atau pun dividen saham (stock dividend). Dividen in-
terim atau sementara menunjukkan bahwa dividen
tersebut merupakan dividen yang sifatnya sementara,
sehingga dimungkinkan adanya pemberian dividen
lanjutan sehingga tercipta nilai dividen yang sifatnya
final untuk tahun buku tertentu. Setelah dikeluarkan
dividen final maka tidak ada lagi tambahan dividen untuk
tahun buku tersebut. Dividen final diputuskan pada
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. (Darmadji &
Fakhruddin, 2000)

Pengujian secara empiris terhadap
pengumuman dividen telah banyak dilakukan dengan
hasil yang tidak konsisten. Pettit (1972) menemukan
bahwa pasar melakukan reaksi yang sangat cepat
terhadap pengumuman peningkatan atau penurunan
dividen. Namun, Watts (1973) menemukan bahwa
perubahan dividen hanya sedikit membawa informasi
tentang laba masa depan perusahaan dan tidak
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ditemukan abnormal return disekitar pengumuman
dividen (Healy dan Palepu, 1988) yang mendukung
hipotesis kandungan informasi dividen yang diusulkan
oleh Miller dan Modigliani (1961). Healy dan Palepu
(1988) menguji sampel 131 perusahaan yang membayar
dividen pertamakalinya dan 172 perusahaan yang
menghapus dividen pertamakalinya antara tahun 1969
dan 1980. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa
kebijakan perusahaan untuk membayar atau
menghapus dividen pertamakalinya ditafsirkan oleh
pasar sebagai ramalan perusahaan mengenai
peningkatan dan penurunan laba masa depan.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan hasil
penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman
dividen yang ditunjukkan dengan adanya abnor-
mal return

Laba merupakan salah satu komponen penting
untuk mengukur Kinerja keuangan suatu perusahaan.
Ball dan Brown ( 1968) melakukan penelitian mengenai
hubungan antara pengumuman laba dan harga saham
di New York Stock Exchange. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa perubahan laba tahunan
berasosiasi dengan perubahan harga saham dengan
arah yang sama. Beaver (1968) menguji secara empiris
mengenai muatan informasi laba. Hasilnya
menunjukkan bahwa pasar melakukan reaksi terhadap
informasi akuntansi terutama pengumuman laba yang
tercermin dari harga saham yang meningkat secara
signifikan di sekitar tanggal pengumuman laba.
Sementara penelitian yang dilakukan Foster (1977)
menunjukkan hasil bahwa dua hari sejak pengumuman
laba, harga saham berubah secara signifikan.

Bamber (1987) melakukan pengujian mengenai
rekasi pasar terhadap pengumuman earnings kuartalan
dengan mempertimbangkan salah satu faktor yang
mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi yakni
ukuran perusahaan (firm size). Kesimpulannya
menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang lebih sedikit
mengungkapkan informasi keuangannya daripada
perusahaan besar, mendapat respon pasar lebih besar
yang ditunjukkan dengan adanya volume penjualan
meningkat tajam. Berdasarkan spearman rank corre-
lation test, tampak bahwa volume penjualan berkorelasi

negatif dengan ukuran perusahaan (a < 0.001).

Ball and Walts (1972) menguiji sifat-sifat data
time series yang dikaitkan dengan income perusahaan.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penurunan net
income dan perilaku EPS sangat mirip dan
korespondensi antara rangking untuk net income dan
submartingale dengan trend linear sangat dekat.
Penjualan berhubungan dengan submartingale dan
trend, sedangkan data net income aktual memberikan
rangking yang mirip pada martingale dan
submartingale dengan trend.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan hasil
penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H5: Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman
laba yang ditunjukkan dengan adanya abnor-
mal return

METODEPENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
harga pasar saham dan data harga saham dari
perusahaan-perusahaan yang mengumumkan right is-
sue, bonus shares, dividen, laba dan stock split selama
periode 1992-1996. Data yang diperlukan merupakan
data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta.
Sampel yang digunakan dibersihkan dari pengumuman
lain untuk menghindari confounding effect.

Populasi penelitian ini adalah semua
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek
Jakarta. Sampel diambil dari populasi dengan beberapa
kriteria atau secara purposive sampling, yakni
perusahaan yang aktif terdaftar di Bursa Efek Jakarta
dan melakukan corporate action seperti stock split,
right issue, bonus share, earnings dan dividend yang
tercermin pada pengumuman-pengumuman yang
dilakukan emiten. Data diambil dari database Bursa Efek
Jakarta, Indonesian Capital Market Directory dan
sumber lain yang berhubungan.

Sampel pada penelitian ini diambil dari saham
yang melakukan pengumuman-pengumuman yang
diteliti, yakni pengumuman right issue, bonus shares,
dividen, laba dan stock split selama periode 1992-1996.
Hasil dari sampling menunjukkan bahwa perusahaan
yang melakukan right issue pada periode tersebut
terdapat 26 perusahaan, sedangkan perusahaan yang
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melakukan bonus share terdapat 51 perusahaan,
perusahaan yang melakukan stock split terdapat 62
perusahaan dan perusahaan yang mengumumkan
dividen meningkat dan menurun terdapat 50
perusahaan serta perusahaan yang mengumumkan laba
diambil duapertiga dari semua perusahaan manufaktur
di Bursa Efek Jakarta karena dianggap sudah dapat
mewakili semua perusahaan manufaktur yang listing
di Bursa Efek Jakarta tersebut.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah
market model yang digunakan oleh Brown and Warner
(1985) dalam event studi. Return saham harian dan re-
turn pasar harian diregresikan sehingga diperoleh a
dan b. Selanjutnya expected return dihitung selama
event period. Windows period yang digunakan dalam
penelitian ini 11 hari yakni 5 (lima) hari sebelum
pengumuman, saat pengumuman dan 5 (lima) hari
setelah pengumuman diterbitkan oleh emiten. Abnor-
mal return diperoleh dari selisih antara return saham
dengan expected return. Pengumuman Right issue
kemudian diuji dengan menggunakan Uji-T untuk
melihat signifikansinya dengan tingkat signifikan 5%.
Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :
a. Menghitung return saham harian individual untuk

estimation period

_ IHSGt — IHSGt —1
Pit -1

Rmt

b. Menghitung return pasar harian :

B Pit — Pit -1
Pit -1

Rit

Return saham harian dan return pasar harian
diregreikan sehingga diperoleh a dan b

_ ) -ExRy)
n((Zx*) - (Zx)°

_2y-pEXx

n

B

(24

Pasar Modal di Indonesia khususnya Bursa
Efek Jakarta merupakan pasar modal yang

perdagangannya tidak singkron. Hal ini terjadi karena
Bursa Efek Jakarta merupakan pasar yang transaksi
perdagangannya jarang terjadi atau disebut dengan
pasar yang tipis (thin market) sehingga harus
disesuaikan terlebih dahulu karena mengandung bias.
Hartono dan Surianto (1999) melakukan penelitian
mengenai bias yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa metoda beta koreksi
Fowler dan Rorke (1983) dengan periode koreksi empat
lead dan empat lags dianggap paling mampu untuk
mengoreksi bias beta di Bursa Efek Jakarta.

c. Mengestimasi beta dengan metode koreksi Fowler
dan Rorke

Rit=ai + b-4 Rmt-4 + b-3 Rmt-3 + b-2 Rmt-2 + b-1
Rmt-1 + b0 Rmt + b4 Rmt+4 + b3 Rmt+3 + b2
Rmt+2 + b1 Rmt+1 +eit

Besarnya beta perusahaan ke-i yang telah
dikoreksi dapat dihitung dengan rumus sebagai breikut
(Arif dan Johnson, 1990) :

bi = W4bi-4 + W3bi-3+ W2bi-2+ W1bi-1+ b0 +
W1bi+1+ W2bi+2 + W3bi+3 + W4bi+4

d. Menghitung expected return untuk estimation
period menggunakan Single Index Model :

E (Rit) = ai + bi Rm

e. Mencari abnormal

period :

return pada estimation
AR it=Rit-E (Rit)

Pada event period :

Menghitung return saham harian individual
Menghitung return pasar harian

Menghitung expected return

Selanjutnya menghitung abnormal return
Menghitung average abnormal return untuk
setiap hari selama event period

P o0 o

AAR, = %z AR,
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f. Menghitung CAAR selama event period dengan

rumus :

t=5
CAAR, D" AAR,

t=—5

. Pengujian statistik (t-test) untuk menguji
signifikansi hipotesis pertama terhadap average ab-
normal return pada event period bertujuan untuk
melihat signifikasi average abnormal return
tersebut. Standar abnormal return i,t diartikan
sebagai nilai t-hitung untuk masing-masing ab-
normal return sekuritas i pada hari ke-t. Sedangkan
standar average abnormal return-t merupakan nilai
t-hitung untuk average abnormal return pada hari-
t selama event period (Hartono, 1998).

1 [
SAAR, —=>_SARi.t
\/E i=1

h. Menentukan Standardized Cummulative Average
Abnormal return dengan rumus :

ANALISISHASIL PENGUJIAN

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi
analisis terhadap reaksi pasar pada pengumuman Right
Issue, pengumuman Bonus Share, pengumuman Stock
Split, pengumuman Dividen dan pengumuan Laba
dengan terlebih dahulu dilakukan koreksi terhadap bias
beta yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian
tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Hasil pengujian abnormal return di seputar pengumuman right issue

(Sampel terdiri atas 26 perusahaan)

Hari ke-t Mean Cummulative t-hitung Keterangan
Abnormal return Abnormal return
5 0,001882 0,001882 -4163,038373 Tidak Signifikan
-4 0,0018612 0,0037432 -4171,465158 Tidak Signifikan
3 0,0018088 0,005552 -4181,408947 Tidak Signifikan
2 0,0018032 0,0073552 -4190,423568 Tidak Signifikan
-1 0,0017264 0,0090816 -4152,511461 Tidak Signifikan
0 0,0017116 0,0107932 -4164,133976 Tidak Signifikan
1 0,0017272 0,0125204 -4136,146027 Tidak Signifikan
2 0,001718 0,0142384 -4144,087009 Tidak Signifikan
3 0,0017024 0,0159408 -4153,258624 Tidak Signifikan
4 0,0017592 0,0177 -4170,028188 Tidak Signifikan
5 0,001818 0,019518 -4133,712163 Tidak Signifikan

Hasil pengolahan spss
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Berdasarkan tabel ditunjukkan bahwa mean ab-
normal return dan cumulative abnormal return
menunjukkan hasil yang positif meskipun tidak
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku
pasar memberikan respon yang positif terhadap
pengumuman Right issue. Padahal right issue itu sendiri
merupakan bad news di pasar modal, sehingga hal ini

mengindikasikan bahwa sebagian para pelaku pasar
yakni (calon) investor telah menerima assymetry infor-
mation, di mana mereka telah mendapatkan informasi
yang baik/ menguntungkan dari perusahaan emiten
yang melakukan right issue tersebut.

Hasil Pengujian terhadap reaksi pasar pada
pengumuman bonus share sebagai berikut

Tabel 2

Hasil pengujian abnormal return di seputar pengumuman bonus share
(Sampel terdiri atas 51 perusahaan)

Hari ke-t Mean Cummulative t-hitung Keterangan
Abnormal return Abnormal return

5 0,001606604 0,001606604 -0,90680901 Tidak Signifikan
4 0,001575472 0,003182075 -0,197052453 Tidak Signifikan
3 0,001553019 0,004735094 0,100528889 Tidak Signifikan
2 0,001558868 0,006293962 -0,854238353 Tidak Signifikan
-1 0,001552642 0,007846604 -0,155076277 Tidak Signifikan
0 0,001508491 0,009355094 -0,808221986 Tidak Signifikan
1 0,001498868 0,010853962 -1,888120432 Signifikan
2 0,001518302 0,012372264 -0,195584665 Tidak Signifikan
3 0,001529811 0,013902075 -0,708060386 Tidak Signifikan
4 0,001509434 0,015411509 0,965753653 Tidak Signifikan
5 0,001489623 0,016901132 0,237616845 Tidak Signifikan

Hasil pengolahan spss
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Berdasarkan tabel ditunjukkan bahwa mean ab-
normal return dan cumulative abnormal return
menunjukkan hasil yang positif meskipun secara
keseluruhan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan
bahwa para pelaku pasar memberikan respon yang
positif terhadap pengumuman Bonus share. Reaksi
positif tersebut disebabkan karena para pelaku di pasar

modal mempunyai anggapan bahwa hanya perusahaan
yang memiliki kinerja yang baguslah yang mampu
memberikan bonus share kepada para pemilik saham,
sehingga hal ini mengakibatkan pasar menanggapi
secara positif pengumuman bonus share tersebut.
Hasil Pengujian mengenai reaksi pasar terhadap
pengumuman stock split adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil pengujian abnormal return di seputar pengumuman Stock split
(Sampel terdiri atas 62 perusahaan)

Hari ke-t Mean Cumulative t-hitung Keterangan
Abnormal Return | Abnormal Return
5 -0,00589 -0,00589 -2,57070 Signifikan
4 0,00351 -0,00238 1,41034 Tidak Signifikan
3 -0,00157 -0,00395 0,40298 Tidak Signifikan
2 0,00526 0,00131 1,07951 Tidak Signifikan
-1 0,00299 0,00431 0,60042 Tidak Signifikan
0 -0,42207 -0,41776 -135,15815 Signifikan
1 -0,02823 -0,44599 -5,39797 Signifikan
2 -0,00722 -0,45321 -3,51882 Signifikan
3 -0,00377 -0,45698 -0,99873 Tidak Signifikan
4 0,00214 -0,45484 0,18029 Tidak Signifikan
5 0,00664 -0,44819 1,54835 Tidak Signifikan

Hasil Pengolahan spss
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pasar
secara tidak stabil merespon pengumuman stock split
tersebut. Mean abnormal return dan cumulative ab-
normal return 5 hari sebelum terjadi pengumuman
menunjukkan hasil yang negatif meskipun tidak
signifikan, begitu juga pada saat 3 hari setelah
pengumuman stock split. Hal ini mengidikasikan bahwa
pasar merespon secara negatif pengumuman stock

split. Hal ini disebabkan karena investor sudah
mengetahui terlebih dahulu berita mengenai stock split
tersebut atau hal ini disebabkan adanya asymetry in-
formation, dimana sebagian calon investor sudah
mengtahui terlebih dahulu informasi yang ada di
perusahaan yang melakukan stock split tersebut.
Sementara itu hasil pengujian terhadap pengumuman
dividen menunjukkan hasil sebagi berikut:

Tabel 4

Hasil pengujian abnormal return di seputar pengumuman dividen
(Sampel terdiri atas 50 perusahaan)

Hari ke-t Mean Cummulative t-hitung Keterangan
Abnormal return | Abnormal return
5 0,000913 0,000913 -0,820420258 Tidak Signifikan
4 0,0009116 0,0018246 -6086,586414 Tidak Signifikan
3 0,000916 0,0027406 1,463041982 Tidak Signifikan
2 0,0009186 0,0036592 -11179,1747 Tidak Signifikan
-1 0,0009104 0,0045696 0,410290272 Tidak Signifikan
0 0,0009126 0,0054822 0,311305372 Tidak Signifikan
1 0,0009104 0,0063926 -1,902474549 Tidak Signifikan
2 0,0009094 0,007302 1,627364396 Tidak Signifikan
3 0,0009288 0,0082308 -2,322247052 Tidak Signifikan
4 0,000934898 0,009165698 -1,317722181 Tidak Signifikan
5 0,000934583 0,010100281 -0,287250482 Tidak Signifikan

Hasil pengolahan spss
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Berdasarkan tabel dan grafik menunjukkan
bahwa pasar memberikan respon yang positif terhadap
pengumuman dividen. Hal ini terlihat pada adanya ab-
normal return yang positif meskipun tidak signifikan.
Hal ini mengindikasikan bahwa pembagian dividen
yang diberikan oleh perusahaan emiten ditanggapi
secara positif oleh investor. Selain itu juga

Tabel 5

menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan
dividen menunjukkan bahwa perusahaan tersebut
mampu menghasilkan laba sehingga dapat memberikan
dividen kepada para pemegang saham.

Hasil pengujian mengenai reaksi pasar terhadap
pengumuman laba sebagai berikut:

Hasil pengujian abnormal return di seputar pengumuman laba
(Sampel terdiri atas 90 perusahaan)

Hari ke-t Mean Cummulative t-hitung Keterangan
Abnormal return Abnormal return
5 0,001516705 0,001516705 -7,039352579 Signifikan
4 0,001514091 0,003030795 -1,876511015 Signifikan
-3 0,00151375 0,004544545 2,336914247 Signifikan
2 0,001507955 0,0060525 0,303228935 Tidak Signifikan
-1 0,001510114 0,007562614 -6,409107952 Signifikan
1 0 0,007562614 0 Tidak Signifikan
2 0,000176364 0,007738977 -14,27444844 Signifikan
3 0,000418409 0,008157386 -14,13070784 Signifikan
4 0,000541023 0,008698409 -11,60315311 Signifikan
5 0,000501818 0,009200227 -3,856223239 Signifikan
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Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pasar
memberikan reaksi yang positif secara signifikan pada
pengumuman laba di Bursa Efek Jakarta. Hal ini
menunjukkan bahwa para pelaku pasar dapat menyerap
informasi yang disampaikan oleh perusahaan emiten
dengan bagus. Selain itu juga menunjukkan bahwa
pelaku pasar menanggapi pengumuman laba tersebut
secara tepat, hal ini terlihat dari mean abnormal return
dan cumulative abnormal return yang positif.

SIMPULAN

Para pelaku pasar modal baik para investor maupun
calon investor di pasar modal khususnya Bursa Efek
Jakarta memberikan reaksi terhadap setiap
pengumuman yang masuk ke bursa. Hal ini berarti
menunjukkan bahwa para pelaku pasar sudah
memberikan respon yang tepat dan tidak foolish

terhadap informasi yang diterbitkan oleh para emiten.
Pengumuman right issue, bonus share, earnings dan
dividend direaksi positif secara statistis oleh pasar,
sementara pengumuman stock split direaksi secara
negatif. Reaksi pasar yang diamati selama periode
pengamatan ini menunjukkan reaksi yang tidak
signifikan.

SARAN

Pada penelitian-penelitian berikutnya dapat
dikembangkan dengan memisahkan antara perusahaan
yang memberikan pengumuman berdasarkan size, jenis
industri dan lain sebagainya. Selain itu dapat pula
menambah windows period untuk penelitian
selanjutnya supaya setiap pengumuman yang masuk
ke Bursa Efek Jakarta dapat terserap secara penuh oleh
para pelaku di pasar modal.
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ABSTRACT

The autonomy of region be regulated in UU Nomor 22
Tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) and UU Nomor 25
(Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah). These regulations can be implicated to all of
regions, for example Kabupaten Sleman if all of regions
and Kabupaten Sleman have revenue to budget devel-
opment. One of revenue to budget development re-
gion is Pendapatan Asli Daerah (PAD) from profit’s
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). For developing
BUMD, each region has to make a fit development
strategy based on its endowment. This paper present
the strategy of BUMD (Bank Pembangunan Daerah,
Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar”, and PDAM
Kabupaten Sleman) in Kabupaten Sleman so that can
give to contribute for profit’s BUMD, PAD, and bud-
get development.

PENDAHULUAN

Lebih dari 3 tahun sudah kita menjalankan paradigma
pembangunan yang telah memberikan peran yang lebih

besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku
ekonomi daerah dalam menangani pembangunan di
daerah. Hal itu ditunjukkan dengan pemberlakuan dua
undang-undang tentang Otonomi Daerah per 1 Januari
2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang
Pemerintah Daerah tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal yang sangat berperan
penting dalam menunjang keberhasilan daerah dalam
menjalankan kedua undang-undang tersebut adalah
kesiapan pelaku ekonomi daerah dan masalah sumber
pembiayaan pembangunan daerah.

Pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen
sumberdaya manusia di daerah dalam menyongsong
Otonomi Daerah dapat dijelaskan secara teori dengan
menggunakan circular flow diagram seperti yang
ditunjukkan pada Diagram 1. Diagram tersebut
menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi berinterakasi,
dengan asumsi bahwa ada lima pelaku yaitu
masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan
bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan
rakyat daerah.

“ Drs. Rudy Badrudin, M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.
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Gambar 1
Circular Flow Diagram
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Rakyat Daerah (DPRD)

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku
ekonomi yang lain seperti masyarakat, perusahaan, dan
lembaga keuangan dalam penentuan kebijakan untuk
membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah dituntut untuk siap
menghadapi Otonomi Daerah tersebut. Pemerintah
daerah akan lebih leluasa mengelola badan usaha milik
daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan
asli daerah (PAD) setelah Otonomi Daerah diberlakukan.
Hal itu dapat dilakukan dengan persyaratan usaha dan
strategi tertentu mengingat kondisi BUMD yang ada
sekarang ini masih memprihatinkan (Bisnis Indonesia,
22 Desember 1999). DPRD juga dituntut untuk menjadi
“oposisi” yang konstruktif bagi eksekutif pada saat
Otonomi Daerah diberlakukan sehingga pemerintah
daerah dan DPRD memiliki peran yang seimbang
(Kompas, 16 Desember 1999).

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999, dalam
penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya
nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan
pelaksanan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-
lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah
(PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali
dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana
perimbang-an merupakan sumber pembiayaan yang
berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan
bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam,
dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana
perimbangan sebagai salah satu sumber pembiayaan
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daerah tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal
karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah
pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan
menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah
langsung karena pelaksanaan pinjaman daerah
dilakukan melalui pemerintah pusat sebagaimana janji
pemerintah dalam Letter of Intent (Lol) keempat yang
ditandatangani di Jakarta, 13 Desember 2001 yang lalu
(Kompas, 15 Desember 2001, hal. 13).

Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah
daerah harus pandai menggali sumber dana yang
berasal dari daerah itu sendiri. Tetapi bukan dengan
sembarang membuat berbagai peraturan-peraturan
daerah (perda) tentang pajak daerah atau retribusi
daerah yang ujung-ujungnya akan memberatkan pelaku
ekonomi di daerah tersebut sehingga akan menjadi
bumerang bagi pelaksanaan dan kelancaran otonomi
daerah tersebut. Hal itu bahkan sudah ditegaskan dalam
Lol IV, bahwa IMF meminta pemerintah Indonesia untuk
mencabut perda-perda (68 perda) yang bermasalah
(Kompas, 26 Nopember 2001, hal. 15). Sumber dana
daerah alternatif dapat pula digali oleh pemerintah
daerah melalui pembentukan BUMD seperti yang sudah
dijelaskan dalam Gambar 1. Dengan pembentukan
BUMD yang kemudian dikelola secara profesional maka
BUMD akan memperoleh keuntungan sehingga akan
menjadi salah satu sumber penerimaan PAD.

Kabupaten Sleman yang terletak di Propinsi DI'Y
perlu mengembangkan lebih lanjut sumber dana mandiri

yang berasal dari PAD Kabupaten Sleman, yang meliputi
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pengembangan PAD Kabupaten Sleman sangat
dibutuhkan bagi Kabupaten Sleman itu sendiri dalam
rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman
secara lebih mandiri. Pembiayaan secara lebih mandiri
tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi
Kabupaten Sleman apabila mengharapkan sumber
pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena
dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari
pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari
sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi
khusus tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal
karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah
pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan
menjadi salah satu sumber langsung pembiayaan
daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah tetap
melalui pemerintah pusat, dalam arti pemerintah pusat
sebagai peminjam yang kemudian akan dialokasikan
kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah
urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman sebagai
konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, beban
pembiayaan semakin berat. Perkembangan realisasi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama
8 tahun ditunjukkan sebagai berikut:
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Peningkatan realisasi APBD Kabupaten Sleman kondisi PAD selama 8 tahun terakhir ditunjukkan
dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai gambaran,

Tabel 2
Realisasi PAD Sleman 1995/1996 - 2002

Tahun Anggaran Realisasi PAD Peningkatan
1995/1996 Rp 7.442.337.458 -
1996/1997 Rp 10.574.223.660 42%
1997/1998 Rp 13.646.881.289 29%
1998/1999 Rp 14.786.415.038 8%
1999/2000 Rp17.125.444.712 13,55%

2000 Rp17.889.883.435 4,46%
2001 Rp29.571.153.214 65,30%
2002 Rp 38.908.192.767 31,57%

Sumber: BPKKD.

Berdasarkan realisasi PAD yang tergali tersebut, dapat ditunjukkan kontribusi PAD terhadap realisasi APBD
dan APBD non rutin sebagai berikut:

Tabel 3
Kontribusi PAD Sleman 1995/1996 - 1999/2000
Tahun Anggaran Kontribusi Pada Kontribusi Pada APBD
APBD Non Belanja
1995/1996 22,69% 27,32%
1996/1997 14,68 % 33,19%
1997/1998 14,92 % 35,79%
1998/1999 1491% 35,48%
1999/2000 11,86 % 32,34%

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman, 2000, hal. 32.

Sumber PAD yang menjadi adalan dari sektor retribusi pasar dan retribusi tempat rekreasi dan olah
pajak adalah pajak hotel dan restoran, Pajak penerangan raga.
jalan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air Secara lengkap, komponen PAD Kabupaten
permukaan. Sementara untuk retribusi daerah yang Sleman tahun anggaran 2002 ditunjukkan pada tabel 4
menjadi andalan adalah retribusi pelayanan kesehatan, berikut ini:
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Tabel 4

Komponen PAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

NU SUBYEK JUMLAH PERSENTASE DARI
TOTAL SUBTTL | SUBSUB SSS
1 | Pendapatan Asli Daerah 34.001.261.932 10.37%
a. Pajak Daerah 17.074.636.139 50.22%
- Pajak Hotel dan Restoran 9.000.000.000 52.71%
- Pajak Hiburan 526.700.000 3.08%
- Pajak Reklame 622.554.339 3.65%
- Pajak Penerangan Jalan 5.545.381.800 32.48%
- Pjk BGG-C 180.000.000 1.05%
- Pjk ABT dan Pompa Air 1.200.000.000 7.03%
b. Retribusi Daerah 9.443.952.700 27.78%
- R.Pelayanan Kesehatan 4.761.960.000 50.42%
- R.Pel. Sampah dan Kebers. 231.900.000 2.46%
- R. Cetak KTP dan Akte Capil 610.145.500 6.46%
- R. Parkir di Tepi Jalan 420.000.000 4.45%
- R.Pasar 1.150.000.000 12.18%
- R.Pengujian Kend. Bermotor 316.717.500 3.35%
- R.Pemakaian Kekay. Daerah 57.125.000 0.60%
- R.Terminal 164.466.000 1.74%
- R.Rumah Pemot. Hewan 62.748.200 0.66%
- R.Tempat Rekr. dan OR 660.600.000 6.99%
- R.Penjualan PUD 233.290.500 2.47%
BPP/Kebun 58,652,500 25.14%
Kebun Sawangan 600,000 0.26%
Benih lkan 24,038,000 10.30%
Pentas seni 150,000,000 64.30%
- R.lzin Penggunaan Tanah 90.000.000 0.95%
- R.IMB 500.000.000 5.29%
- R.lzin Gangguan 180.000.000 1.91%
- R.lzin Trayek 5.000.000 0.05%
c. BagianLaba Perush. Daerah 1.761.360.635 5.18%
- BPD 1.018.116.635 57.80%
- Perush. Daerah 743.244.000 42.20%
BPR Bank Pasar 743,000,000 99.97%
PDAM 244,000 0.03%
- Hasil Investasi kpd phk IlI nihil
d. Lain-lain PAD 5.721.312.458 16.83%
- Hsl Penj. Milik Daerah 30.000.000 0.52%
Drum Bekas aspal 30,000,000 100.00%
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- JasaGiro 591.128.858 10.33%
BPD 591,128,858 100.00%
- Sumbangan Pihak Ketiga 2.500.000 0.04%
- Pener. Kembali Restr. Modal 1.392.688.000 24.34%
Restrukt. Model Perikanan 735,188,000 52.79%
Restrukt. Model Perkebunan 196,250,000 14.09%
Restrukt. Modal Kehutanan 75,000,000 5.39%
Restrukt. T. Pangan dan Hort. 298,750,000 21.45%
Restrukt. Modal Koperasi 87,500,000 6.28%
- Lain-lain Pendapatan 3.704.995.600 10.90% 64.76%
Penj. Sapi dana kereman 2,582,661,200 69.71%
Penelitian IMB 19,250,000 0.52%
Adm. Pemutihan IMB 2,000,000 0.05%
Sewa Lahan eks Dipenda nihil
Penerimaan MCK Terminal 8,664,000 0.23%
Jasa fasil. Kaliurang 31,170,400 0.84%
Jasa fasil. Kaliadem nihil
Sewa Kios Kaliurang nihil
Konsesi Pemasangan Iklan 321,250,000 8.67%
Tanda Daftar Perusahaan 29,000,000 0.78%
Bunga Deposito 666,000,000 17.98%
IUJK 45,000,000 1.21%
2. | DanaPerimbangan 288.434.390.109 87.94%
a. Bagi Hasil Pajak 20.500.000.000 7.11%
PBB 8,900,000,000 43.41%
PHTB 5,500,000,000 26.83%
PPH Pasal 21 6,100,000,000 29.76%
b. Bagi Hasil Bukan Pajak 684.390.109 0.24%
Profisi Sumberdaya Hutan nihil
Pemb. Atas Hak Tanah Negara Nihil
Pungutan Hasil Perikanan 684,390,109 0.24% 100.00%
c. Dana Alokasi Umum 255.350.000.000 88.53%
DAU 255,350,000,000 100.00%
d. Dana Alokasi Khusus nihil
Dana Darurat nihil
e. Dana Perimb. Dari Propinsi 11.900.000.000 4.13%
PKB/BBNKB 9,500,000,000 79.83%
PBB KB 2,400,000,000 20.17%
3 | Lain-lain Pendapatanyang Sah 5.560.000.000 1.70%
a. DanaPenyeimbang 5,060,000,000 91.01%
b. DanaLuncuran 500,000,000 8.99%
TOTAL 327.995.652.041

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sleman Triwulan | Tahun Anggaran 2002. Data diolah.
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Berdasarkan Tabel 4, tampak bahwa persentase
PAD dari keseluruhan anggaran Kabupaten Sleman
hanya sebesar 10,37%, sedangkan persentase dana
perimbangan sangat besar, yaitu 87,94%. Dengan
demikian, untuk meningkatkan kemandirian Kabupaten
Sleman dalam anggaran pembangunannya perlu
dilakukan usaha-usaha untuk menggali potensi dan
mengembangkan PAD Kabupaten Sleman. Untuk data
PAD Kabupaten Sleman, sumber terbesar adalah Pajak
Daerah, yaitu 50,22% diikuti sumber Retribusi Daerah
27,78%, lain-lain sumber PAD 16,83% dan laba bersih
Perusahaan Daerah 5,18%.

Berdasarkan penjelasan Tabel 4 tersebut
ternyata kontribusi kaba bersih Perusahaan Daerah atau
BUMD paling rendah. Sehubungan dengan usaha
pemerintah Kabupaten Sleman dalam membiayai secara
lebih mandiri pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Sleman, maka perlu diadakan kajian tentang potensi
dan penggalian laba bersih BUMD PAD di Kabupaten
Sleman agar dalam perkembangan waktu berikutnya
kontribusi laba bersih BUMD bisa meningkat.

PENDAPATANASLI DAERAH (PAD)

Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang
digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
oemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan
pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah
(kabupaten/kota) dan tarif maksimumnya adalah pajak
hotel (10%), pajak restoran (10%), pajak hiburan (35%),
pajak reklame (25%), pajak penerangan jalan (10%),

pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%),
dan pajak parkir (20%). Di samping jenis pajak tersebut,
daerah (kabupaten/kota) dapat menetapkan jenis pajak
kabupaten/ kota yang lain tetapi memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. bersifat pajak dan bukan retribusi

b. obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan dan
mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta
hanya melayani masyarakat di wilayah daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.

c. obyek dan dasar pengenaan pajak tidak
bertentangan dengan kepentingan umum.

d. obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi
dan/atau obyek pajak pusat.

e. potensinya memadai.

tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
masyarakat.

h. menjaga kelestarian lingkungan

Di samping pajak daerah kabupaten/kota,
kabupaten/kota juga menerima (share) bagian pajak
propinsi sebesar persentase tertentu yang terdiri dari:
a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas

air tarif maksimun 5% (share minimum 30%).

b. beabalik nama kendaraan bermotor dan kendaraan
di atas air tarif maksimum 10% (share minimum 30%).

c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarif
maksimum 5% (share minimum 70%).

d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan tarif maksimum 20% (share
minimum 70%)).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan,
yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perijinan tertentu. Di samping itu, pemerintah
daerah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis retribusi
lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan
memenuhi kriteria yang lebih ditetapkan. Jenis-jenis
retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan
pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi jasaumum
i. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi

jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.

ii. jasa yang bersangkutan merupakan
kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

—h
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iii. jasatersebut memberikan manfaat khusus bagi
orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan
membayar retribusi, di samping untuk melayani
kepentingan dan kemanfataan umum.

iv. jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
v. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan
nasional mengenai pe-nyelenggaraannya.

vi. retribusi dapat dipungut secara efesien dan
efektif, serta merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang potensial.

.pemungutan retribusi memungkinkan
penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/
atau kualitas layanan yang lebih baik

Vi

b. Retribusi jasa usaha

i. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.

ii. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang
bersifat komersial yang seyogianya disediakan
oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah
yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh
pemerintah daerah.

c, Retribusi perijinan tertentu
i. perijinan tersebut termasuk kewenangan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
dalam rangka asas desentralisasi.
ii. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna
melindungi kepentingan umum
iii. biaya yang menjadi beban daerah dalam
penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemberian
ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai
dari retribusi perijinan.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
retribusi ditentukan sebagai berikut:
a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek
keadlian.

b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian ijin yang
bersangkutan.

Analisis terhadap data PDRB Kabupaten
Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman,
dan Location Quotient (LQ) per kecamatan di
Kabupaten Sleman akan diperoleh sektor-sektor per
kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama
dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat
diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi
ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di
kecamatan-kecamatan. Dengan demikian, pembentukan
BUMD baru yang menguntungkan akan menambah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dan
mengembangkan kecamatan yang berpotensi secara
ekonomi berdasarkan nilai LQ.

ANALISIS KAJIAN POTENSI DAN PENGGALIAN
LABA BERSIH BUMD SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PAD DI KABUPATEN SLEMAN

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap kajian
potensi dan penggalian PAD Kabupaten Sleman
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi
analisis terhadap sumber-sumber PAD -secara khusus
laba bersih BUMD- Kabupaten Sleman. Posisi PAD
Kabupaten Sleman terhadap total anggaran penerimaan
Kabupaten Sleman dan posisi masing-masing sumber
PAD Kabupaten Sleman terhadap PAD Kabupaten
Sleman ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini:
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Tabel 5
Komponen Anggaran Penerimaan dalam APBD Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2002
PERSENTASE DARI
No. SUBYEK JUMLAH TOTAL SUBTOTAL
1 Pendapatan Asli Daerah 34.001.261.932 10.37%
a. Pajak Daerah 17.07..636.139 50.22%
b. Retribusi Daerah 9.443.952.700 27.78%
c. Bagian Laba Perush. Daerah 1.761.360.635 5.18%
d. Lain-lain PAD 5.721.312.458 16.82%
2 Dana Perimbangan 288.434.390.109 87.93%
a. BagiHasil Pajak 20.500.000.000
b. BagiHasil Bukan Pajak 684.390.109
c. DanaAlokasi Umum (DAU) 255.350.000.000
d. Dana Alokasi Khusus Nihil
Dana Darurat Nihil
e. DanaPerimb. Dari Propinsi 11.900.000.000
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 5.560.000.000 1.70%
a. DanaPenyeimbang 5,060,000,000
b. DanaLuncuran 500,000,000
TOTAL 327.995.652.041

Sumber
Tahun Anggaran 2002. Data diolah.

Nampak pada Tabel 5, sumber anggaran utama
Kabupaen Sleman adalah berasal dari Dana
Perimbangan, yaitu sebesar 87,93%, disusul PAD
10,37%, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah
sebesar 1,70%. Dengan demikian, anggaran penerimaan
Kabupaten Sleman sangat bergantung pada
penerimaan non PAD. Padahal dalam era otonomi
daerah, kemandirian suatu daerah dalam membiayai
pembangunannya sangat diharapkan. Oleh karena itu,
sangat penting bagi Kabupaten Sleman untuk

. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman

mengembangkan pene-rimaan utama dari PAD. Pada
Tabel 6 tampak bahwa sumber PAD utama adalah pajak
daerah (50,22%), kemudian retribusi daerah (27,78%),
lain-lain PAD (16,82%), dan paling kecil persentasenya
adalah bagian laba perusahaan daerah (5,18%). Hal ini
juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu
dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun
anggaran 2001 seperti yang disajikan pada Tabel 6
berikut ini:
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Tabel 6

Perkembangan Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1997/1998 - Tahun Anggaran 2001

Tahun Pajak Daerah | Retribusi Daerah Laba BUMD Penerimaan Jumlah
Anggaran Lain-lain PAD
1997/1998 | 6.307.064.984,82 | 3.450.573.395,00 708.029.761,57 2.999.21314851 | 13.464.881.289,90
1998/1999 | 7.229.182.708,87 | 3.466.829.646,00 883.219.551,51 | 3.207.183.131,62 | 14.786.415.038,00
1999/2000 | 9.185.908.717,58 | 5.551.344.263,90 728.790.632,33 | 1.659.401.09841 | 17.125.444.712,22
2000 9.602.014.787,69 | 5.676.781.484,60 | 124245295817 | 1.368.634.20500 | 17.889.883.435,46
2001 16.069.014.396,26 | 8.268.612.581,75 | 1.743.565.085,30 | 3.489.961.151,122 | 29.571.153.214,43

Sumber : Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 — 2001.

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat dihitung persentase masing-masing sumber PAD terhadap PAD keseluruhan
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7

Persentase Sumber-Sumber PAD Terhadap PAD Keseluruhan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 — 2001

Tahun Pajak Daerah Retribusi Laba BUMD Penerimaan Jumlah
Anggaran Daerah Lain-lain PAD
1997/1998 46,84% 25,63% 5,26% 22,271% 100,00%
1998/1999 48,89% 23,45% 597% 21.69% 100,00%
1999/2000 53.64% 32.42% 4,26% 9,68% 100,00%
2000 53,67% 31,73% 6,94% 7,66% 100,00%
2001 54,34% 27,96% 5,90% 11,8% 100,00%

Sumber: Data diolah dari Tabel 6.

Dalam bagian

ini

akan dianalisis potensi
pengembangan BUMD yang ada meliputi Bank
Pembangunan Daerah (BPD), Bank Pasar, dan PDAM

Tabel 8

Kabupaten Sleman. Adapun persentase masing-masing
sumber PAD yang berasal dari bagian laba peru-sahaan
daerah ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini:

Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman Triwulan | Tahun Anggaran 2002

Bagian Laba Bagian Laba Bagian Laba
BPD Bank Pasar dan PDAM Perusahaan Daerah
Rp254.529.158,75 57,80% Rp185.811.000,00 42,20% Rp440.340.158,75 100%

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan |
Tahun. Anggaran 2002. Data diolah
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Nampak pada Tabel 8, sumber PAD dari bagian
laba perusahaan daerah didominasi oleh penerimaan
dari bagian laba BPD, yaitu sebesar 57,80% sedangkan
penerimaan dari bagian laba Bank Pasar dan PDAM
sebesar 42,20%. Dengan demikian, untuk meningkatkan
PAD yang berasal dari sumber bagian laba perusahaan
daerah yang masih relatif kecil (rata-rata sebesar 5,67%),
dapat dilakukan dengan meningkatkan laba dari masing-
masing sumber bagian laba perusahaan daerah. Hal itu
berarti, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan

kinerja BPD dan masing-masing perusahaan daerah
tersebut.

Peningkatan kinerja BPD dan masing-masing
perusahaan daerah perlu dilakukan, di samping untuk
meningkatkan laba BPD dan perusahaan daerah juga
un-tuk meningkatkan efektivitas penerimaan laba BPD
dan perusahaan daerah tersebut. Efektivitas
penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah selama
ta-hun anggaran 1999/2000 - 2001 mengalami
peningkatan, yaitu dari 68% menjadi 138%. Hal itu
ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Efektivitas Penerimaan Laba BPD dan Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001

Tahun Anggaran Anggaran (Target) Realisasi Efektivitas
1999/2000 Rp1.073.790.632,33 Rp728.790.632,33 68%
2000 Rp1.262.000.000,00 Rp1.242.452.958,17 98%
2001 Rp1.262.000.000,00 Rp1.743.565.085,30 138%

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001. Data Diolah.

Peningkatan efektivitas penerimaan laba BPD
dan perusahaan daerah Kabupaten Sleman itu
menunjukkan bahwa kinerja BPD dan perusahaan
daerah secara makro mengalami peningkatan.
Peningkatan itu dimungkinkan karena pelaksanaan
otonomi daerah yang dimulai tanggal 1 Januari 2001
telah “memaksa” pemerintah daerah Kabupaten Sleman
untuk bekerja keras memperoleh sumber pembiayaan
secara lebih mandiri dalam rangka pembiayaan APBD
Kabupaten Sleman, yaitu dari sumber PAD. Dengan
demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sleman
diharapkan tidak ragu lagi dalam mentargetkan
anggaran sumber penerimaan yang berasal dari laba
BPD dan perusahaan daerah menjadi lebih besar
mengingat realisasi atau efektivitas penerimaan laba
BPD dan perusahaan daerah yang meningkat dari waktu
ke waktu.

BPD Cabang Sleman
BPD adalah lembaga keuangan yang

memberikan layanan jasa-jasa keuangan. Bank sebagai
financial intermediary mempunyai peran yang penting

dalam perekonomian. Pengelolaan bank membutuhkan
adanya keterpaduan antara dua tujuan/kepentingan.
Bank sebagai lembaga yang mencari keuntungan harus
mempertimbangkan juga masalah keamanan dan
likuiditas. Semakin likuid sebuah asset akan semakin
kecil yang bisa dihasilkan oleh asset tersebut. Bank
harus mempertimbangkan trade-off antara likuiditas dan
profitabilitasnya.

Tujuan jangka panjang BPD adalah
mendapatkan keuntungan. Keuntungan bisa diperoleh
jika bank dikelola dengan manajemen yang tepat. Secara
umum pengelolaan keuangan perusahaan akan
menghadapi tiga masalah yang penting yaitu likuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk menjaga posisi BPD
agar tetap likuid, BPD harus mengelola likuiditasnya
dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank
merupakan masalah yang sangat penting karena
berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah,
dan pemerintah. Dalam dunia perbankan sering timbul
pertentangan antara kepentingan likuiditas dan
profitabilitas. Untuk mempertahankan posisi likuiditas
yang tinggi berarti harus menggunakan dana yang
seharusnya bisa dipinjamkan untuk memperbesar
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cadangan primer. Dengan demikian maka kesempatan
untuk mendapatkan keuntungan akan berkurang.
Pengelolaan likuiditas bisa dilakukan dengan dua
pendekatan yaitu assets management dan liability
management.

Menurut Neraca BPD per September 2001 dan
2002, terjadi peningkatan aktiva/passiva dari
Rp751.155.000.000 menjadi Rp1.040.541.000.000 atau
naik sebesar 38,53%. Kenaikan aktiva/passiva BPD
menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja BPD.
Apabila dilihat pada sisi aktiva Neraca BPD per Sep-
tember 2001 dan 2002 tersebut nampak bahwa aktiva
terbesar terdapat pada pos kredit yang diberikan yaitu
sebesar Rp328.843.000.000 atau sebesar 43,78% per
September 2001 dan Rp514.221.000.000 atau sebesar
49,41% per September 2002. Dengan demikian, selama
periode 2001 sampai dengan 2002 BPD DIY mengalami
kenaikan jumlah kredit yang diberikan sebesar 5,64%.
Kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh BPD DIY
tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga yang

semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan dengan
rasio non performing loan (NPL) yang angkanya
semakin menurun dari 3,64% menjadi 1,15%. NPL
merupakan salah satu indikator kesehatan suatu bank
yang menunjukkan persentase jumlah kredit yang
bermasalah, misalnya kredit macet. Menurut ketentuan
Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang
mempunyai NPL kurang daripada 5%. Oleh karena nilai
NPL BPD DIY semakin menurun berarti alokasi kredit
yang disalurkan oleh BPD DIY semakin self liquiditing.
Dengan kata lain, semakin menurunnya nilai NPL BPD
DIY menunjukkan bahwa pendapatan bunganya
semakin meningkat.

Apabila dilihat pada sisi passiva Neraca BPD
per September 2001 dan 2002 tersebut nampak bahwa
passiva terbesar terdapat pada pos penerimaan giro,
disusul penerimaan simpanan berjangka dan tabungan.
Sisi passiva (tiga pos terbesar) Neraca BPD DIY per
September 2002 dan 2002 ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10
Sisi Passiva (tiga pos terbesar) Neraca BPD DIY
per September 2001 dan 2002

Pos Per September2001 Per September2002 Perubahan
(Rpjuta) (Rpjuta) (%)
Giro Rp398.163 | 53,01% | Rp453.239 | 4356% -9,45%
Simpanan Berjangka Rp102.778 | 13,68% | Rp229.216 | 22,03% 8,35%
Tabungan Rpl42.214 | 1893% | Rp214.131 | 20,58% 1,65%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Berdasarkan Tabel 10, nampak bahwa pada
Neraca BPD DIY per September 2001 penerimaan
simpanan terbesar adalah giro (53,01%), disusul
tabungan (18,93%) dan simpanan berjangka (13,68%).
Sedangkan pada Neraca BPD DIY per September 2002
penerimaan simpanan terbesar adalah giro (43,56%),
disusul simpanan berjangka (22,03%) dan tabungan
(20,58%). Dengan demikian, selama periode 2001
sampai dengan 2002 BPD DIY mengalami penurunan
simpanan giro sebesar 9,45%, kenaikan simpanan
berjangka (8,35%), dan kenaikan tabungan (1,65%).
Secara keseluruhan, simpanan giro, berjangka, dan
tabungan BPD DIY per September 2001 sampai dengan

September 2002 mengalami kenaikan dari
Rp643.155.000.000,- menjadi Rp896.586.000.000,- atau
naik sebesar 39,40%.

Kenaikan jumlah ketiga simpanan di BPD DIY
selama periode tersebut menunjukkan kinerja BPD DIY
yang semakin meningkat yang oleh karenanya
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang
semakin meningkat pula. Meningkatnya rasa
kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya
di BPD DIY ditunjukkan oleh simpanan berjangka dan
tabungan. Sedangkan simpanan giro mengalami
penurunan. Dengan demikian, agar BPD DIY lebih
mampu lagi dalam menggali sumber dana dan kemudian
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disalurkan dalam berbagai alokasi kredit pinjaman maka
BPD DIY harus mampu untuk menarik dana tabungan
dari masyarakat sehingga kenaikannya lebih besar lagi
(tidak hanya 1,65%). Di samping itu, BPD DIY juga
harus mampu menarik dana masyarakat dalam bentuk
giro terutama dari transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah propinsi dan kota atau kabupaten
propinsi DIY atau propinsi lain. Karena simpanan giro
menurut jenisnya lebih tepat untuk penabung
masyarakat yang menggunakan rekeningnya terutama
untuk keperluan transaksi bisnis. Penarikan dana dari
masyarakat dan pengalokasiannya di BPD DIY,

khususnya BPD Cabang Sleman yang semakin
meningkat tersebut karena ditunjang oleh lima Kantor
Cabang Pembantu (Condongcatur, Prambanan, Godean,
Pakem, dan Gamping) dan sepuluh Kantor Kas (Tempel,
Maguwoharjo, Ngemplak, Ngaglik, Mlati, Turi, Berbah,
Seyegan, Moyudan, dan RSUD Morangan).

Apabila dilihat pada indikator kesehatan bank
yang ditentukan oleh Bank Indonesia, nampak indikator
BPD DIY telah memenuhi persyaratan dan dengan
demikian termasuk bank yang sehat. Indikator
kesehatan BPD DIY dan ketentukan Bank Indonesia
disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Indikator Kesehatan BPD DI1Y per September 2001 dan 2002
Indikator BPD DIY per BPD DIY per Indikator
September September Bank Indonesia
2001
Capital Adequacy Ratio (CAR) 22,12% 15,58% minimum 8%
Non Performing Loan (NPL) 1,15% maksimum 5%
Return On Assets (ROA) 4,08% -
Return on Equity (ROE) 27,09% 30,12% -
Loan to Deposit Ratio (LDR) 51,46% 57,32% maksimum 100%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Nampak pada Tabel 11 indikator BPD DIY untuk
CAR, NPL, dan LDR semua memenuhi ketentuan Bank
Indonesia. Untuk CAR memang mengalami penurunan
tetapi masih di atas minimum 8%. Untuk NPL mengalami
penurunan sehingga menunjukkan bahwa kredit yang
disalurkan BPD DIY semakin self liquiditing atau
semakin kecil kredit macet yang terjadi. Untuk LDR
mengalami kenaikan berarti terjadi peningkatan alokasi
kredit untuk investasi. Peningkatan LDR yang
diimbangi dengan penurunan NPL menunjukkan bahwa
alokasi kredit untuk investasi telah memenuhi prudent
banking.

Peningkatan kinerja BPD DIY dapat diartikan
juga sebagai peningkatan kinerja BPD Sleman karena
pemerintah daerah Kabupaten Sleman merupakan
pemilik ketiga terbesar yaitu sebesar 13% setelah
pemerintah Propinsi DIY (54%) dan pemerintah Kota
Yogyakarta (13,58%). Sebagai pemilik terbesar ketiga

sebesar 13%, maka setoran bagian laba BPD Sleman

dalam setoran laba BUMD (salah satu komponen PAD)

pada tahun anggaran 2002 (triwulan 1) mencapai

Rp254.529.158,75 atau 57,80% dari bagian laba BUMD

yang sebesar Rp440.340.158,75.

Untuk meningkatkan kinerja BPD secara
keseluruhan (termasuk BPD DIY), ada beberapa
tantangan yang harus diperhatikan (http://
www.kompas.com/ kompas-cetak/0207/29/ekonomi/
meng38.htm), yaitu:

1. Risiko penurunan dana dan aktiva karena Dana
Alokasi Umum (DAU) yang habis dialokasikan
dalam satu tahun anggaran.

2. Serbuan bank-bank pesero dan bank asing dalam
memperebutkan DAU.

3. Pemenuhan standar dan ketentuan sebagai univer-
sally regulated institutions, misalnya ketentuan
CAR.
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>

Aktiva produktif yang relatif homogen.

5. Nasabah BPD yang sebagian besar merupakan
nasabah berskala kecil dan menengah yang kurang
memberikan nilai tambah bagi bank untuk maju dan
berkembang untuk bersaing secara global.

Untuk memenangkan persaingan global,
berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey maka
BPD DIY perlu memperhatikan beberapa strategi yang
cukup relevan dengan situasi perbankan nasional,
yaitu:

1. Securing the lifeline atau mengamankan garis
kehidupan bank.

2. Refocusing atau melalukan fokus operasional bank
pada target pasar.

3. Menawarkan berbagai produk baru perbankan,
seperti trade services, tanpa meninggalkan sektor
UKM yang sudah teruji.

4. Meningkatkan kemampuan dalam beberapa bidang
utama, seperti manajemen risiko.

Di samping itu, menurut Marihot H. Tambunan
(Kompas, 16 Maret 2001 hal. 15) BPD perlu melakukan
reposisi, yaitu pengambilan posisi yang aman dan
meng-untungkan untuk menjalankan bisnis BPD dalam
kancah persaingan setelah melakukan analisis terhadap
lingkungan bisnis dan para pesaing BPD. Reposisi
dilakukan dengan:

1. Mengubah status badan hukum BPD menjadi
perseroan terbatas (PT).

2. Meningkatkan modal.

3. Mengubah citra dan segmentasi, seperti yang
dilakukan oleh BPD DKI menjadi Bank DKI dan
BPD Jatim menjadi Bank Jatim.

4. Internasionalisasi dengan mengubah menjadi bank
devisa dan membangun jaringan corespondent
banking.

5. Mencermati posisi dewan komisaris terutama posisi

komisaris utama.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD
BPR) “Bank Pasar” Kabupaten Sleman

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)
“Bank Pasar” sebagai BUMD di Kabupaten Sleman
berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-
hatian. PD BPR “Bank Pasar” didirikan dengan maksud

dan tujuan untuk membantu dan mendorong

pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah

di segala bidang serta sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat. PD BPR “Bank Pasar” mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas PD BPR “Bank

Pasar” adalah me-ngem-bangkan perekonomian dan

menggerakkan pembangunan daerah melalui

kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Adapun
fungsi PD BPR “Bank Pasar”:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka;

b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan
khusus pada pengusaha kecil;

c. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan
dan keuangan lainya;

d. menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bentuk
layanan PD BPR “Bank Pasar” terhadap masyarakat
kabupaten berupa:

a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka;

b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan
khusus pada pengusaha kecil.

Adapun penggunaan laba bersih PD BPR “Bank
Pasar” berdasarkan pasal 35 Peraturan Da-erah
Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995, ditetapkan
sebagai berikut:

a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40%

b. Cadangan umum 20%
¢. Cadangan tujuan 20%
d. Dana kesejahteraan 10%
e. Jasa produksi 10%

Persentase sumbangan laba Bank Pasar
Kabupaten Sleman terhadap bagian laba perusahaan
daerah Kabupaten Sleman sebesar 42,18%. Sedangkan
persentase sumbangan laba Bank Pasar Kabupaten
Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 sebesar
0,23%. Sementara persentase sumbangan laba
perusahaan daerah Kabupaten Sleman terhadap
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2002 sebesar 5,18%.
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Tabel 12
Bagian Laba Perusahaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

Bagian Laba Bagian Laba Bagian Laba Bagian Laba
BPD Bank Pasar PDAM Perusahaan Daerah
Rp1.018.116.635 | 57,80% | Rp743.000.000 | 42,18% | Rp244.000 | 2% | 1.761.360.635 | 100%

Sumber: Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002.

Berdasarkan Tabel 12 tersebut, nampak bahwa
bagian laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2002 maupun terhadap bagian laba
perusahaan daerah masih relatif kecil dibandingkan
dengan bagian laba BPD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
ruang lingkup operasional BPD yang lebih luas
daripada Bank Pasar Kabupaten Sleman. Tetapi melihat
persentase BPD yang cukup besar itu, seharusnya Bank
Pasar Kabupaten Sleman dapat melakukan berbagai
strategi perbankan seperti yang dilakukan oleh BPD.

Mengingat laba bersih Bank Pasar Kabupaten
Sleman yang disetor ke pemerintah daerah Kabupaten
Sleman berdasarkan pasal 35 Peraturan Da-erah
Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995 ditetapkan
sebesar 40%, maka jumlah laba yang disetor adalah
40% x Rp1.409.674.000,- = Rp563.869.600,- pada tahun
1999. Pada tahun 2000 jumlah laba yang disetor adalah
40% x Rp1.813.621.000,- = Rp725.448.400,-. Dengan
demikian, pada kurun waktu 1999-2000 jumlah laba
yang disetor Bank Pasar Kabupaten Sleman ke
pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengalami
kenaikan sebesar 28,66%. Kenaikan jumlah laba yang
disetor oleh Bank Pasar Kabupaten Sleman ke
pemerintah daerah Kabupaten Sleman menunjukkan
adanya peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten
Sleman, mengingat laba merupakan selisih antara
pendapatan dan non pendapatan dengan beban dan
non beban operasional.

Pada tahun 1999-2000, ternyata pemerintah
daerah Kabupaten Sleman melakukan peningkatan
setoran ke Bank Pasar Kabupaten Sleman sebesar
Rp1.858.814.000,- naik menjadi Rp2.483.814.000,- atau
mengalami kenaikan sebesar 33,62%. Apabila
dibandingkan antara setoran laba Bank Pasar ke ke
pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang sebesar

28,66% dengan setoran modal pemerintah daerah
Kabupaten Sleman ke Bank Pasar Kabupaten Sleman
yang sebesar 33,62% maka efektivitas Bank Pasar dalam
menggunakan setoran modal dari pemerintah daerah
Kabupaten Sleman masih kurang, karena angkanya
hanya menunjukkan sebesar 28,66% : 33,62% = 85,25%
atau kurang daripada 100%. Untuk meningkatkan
efektivitas tersebut, Bank Pasar Kabupaten Sleman
harus mampu meningkatkan kinerja bank melalui
berbagai usaha, seperti:
a. meningkatkan berbagai sumber dana bank (pada
sisi kewajiban dan ekuitas).
b. meningkatkan berbagai sumber penggunaan dana
bank (pada sisi aktiva).

Menurut Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman
per 31 Desember 1999 dan 2000, terjadi peningkatan
aktiva/passiva dari Rp14.765.570.000 menjadi
Rp17.399.802.000 atau naik sebesar 17,84%. Kenaikan
aktiva/passiva Bank Pasar Kabupaten Sleman
menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Bank Pasar
Kabupaten Sleman. Apabila dilihat pada sisi aktiva
Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember
1999 dan 2000 tersebut nampak bahwa aktiva terbesar
terdapat pada pos kredit yang diberikan yaitu sebesar
Rp11.549.276.000 atau sebesar 78,22% per 31 Desember
1999 dan Rp14.713.080.000 atau sebesar 84,56% per 31
Desember 2000. Dengan demikian, selama periode 1999
sampai dengan 2000 Bank Pasar Kabupaten Sleman
mengalami kenaikan jumlah kredit yang diberikan
sebesar 6,34%. Kenaikan jumlah kredit yang diberikan
oleh Bank Pasar Kabupaten Sleman tentunya akan
menghasilkan pendapatan bunga yang semakin
meningkat pula.

Apabila dilihat pada sisi passiva Neraca Bank
Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan
2000 tersebut nampak bahwa passiva (dana simpanan
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dari masyarakat) terbesar terdapat pada pos penerimaan
tabungan, disusul penerimaan deposita berjangka. Sisi
passiva (dua pos terbesar) Neraca Bank Pasar

Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000
ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13

Sisi Passiva (tiga pos terbesar) Neraca

Bank Pasar Kabupaten Sleman

per 31 Desember 1999 dan 2000

Pos Per September2001 Per September2002 Perubahan
(Rpjuta) (Rpjuta) (%)
Tabungan 5940301 | 4023% | 7.197.552 41,37% 1,14%
Deposito Berjangka 1477420 | 10,01% | 1.519.920 8,74% -1,27%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Berdasarkan Tabel 13, nampak bahwa pada
Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember
1999 penerimaan simpanan terbesar adalah tabungan
(40,23%), disusul deposito berjangka (10,01%).
Sedangkan pada Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman
per 31 Desember 2000 penerimaan simpanan terbesar
adalah tabungan (41,37%), disusul deposito berjangka
(8,74%). Dengan demikian, selama periode 1999 sampai
dengan 2000 Bank Pasar Kabupaten Sleman mengalami
kenaikan tabungan sebesar 1,14% dan penurunan
deposito berjangka (1,27%). Secara keseluruhan,
simpanan tabungan dan deposito berjangka Bank Pasar
Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 sampai
dengan 31 Desember 2000 mengalami kenaikan dari
Rp7.417.721.000 menjadi Rp8.717.472.000,- atau naik
sebesar 17,52%.

Kenaikan jumlah kedua simpanan di Bank Pasar
Kabupaten Sleman selama periode tersebut
menunjukkan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman
yang semakin meningkat yang oleh karenanya
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang
semakin meningkat pula. Meningkatnya rasa
kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya
di Bank Pasar Kabupaten Sleman ditunjukkan oleh
tabungan. Sedangkan simpanan deposito berjangka
mengalami pe-nurunan. Dengan demikian, agar Bank
Pasar Kabupaten Sleman lebih mampu lagi dalam
menggali sumber dana dan kemudian disalurkan dalam
berbagai alokasi kredit pinjaman maka Bank Pasar
Kabupaten Sleman harus mampu untuk menarik dana
tabungan dari masyarakat sehingga kenaikannya lebih

besar lagi. Di samping itu, Bank Pasar Kabupaten
Sleman juga harus mampu menarik dana masyarakat
dalam bentuk deposito berjangka.

Peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten
Sleman dapat diartikan juga sebagai peningkatan kinerja
pemerintah Kabupaten Sleman karena pemerintah
daerah Kabupaten Sleman merupakan pemilik utama
yaitu sebesar 100%. Sebagai pemilik utama, maka
setoran bagian laba Bank Pasar Kabupaten Sleman
masuk ke kas pemerintah Kabupaten Sleman sebagai
setoran laba BUMD (salah satu komponen PAD).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Sleman

PDAM Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun
1990 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Dati 1l
Sleman, mulai beroperasi sejak tanggal 2 Nopember
1992. Pada saat ini, PDAM Kabupaten Sleman
mengelola dan mengoperasikan 12 sistem yang terbagi
menjadi 5 Cabang Wilayah Operasional. Air baku
diperoleh dari 26 sumur bor dan 3 mata air dengan total
kapasitas terpasang 352 liter/detik yang 98% sistem
pendistribusiannya dilaksanakan dengan pemompaan.
Rata-rata operasi adalah 20 jam dengan pemanfaatan
produksi kepada pelanggan sebanyak sambungan
rumah (16.464 unit) dan hidran umum (203 unit) dengan
cakupan layanan sebanyak 126.341 jiwa. Tingkat
kehilangan air PDAM masih cukup tinggi, yaitu sebesar
27,70% (Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman
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dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 8). Tingkat
kehilangan air PDAM Kabupaten Sleman tersebut
memang lebih rendah daripada tingkat kehilangan air
PDAM rata-rata nasional yang sebesar 40% (Risyana
Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, http://
www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.
html).

PDAM Kabupaten Sleman sebagai BUMD
Kabupaten Sleman memiliki potensi dan peluang yang
cukup baik untuk berkembang sesuai dengan
perkem-bangan pembangunan dan peningkatan
kemampuan masyarakat. Usaha peningkatan kinerja
PDAM Kabupaten Sleman dapat dilakukan melalui
bebe-rapa hal berikut ini (Laporan Penelitian PDAM
Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun
2001, hal. 13):

a. Mengubah sikap operasional dari birokrasi ke
wirausaha.

b. Memahamkan kepada pegawai bahwa konsumen
adalah aset perusahaan terbesar.

c. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional
dengan memantapkan sarana produksi air bersih
sehingga layak beroperasi.

d. Memantapkan sistem manajemen operasional dalam
hal penyiapan perangkat lunak, perangkat keras,
dan peningkatan sumberdaya manusia.

e. Membuat program jangka pendek dan jangka
panjang sebagai arah operasional.

f. Melakukan pemetaan terhadap tantangan dan
peluang yang dihadapi PDAM Kabupaten Sleman.
Tantangan muncul karena adanya kelemahan,
sedangkan peluang muncul karena adanya
kekuatan.

Berdasarkan penggunaan air sumur dengan
pompa yang dioperasikan dan dilaporkan kepada Dinas
Perindustrian Propinsi DI'Y tahun 2000 diperoleh data
sebagai berikut:

Tabel 14
Rata-Rata Penggunaan Air Bersih dalam M3 Per Bulan dan Liter
Berdasarkan Pompa yang Dioperasikan di Kabupaten Sleman Tahun 2000

Pelanggan Rata-Rata Nilai Rupiah
Pemakaian/Bulan

No Nama Jenis M3 Liter per Bulan
1 Hotel berbintang Niaga besar 97.718 3591 207.010.360
2 Hotel melati Niaga kecil 69.242 26,28 133.640.980
3 Lembaga pendidikan Niaga besar 24.187 9,01 50.986.680
4 Restoran Niaga besar 7.117 2,86 14.915.500
5 Rumah sakit Niaga besar 30439 11,55 64.482.380
6 Cuci kendaraan Niaga kecil 705 0,28 1.254.300
7 Instansi Niaga kecil 3610 137 6.962.900
8 Kolam renang Niaga kecil 2.299 087 4.443.860
9 Asrama/pondokan Niaga kecil 614 0,23 1.150.660
10 Industri Industry besar 52534 211 208.187.920

TOTAL 288.465 109,47 693.035.540

Sumber: Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 19.

Dengan demikian, menurut Tabel 14
PDAM Kabupaten Sleman diperkirakan akan
memperoleh peneriman sebesar Rp693.035.450,- per

bulan dengan permintaan air bersih berbagai pelanggan
sebanyak 288.465M3. Apabila dihitung dalam 1 tahun
(selama tahun 2000) PDAM Kabupaten Sleman
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diperkirakan mengalami permintaan air bersih sebanyak
3.461.580M3. Realisasi permintaan air bersih PDAM
Kabupaten Sleman hanya sebanyak 2.653.291M3
(Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman
Tahun 2001, Materi Ekspose). Dengan demikian,
efektivitas permintaan air bersih hanya mencapai
76,65%. Penerimaan PDAM Kabupaten Sleman dalam
tahun 2000 diperkirakan mencapai Rp8.316.425.400,-.
Realisasi penerimaan air bersih PDAM Kabupaten
Sleman hanya sebesar Rp2.217.073.300,- (Laporan
Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun

2001, Materi Ekspose). Dengan demikian, efektivitas
penerimaan air bersih hanya mencapai 26,66%.
Berdasarkan efektivitas kedua hal itu yang masih
rendah, maka PDAM Kabupaten Sleman harus
meningkatkan kinerjanya sehingga mampu mencapai
angka efektivitas yang lebih tinggi lagi dan mampu
meningkatkan kontribusinya terhadap laba BUMD pada
PAD Kabupaten Sleman. Kontribusi setoran laba
PDAM Kabupaten Sleman kepada pemerintah daerah
Kabupaten Sleman dari tahun 1994 - 1999 ditunjukkan
pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Setoran Laba PDAM Kabupaten Sleman
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 1994 - 1999

Tahun Nilai Setoran Laba PDAM Pertumbuhan
1994 Rp 1.800.000,- -
1995 Rp 2.100.000,- 1,67%
1996 Rp 10.000.000,- 376,19%
1997 Rp 20.000.000,- 100,00%
1998 Rp105.000.000,- 425,00%
1999 Rp 55.000.000,- 47,62%

Sumber : Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman
Tahun 2001, Materi Ekspose.

Berdasarkan Tabel 15, nampak bahwa
pertumbuhan setoran laba PDAM Kabupaten Sleman
kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman
mengalami fluktuasi. Hal ini berarti kinerja PDAM
Kabuaten Sleman masih labil. Untuk itu, PDAM
Kabupaten Sleman perlu melakukan berbagai kebijakan
perusahaan baik internal maupun eksternal agar
kinerjanya makin baik sehingga setoran labanya kepada
pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga makin
meningkat. Setoran laba yang makin meningkat pada
akhirnya akan menambah PAD Kabupaten Sleman.

Untuk mengurangi tingkat kehilangan air dapat
dilakukan dengan meningkatkan mutu pekerjaan fisik,
seperti pekerjaan pemasangan pipa distribusi sekunder/
tersier serta sambungan rumah. Pekerjaan pemasangan
pipa distribusi kurang mendapatkan perhatian karena
berkaitan dengan paket-paket kontrak pekerjaan yang

melibatkan rekanan-rekanan dari golongan ekonomi
lemah. Sambungan rumah yang menggunakan bahan-
bahan bermutu rendah juga sangat memungkinkan
terjadinya kebocoran air. Di samping meningkatkan
mutu pekerjaan fisik, tingkat kehilangan air dapat juga
dikurangi dan dicegah dengan meningkatkan kualitas
para karyawan yang menjadi sumberdaya manusia di
PDAM Kabupaten Sleman, seperti mengurangi
terjadinya kesalahan pembacaan meter, pencatatan yang
kurang cermat, dan kesalahan-kesa-lahan administratif
lainnya.

Usulan menaikkan tarif PDAM memang akan
menaikkan pula pendapatan PDAM Kabupaten Sleman
yang akhirnya juga akan meningkatkan setoran labanya
kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman sehingga
pada akhirnya akan menambah PAD Kabupaten Sleman.
Tetapi usulan menaikkan tarif PDAM akan banyak
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menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dan DPRD
Kabupaen Sleman. Oleh karena itu, PDAM Kabupaten
Sleman perlu menjelaskan alasan kenaikan tarif PDAM
dengan berbagai pertimbangan penjelasan (Risyana
Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, http://www.
geocities.com/ CollegePark/Union/5974/risyana. html).
Pertama, penjelasan mengenai segmen pelanggan.
Kenaikan tarif PDAM akan sangat terasa bagi
pelanggan dengan pendapatan rendah, tetapi tidak
akan begitu terasa bagi pelanggan dengan pen-dapatan
menengah ke atas. Dengan demikian sasaran kenaikan
tarif PDAM perlu ditujukan kepada segmen pelanggan
dengan pendapatan menengah ke atas.

Kedua, kenaikan tarif PDAM berkaitan
langsung dengan kenaikan tingkat pemakaian. Makin
banyak pemakaian makin tinggi tarifnya. Bagi
masyarakat dengan pendapatan rendah, pemakaian air
akan dilakukan secara hemat hanya untuk kebutuhan
dasarnya yang berupa minum dan memasak. Untuk
kebutuhan dasar itulah, tarif air harus terjangkau oleh
semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat bukan
pelanggan PDAM yang umumnya justru mem-beli air
lebih mahal. Ketiga, tarif PDAM umumnya dihitung
dengan pemakaian dalam m3, Tidak semua orang dapat
membayangkan banyaknya air dalam m3. Satu m* sama
dengan 1.000 liter atau lima drum @200 liter, atau 40
jerigen @25 liter. Apabila harga rata-rata air PDAM
adalah Rp300,- per m3, maka harga satu drum adalah
Rp60,- atau Rp7,50 per jerigen, atau Rp0,30 per liter.
Bandingkan dengan air kemasan yang harganya 4.000
kali (sekitar Rp1.800,- per 1,5 liter atau Rp1.200,- per
liter). Tentu tidak adil membandingkan air minum PDAM
dengan air kemasan yang begitu praktis dan dapat
diminum di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi
adilkah menganggap air PDAM mabhal hanya karena
tidak dapat langsung diminum, padahal dapat diperoleh
langsung. Menganggap air PDAM tidak layak minum
pun sebenarnya kurang tepat. Air hasil produksi
PDAM apabila diperoleh langsung di tempat di mana
air tersebut diproduksi pada instalasi pengolahan atau
mata air di mana air yang akan didistribusikan telah
terlebih dahulu diberi desinfektan juga layak minum.

Penilaian kinerja PDAM Kabupaten Sleman
mempertimbangkan komponen biaya operasional yang
sangat tergantung dengan kondisi ekonomi, misalnya
biaya bahan bakar untuk mesin-mesin PDAM. Oleh
karena itu, apabila biaya bahan bakar naik (misalnya

pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak),
maka biaya operasional menjadi semakin mabhal.
Sedangkan untuk mengubah tarif harga jual air ke
pelanggan sangat tidak mudah, artinya harus melalui
beberapa proses sementara biaya operasional sudah
naik terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan
mengapa setoran laba PDAM kepada pemerintah
Kabupaten Sleman pada tahun 1998-1999 hanya
mengalami pertumbuhan sebesar 47,62% atau menurun
dibandingkan pertumbuhan setoran laba PDAM kepada
pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 1997-1998
yang naik sebesar 425%.

Analisis Potensi Penggalian Terhadap Pembentukan
BUMD Baru

Menurut AR Karseno (2001), BUMD pada masa lalu
merupakan lembaga usaha daerah yang didirikan untuk
menciptakan aktivitas bisnis di daerah dan digu-nakan
untuk menyerap anggaran pembangunan daerah yang
tidak atau kurang termanfaatkan. Peran pemerintah
pusat di dalam mendesain dan meng-arahkan BUMD
terasa sangat kentara karena sebagian BUMD didirikan
dengan visi pemerintah pusat karena BUMD dapat
digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis
pemerintah pusat di daerah.

Dalam perkembangannya, BUMD menjadi
sangat bermanfaat sebagai tempat untuk menyerap
tenaga kerja di daerah. Tetapi keberadaan BUMD
dengan visi yang berasal dari pemerintah pusat dan
adanya ketersediaan tenaga kerja (sumberdaya
manusia) lokal yang kurang memadai malah
menimbulkan keti-daksempurnaan misalnya, BUMD
menjadi usaha bisnis yang tidak sehat dan tidak efisien
karena dukungan dan proteksi sistem birokrasi yang
sangat sentralistik. Manajer BUMD mempunyai jiwa
birokrat dan bukan jiwa wirausaha.

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu
yang lalu dan munculnya dua undang-undang yang
mengatur tentang otonomi daerah (UU Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
Daerah) berdampak terhadap pengelolaan BUMD, yaitu
menjadi lebih profesional. Hal ini disebabkan laba
BUMD menjadi salah satu sumber anggaran APBD,
artinya apabila pada masa lalu ada BUMD yang rugi
maka akan memperoleh subsidi tetapi dengan otonomi
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daerah per 1 Januari 2001, BUMD harus mampu
memperoleh laba yang sebagian disetorkan kepada
pemerintah daerah sebagai salah satu sumber
penerimaan APBD. Dengan demikian, pemerintah
daerah harus melakukan reposisi terhadap pengelolaan
BUMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Termasuk dalam mendirikan BUMD baru harus
berlandaskan pada alasan yang rasional, misalnya
dengan memperhatikan faktor endowment yang dimiliki
masing-masing daerah.

Analisis potensi penggalian terhadap
pembentukan BUMD baru meng-gunakan data PDRB
Kabupaten Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten
Sleman, dan Location Quotient (LQ) per kecamatan di
Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis terhadap
data tersebut akan diperoleh sektor-sektor per

kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama
dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat
diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi
ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di
kecamatan-kecamatan. Munculnya BUMD baru yang
berbasis di kecamatan-kecamatan, akan sejalan dengan
rencana pembangunan makro Kabupaten Sleman.
Dengan demikian, pembentukan BUMD baru akan
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Sleman dan mengembangkan kecamatan yang
berpotensi ekonomi (berdasarkan nilai LQ) sebagai
pusat pertumbuhan Kabupaten Sleman. Berdasarkan
penghitungan nilai LQ untuk Kabupaten Sleman per
lapangan usaha yang hasil penghitungannya dapat
dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16
Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha (Sektor)
Kabupaten Sleman Tahun 1999

NO | LAPANGAN USAHA LQ
1 Pertanian 0.8661
2 Pertambangan dan Penggalian 0.2747
3 Industri Pengolahan 0.8796
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 1.1481
5 Bangunan 1.1867
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1.0020
7 Pengangkutan dan Komunikasi 0.9066
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1.3451
9 Jasa-Jasa 1.1326

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupatern Sleman.

Nampak pada Tabel 16, beberapa sektor atau
lapangan usaha di Kabupaten Sleman yang mempunyai
nilai LQ lebih besar daripada 1, yaitu sektor listrik, gas,
dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan
restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan;
serta sektor jasa-jasa. Besarnya nilai LQ yang lebih
besar daripada 1 untuk sektor-sektor di Kabupaten
Sleman tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor
tersebut memungkinkan untuk dikembangkan. Apabila
sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar
daripada 1 dikelompokkan dalam kategori 3 sektor, maka

sektor-sektor di Kabupaten Sleman yang mempunyai
nilai LQ lebih besar daripada 1 ternyata termasuk dalam
kategori sektor jasa. Dengan demikian, dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten
Sleman perlu memperhatikan hal tersebut karena
berkaitan dengan penyediaan lahan dan prasarana
lainnya yang dibutuhkan. Termasuk dalam hal ini adalah
kemungkinan dalam mengembangkan dan membentuk
BUMD di Kabupaten Sleman. Artinya, BUMD yang
dapat dikem-bangkan dan dibentuk di Kabupaten
Sleman adalah BUMD yang berkaitan dengan sektor-
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sektor yang mempunyai kemungkinan potensi untuk
dikem-bangkan mengingat nilai LQ sektor yang lebih
besar daripada 1. Menurut Sri Sultan Hamengku
Buwono X (2001), BUMD yang dibentuk dan
dikembangkan oleh pemerintah daerah merupakan
BUMD sebagai bagian mutlak pendayagunaan aset dan
lembaga ekonomi daerah yang dimiliki pemerintah
daerah untuk menjadikannya profit center agar mampu
menjadi sumber penerimaan anggaran APBD.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kesiapan
sumberdaya dan anggaran pembangunan (APBD).
Peningkatan anggaran penerimaan dalam APBD dapat
dilakukan melalui penerimaan PAD khususnya dari
setoran laba bersih BUMD. Berdasarkan analisis yang
dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman
seharusnya tidak ragu lagi dalam mentargetkan
anggaran sumber penerimaan yang berasal dari laba
BPD dan BUMD lainnya menjadi lebih besar mengingat
realisasi atau efektivitas penerimaan laba BPD dan
BUMD lainnya meningkat dari waktu ke waktu. Agar
setoran laba bersih BUMD terhadap PAD dan APBD
Kabupaten Sleman meningkat pada tahun-tahun
mendatang maka BUMD yang sudah ada maupun

BUMD yang akan dikembangkan berdasarkan analisis
ekonomi LQ hendaknya dikelola dengan
memperhatikan berikut ini (Sri Sultan Hamengku
Buwono X, 2001):

a. Membangun persepsi melalui image building
BUMD sebagai entitas bisnis dan mengubah visi
bisnis dari inward-oriented market strategy
menjadi outward-looking strategy.

b. Melakukan dialog berkelanjutan antara kelompok-
kelompok pembaharu di dalam dan luar
pemerintahan untuk mendapat konsensus dengan
pihak legislatif sehingga memungkinkan penerbitan
peraturan daerah yang dapat menjadi wahana
menciptakan fleksibilitas BUMD.

¢. Meningkatkan keunggulan bersaing BUMD dalam
menyiasati proses globalisasi ekonomi.

d. Melakukan transparansi dalam rekruitmen tenaga
profesional maupun dalam pemanfaatan aset,
penyertaan saham, dan pemilihan mitra strategis
BUMD.

e. Mendorong perubahan watak dari lembaga
birokrasi dan instrumen kekuasaan menjadi
korporasi berorientasi profit yang profesional.

f. Memilih strategi pada tingkatan unit bisnis yang
lebih fokus dan profesional.
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HUBUNGAN PEMBINGKAIAN INFORMASI
ANGGARAN, TANGGUNG JAWAB, DAN

PENGALAMAN TERHADAP PILIHAN KEPUTUSAN
PADA INVESTASI BERISIKO

Frasto Biyanto

ABSTRACT

In the investment decision—making process, framing
effect often biases the resulting decision. Prior research
found that individual differences such as experience
and responsibility also affect the decision making pro-
cess. Using quasi experiment in this research aimed at
testing 1)whether the decisions outcome is difference
when the information is framed differently (negatively
or positively), 2)whether the degree of responsibility
will give different outcomes of decision, and 3)whether
the experience level moderate the impact of framing on
decision outcome.

The result shows that the decisions made by
subject differ in information framed positively and nega-
tively. This finding serves as important evidence about
the effect of framing in the decision making process.
Furthermore, there is no difference of decision out-
comes between subject with high responsibility and
low responsibility. The result also indicate that experi-
ence reduces the effect of framing in the decision mak-
ing process.

Kata kunci: pembingkaian,informasi anggaran,
pengalaman, investasi

LATAR BELAKANG

Tugas utama seorang manajer adalah untuk melakukan
pengambilan keputusan. Tanpa mempertimbangkan
tingkat kompleksitas permasalahan, individu secara
umum mempergunakan petunjuk-petunjuk (rule of
thumb) dalam pengambilan keputusan. Salah satunya
adalah cara informasi disajikan (selanjutnya digunakan
istilah pembingkaian). Pembingkaian berkaitan dengan
cara manusia merasakan atau menstruktur suatu
keputusan (Main dan Lambert, 1998). Lebih jauh
menurut Anderson (1999) kesalahan paling umum
dalam pembuatan keputusan ada dua. Pertama, con-
firming-evidence trap, yaitu bias yang mengarahkan
kita untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa
yang sudah dipercayai saja, dan mengabaikan informasi
kontradiktif. Kedua adalah framing trap, bahwa cara
kita mengambil keputusan sering kali ditentukan
bagaimana Anda memandang pilihan kita atau cara kita
menyusun pernyataan dan informasi di sekitarnya.
Masalah pengambilan keputusan didefinisi
sebagai bagaimana tindakan atau pilihan terhadap
alternatif yang harus dipilih. Dalam Prospect theory
yang dikemukakan Kahneman danTvesky (1979),
dikatakan bahwa bagaimana informasi disajikan

9 Frasto Biyanto, SE., M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

69




Vo STIE YKPN - Franto Biyanto

Hubungan Pembingkaian Informasi ......

(dibingkai) pada pembuat keputusan dapat
mempengaruhi jenis keputusan yang diambil akan lebih
bersifat berisiko atau berhati-hati. Penelitian yang
dilakukan oleh Bazerman (1984), Whyte (1989), serta
Rutledge dan Harrel (1994) menunjukkan adanya
pengaruh pembingkaian terhadap pola pengambilan
keputusan yang dilakukan secara kelompok.

Perbedaan pola pengambilan keputusan juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, salah
satunya adalah perbedaan individu (individual differ-
ences). Penelitian dalam bidang ini telah dilakukan
diantaranya oleh Alderfer dan Bierman (1970), Slovic
(1972), Frederic dan Libby (1986), serta Choo dan
Trotman (1991). Menurut Slovic (1972), individu yang
telah mendapat pelatihan dan lebih berpengalaman
dalam situasi menghadapi risiko akan cenderung
berperilaku memilih pilihan yang berisiko apabila
dibandingkan dengan individu lainnya.

Penjelasan lain juga dikemukakan oleh
penelitian—penelitian sebelumnya, seperti yang
dilakukan oleh Staw (1976), dan Fox (1977), dan
Bazerman et al (1984) yang mengidentifikasi bahwa
tingkat tanggung jawab atas keputusan dapat
mempengaruhi keputusan yang diambil apakah berisiko
ataukah lebih berhati-hati.

Dalam pembuatan keputusan manajer
membutuhkan informasi. Pada sisi lain pemberi
informasi menginginkan manajer untuk menjatuhkan
pilihan pada suatu opsi tertentu. Kedua kepentingan
tersebut memunculkan permasalahan yaitu tentang cara
mempertemukan keduanya. Dari penelitian—penelitian
yang telah dilakukan diketahui bahwa keputusan
seseorang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Dari berbagai faktor tersebut tiga diantaranya adalah
pembingkaian informasi, tanggung jawab, dan
pengalaman.

TUJUANPENELITIAN

Masalah ini penting karena dapat menambah wacana
dalam strategi pembuatan keputusan dan lebih jauh
lagi penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara
empiris bahwa: (1) pembingkaian informasi anggaran
memiliki pengaruh terhadap pola keputusan yang
diambil, (2) besarnya tanggung jawab yang ditanggung
pengambil keputusan berpengaruh terhadap pilihan
keputusan, (3) tingkat pengalaman individu akan

berpengaruh terhadap efek pembingkaian, dan (4)
menguji hubungan ketiga variabel terhadap pilihan
risiko.

PENTINGNYAPENELITIAN

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa diantara
banyak sumber informasi yang dipergunakan manajer
dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah
infomasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi, hal ini
sesuai dengan fungsi akuntansi yaitu menyediakan
informasi yang relevan dan tepat waktu tentang
kejadian-kejadian dalam entitas bisnis dan non bisnis
untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam
membuat keputusan ekonomis.

Guna mencapai kemanfaatan yang lebih tinggi
dari akuntansi diperlukan banyak penelitian dalam
pengembangannya. Jika penelitian akuntansi berjalan
ke arah pengembangan teknik akuntansi manajerial
yang lebih baik, diperlukan banyak usaha pemanfaatan
dari ilmu keperilakuan (Birnberg dan Nath, 1967).
Implementasi teknik-teknik akuntansi membutuhkan
perhatian pada elemen manusia, tentang interaksi
individu atau kelompok dengan sistem. Apabila
akuntansi memasukkan dimensi dari perilaku manusia
maka muncul ilmu akuntansi yang lebih luas dari ilmu
akuntansi tradisional yaitu akuntansi keperilakuan.

Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa
cakupan akuntansi keperilakuan sangat luas, termasuk
di dalamnya: aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan
ke dalam pendesainan dan pengkonstruksian sistem
akuntansi, penelitian mengenai reaksi manusia terhadap
isi dan format laporan akuntansi, cara informasi tersebut
diproses dalam pengambilan keputusan,
pengembangan  teknik  pelaporan  untuk
mengkomunikasi perilaku data pada pemakai, dan
pengembangan strategi-strategi untuk memotivasi dan
mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan orang
yang menjalankan organisasi. Cakupan akuntansi
keperilakuan dapat dipecah menjadi 3 area umum:

1. Pengaruh perilaku manusia terhadap pendesainan,
penyusunan, dan penggunaan sistem akuntansi.

2. Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku
manusia.

3. Metoda untuk memprediksi dan metoda untuk
mengubah perilaku manusia.
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Penelitian ini dititikberatkan pada area ketiga

dari akuntansi keperilakuan, terutama pada aspek
metoda untuk mengubah perilaku manusia.
Dari penjabaran di atas dapat ditarik suatu benang
merah antara topik penelitian ini dan kaitannya dengan
akuntansi, khususnya akuntansi keperilakuan. Apabila
kita dapat mengetahui efek pembingkaian informasi
terhadap suatu keputusan yang dibuat, diharapkan
hasil penelitian ini akan meningkatkan teknik penyajian
informasi akuntansi agar menjadi lebih efektif.

METODAPENELITIAN
Desain Penelitian

Model quasi experiment digunakan untuk menguji
hipotesis. Data dikumpulkan melalui kuesioner,
sehingga akan diperoleh data primer. Treatment
eksperimen diberikan melalui 4 kasus yang terdapat
dalam kuesioner. Responden diminta bertindak dan
berpikir seolah-olah ada dalam situasi yang tergambar
dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner
menggunakan model pertanyaan yang telah
dikembangkan oleh peneliti berdasarkan model yang
digunakan oleh Rutledge dan Harrel (1994).
Penggunaaan model penelitan quasi experiment
dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Subjek penelitan adalah pengambil keputusan yang
terdiri atas para manajer yang berkaitan dengan
masalah investasi di perusahaannya. Sulitnya akses
untuk dapat mengumpulkan subjek manajer guna
melakukan eksperimen laboratoris mengakibatkan
metoda kuesioner dianggap yang paling sesuai
untuk mengetahui perilaku subjek kelompok ini.

2. Validitas eksternal yang tinggi dapat dicapai apabila
hasil penelitian dapat digeneralisasi secara luas. Hal
tersebut dimungkinkan apabila subjek penelitian
mewakili populasi yang diamati.

Pilot-test dan Pre-test

Guna meningkatkan validitas internal, perlu dilakukan
pilot-test terhadap kuesioner. Pilot-test dilaksanakan
dengan melibatkan 15 orang mahasiswa Program
Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM dari jurusan
manajemen, akuntansi, dan IESP. Tujuannya adalah
untuk mengetahui pemahaman subjek terhadap kasus.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan validitas
eksternal dengan melakukan pre-test. Pre-test
dilakukan dengan maksud untuk mengetahui
perbedaan terhadap treatment yang diberikan secara
laboratoris dengan apabila dilakuan dengan
pengumpulan dilakukan dengan metoda kuesioner.
Pre-test dilaksanakan dalam dua kelompok. Kelompok
pertama adalah melakukan eksperimen laboratoris
dengan menggunakan desain eksperimen dari Rutledge
dan Harrel (1994). Subjek pada eksperimen ini adalah
22 mahasiswa S2 Jurusan Manajemen Program Pasca
Sarjana UGM semester 2. Eksperimen dilakukan dalam
dua tahap. Tahap pertama, pada subjek diberikan kasus
1 dan 2 (kasus dibingkai dengan pembingkaian positif
dengan tanggung jawab tinggi pada kasus 1 dan
tanggung jawab rendah pada kasus 2). Subjek diberikan
waktu 10 menit untuk mempelajari kasus, kemudian
diberikan waktu 5 menit untuk menjawabnya.

Tahap kedua dilaksanakan pada hari berikutnya
dengan subjek yang sama. Subjek diberikan kasus 3
dan 4 (pembingkaian negatif tangungjawab tinggi pada
kasus 3 dan tanggung jawab rendah pada kasus 4).
Waktu yang diberikan sama dengan eksperimen tahap
pertama.

Kelompok responden kedua adalah 22
mahasiswa S2 Jurusan Akuntansi semester 2 pada Pro-
gram Pascasarjana UGM. Kelompok ini digunakan
sebagai model pengumpulan data secara kuesioner.
Kepada mereka diberikan keempat kasus secara
bersamaan dalam bentuk kuesioner. Responden diminta
mengumpulkan kembali kuesioner tiga hari sesudahnya.
Hasil jawaban dari kelompok I dan 1l selanjutnya diuji
menggunakan t-test. Hasil pengujian tersebut
menunjukkan bahwa kedua metoda memberikan pola
jawaban yang secara statistis berasal dari populasi
yang sama (Lampiran I).

Pada penelitian ini pengendalian peneliti
terhadap variabel bersifat ex post facto. Hal ini
disebabkan penggunaan metoda quasi experiment
sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan variabel-
variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap
jawaban subjek.

Pemilihan sampel

Sampel penelitian dipilih dari populasi yang biasa
melakukan proses pengambilan keputusan investasi
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yaitu manajer. Subjek yang dipilih adalah manajer
dibidang keuangan atau yang berkaitan dengan masalah
investasi. Lamanya menduduki posisi manajer
digunakan untuk mengindikasi variabel pengalaman.
Pemilihan sampel diambil dari daftar perusahaan yang
tercatat di BEJ baik itu perusahaan manufaktur maupun
perusahaan jasa.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner dikirimkan kepada responden manajer
melalui pos. Kuesioner dikirimkan kepada 120
perusahaan yang dipilih secara acak. Setiap perusahaan
diberikan 3 kuesioner (total kuesioner 360 buah).
Kuesioner dikirimkan melalui pos dan dialamatkan
kepada corporate secretary masing-masing
perusahaan. Tenggang waktu yang diberikan untuk
mengisi dan mengirimkan kembali kuesioner adalah 3
minggu.

Responden diminta untuk memberikan jawaban-
jawaban dengan memberikan tanda pada arbitrary
scale, dari pilihan pasti memilih A dan pasti memilih B.
Skor yang diberikan bernilai dari 1 sampai 6 yang akan
menunjukkan tingkat preferensi responden.

VARIABEL DANHIPOTESISPENELITIAN
Variabel pembingkaian informasi anggaran

Variabel pembingkaian merupakan variabel independen
pertama dalam penelitian ini. Pembingkaian dibagi
menjadi dua kelompok yaitu pembingkaian postitif dan
pembingkaian negatif. Pembingkaian positif merupakan
bentuk penyajian informasi anggaran yang
menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang
akan diperoleh. Sedangkan pembingkaian negatif
penyajian informasi anggaran lebih ditonjolkan pada
kemungkinan kegagalan atau kerugian yang akan
dihadapi. Kahneman dan Tversky (1981) dalam
penelitiannya menemukan bahwa pembingkaian
berkaitan dengan keputusan yang diambil. Subjek
penelitian menujukkan perilaku yang berbeda pada saat
satu informasi disajikan dengan cara yang berbeda
(positif dan negatif). Penelitian Hartadi dan Gudono
(1998) dengan menggunakan subjek orang Indonesia
memberikan hasil yang mendukung penelitian

Kahneman dan Tvesky walaupun dengan beberapa
perkecualian. Mittal dan Rose (1998) menemukan
pembingkaian positif dan negatif berpengaruh secara
berbeda terhadap pengintepretasian suatu isu dan
memiliki dampak yang berbeda dalam subjek
penelitiannya. Pembingkaian informasi secara negatif
berpengaruh lebih kuat untuk tindakan risk taking
dibandingkan pembingkaian positif. Zickar dan
Highhouse (1998) menemukan bahwa terdapat
perbedaan pengaruh pembingkaian untuk gain dan
losses, pada pilihan yang berisiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan
Tverski (1979-1981), Fishburn dan Kochenberger
(1979), Payne et al (1998,1981), Mowen dan Mowen
(1986) menunjukkan pada saat ada kerugian (loss) or-
ang akan cenderung bertindak risk taking,
sedangkan apabila pada posisi untung (gain) orang
akan bertindak risk averse.

H1 : Terdapat perbedaan sifat keputusan pada
investasi yang diambil individu apabila
informasi dibingkai secara negatif dengan
apabila informasi dibingkai secara posisif.

Variabel Tanggung jawab atas Keputusan

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak
menemukan bahwa tanggung jawab kegagalan suatu
investasi dapat mempertinggi pilihan mengambil risiko
oleh pengambil keputusan. Staw (1976); Staw dan Fox
(1977); Caldwell dan O’reilley (1982); Bazerman, et al,
(1984) menemukan bahwa individu cenderung akan
melakukan penambahan investasi terhadap investasi
awal. Proses justifikasi ini disebabkan oleh efek
psikologis dari tanggung jawab pribadi dan efek sosial.
Rutledge dan Harrel, (1994). Tanggung jawab yang
diterima akan meningkatkan pilihan untuk melakukan
investasi tambahan pada kondisi menghadapi risiko
mendapatkan hasil yang negatif atau keputusan yang
bersifat risk taking (Staw(1976); Staw dan Fox (1977);
Caldwell dan Oreiley (1982); Bazerman et al (1984);
Rudtledge dan Harrel (1993)).

H2 : Ada perbedaan keputusan pada investasi
berisiko yang diambil individu dengan tanggung
jawab tinggi dan individu dengan tanggung
jawab rendah.
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Variabel pengalaman dalam pengambilan keputusan
dan pengaruhnyaterhadap efek pembingkaian

Menurut Alderfer dan Bierman (1979), terdapat
perbedaan dalam pembuatan keputusan diantara subjek
pelajar/mahasiswa dan manajer serta diantara anggota
kelompok manajer. Diasumsikan manajer adalah orang
yang memiliki pengalaman dalam pengambilan
keputusan sedangkan mahasiswa adalah subjek yang
belum berpengalaman dalam pembuatan keputusan
yang berisiko. Perbedaan terjadi pada perbedaan asumsi
subjek terhadap situasi dalam simulasi pilihan risiko
personal dan tingkat penerimaan risiko pribadi.

Slovic (1972), mengatakan dari berbagai literatur
menunjukkan bahwa pelatihan dan pengalaman yang
telah didapat dalam satu risiko tertentu mempunyai
peran yang besar dalam menentukan perilaku risk tak-
ing. Dimasukkannya variabel pengalaman dalam
penelitian ini dianggap oleh peneliti sebagai suatu
keunggulan penelitian ini. Selama ini penelitian-
penelitian yang berkaitan dengan masalah
pembingkaian informasi belum ada yang memasukkan
pengalaman sebagai salah satu variabelnya. Menurut
peneliti terdapat hubungan yang berlawanan antara
pengalaman dan pembingkaian informasi. Kemampuan
individu dalam mengintepretasikan informasi akan
sangat dipengaruhi oleh pengalamannya dalam
membaca informasi. Seseorang dengan pengalaman
pembuatan keputusan yang banyak akan lebih mampu
memahami informasi. Dapat disimpulkan pengalaman
akan mereduksi pengaruh pembingkaian dalam
pengambilan keputusan. Hipotesis yang dapat ditarik
dari penjelasan tersebut adalah:

Tabel 1

H 3 : Semakin tinggi pengalaman individu, semakin
rendah efek dari pembingkaian informasi.

Dari penjelasan terdahulu dan jika ketiga
hipotesis terdukung secara empiris maka dapat dibuat
suatu hipotesis gabungan :

H4 : Sifat keputusan investasi berisiko yang diambil
individu berhubungan dengan variabel
pembingkaian, tanggung jawab, dan
pengalaman.

ANALISIS DATA

Kuesioner yang kembali 45 buah (12,5%) dan sebanyak
36 buah (10%) layak untuk dianalisa. Responden terdiri
dari 28 pria dan 8 perempuan. Posisi subjek pada saat
mengisi kuesioner terbagi menjadi: 20 orang manajer, 6
orang asisten general manajer, 7 orang general manajer,
dan 3 orang direktur. Lama rata-rata menduduki posisi
adalah 4,5 tahun. Umur rata-rata responden 40,5 tahun,
dengan umur tertua 50 tahun dan termuda 30 tahun.

Analisis Hipotesis Satu

Pengujian H1 bahwa terdapat perbedaan sifat
keputusan pada investasi berisiko yang diambil
individu apabila informasi dibingkai secara negatif
dengan apabila informasi dibingkai secara positif,
memanfaatkan paired t-test dengan tingkat signifikansi
0,05.

Paired Samples Test

Paired Differences

95% Confidence
Interval of the

Std. Error Difference
Mean Std. Deviation Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed)
Pair1 NEGTINGG - POSTTIN 1,3611 2,2823 ,3804 ,5889 2,1333 3,578 35 ,001
Pair2 NEGREND - POSREND| 1,2778 2,1059 ,3510 ,5652 1,9903 3,641 35 ,001

Hasil pengujian dengan tingkat signifikansi (a) 5 %
atau confidence level 95% pada degree of freedom
(df) 35, menunjukkan adalah 3,578 untuk

thitung

pembingkaian negatif- tanggung jawab tinggi, dengan
positif-tanggung jawab tinggi, dan thitung 3,641 untuk
negatif -tanggung jawab rendah dengan positif-
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tanggung jawab rendah. Hal tersebut berarti t, o >
t,.. (3,578 >1,697) dan (3,641 > 1,697), sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sifat keputusan

pada investasi berisiko yang diambil individu apabila

informasi dibingkai secara negatif dan apabila informasi
dibingkai secara positif dengan tingkat signifikansi
5%.

Tabel 2
Paired Samples Statistics
Std. Error
Mean N Std. Deviation Mean

Pair NEGTINGG 5,1389 36 1,4373 ,2396
1 NEGREND 4,8889 36 1,7853 ,2976
Pair POSTTING 3,7778 36 2,0440 ,3407
2 POSREND 3,6111 36 2,1945 ,3658

Dengan melihat nilai rata-rata masing-masing
pembingkaian peneliti menarik kesimpulan bahwa
pembingkaian informasi secara negatif akan
menghasilkan keputusan yang sifatnya risk taking.
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata untuk
pembingkaian negatif dibandingkan nilai rata-rata
untuk pembingkaian positif, baik dengan tanggung
jawab tinggi maupun tanggung jawab rendah (5,1389)
dibanding (3,7778 dengan 3,611). Hal tersebut diperkuat
oleh nilai deviasi standar untuk pembingkaian negatif
yang lebih kecil (1,4373) dan (1,7853) sehingga nilai
keputusan lebih mengelompok pada satu area
dibandingkan pembingkaian positif yang nilainya lebih
besar (2,044 dan 2,1945).

Hasil ini mendukung hasil-hasil penelitian
sebelumnya oleh: Kahneman dan Tversky (1979, 1981);

Mowen dan Mowen (1986); Mittal dan Ross (1998);
dan Hartadi dan Gudono (1998) mengenai pengaruh
pembingkaian informasi terhadap keputusan yang
diambil oleh individu.

Analisis Hipotesis Dua

Hipotesis alternatif dua adalah ada perbedaan sifat
keputusan pada investasi berisiko yang diambil pada
kondisi tanggung jawab tinggi dengan kondisi
tanggung jawab rendah, diuji dengan menggunakan
paired t-test. Hasil statistik menunjukkan bahwa
pemberian treatment tanggung jawab rendah tidak
mengakibatkan subjek mengubah keputusannya. Hal
ini disimpulkan dengan pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 3

Paired Samples Test

Paire

d Differences

95% Confidence
Interval of the

Std. Error Difference
Mean Std. Deviation Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed)
Pair1 NEGTINGG - NEGREND ,2500 1,3175 ,2196 -,1958 ,6958 1,139 35 ,263
Pair2 POSTTING - POSREND ,1667 1,5766 ,2628 -,3668 ,7001 ,634 35 ,530

Hasil pengujian statistik pada tingkat signifikansi (a) 5
% atau confidence level 95% pada degree of freedeom
Ieblh kecil dari pada

(df) 35 menunjukkan bahwat,

tabel !

baik pada pembingkaian negatlf (1,1,39<1,697)

ataupun pada pembingkaian positif (0,634<1,697).
Tingkat signifikansi kedua pembingkaian juga lebih
besar dari 0,05 yaitu 0,263 untuk pembingkaian negatif
dan 0,530 untuk pembingkaian posisif, sehingga dapat
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disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan respon
keputusan individu pada tingkat tanggung jawab tinggi
maupun pada tingkat tanggung jawab rendah.

Hasil ini berbeda dengan apa yang telah
ditemukan oleh Rutledge dan Harrel (1993). Pada
penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan keputusan pada pilihan berisiko apabila
individu atau kelompok diberikan tanggung jawab
yang berbeda.

Analisis Hipotesis Tiga

Statistik regresi linear digunakan untuk menguji
hipotesis ketiga yaitu, semakin tinggi pengalaman

individu, semakin rendah efek dari pembingkaian
informasi. Pada tingkat signifikansi 5% pengujian
statistik memakai responden—observation sebanyak
144 yang diperoleh dari 36 responden, yang pada setiap
responden dilakukan 4 observasi (36x4). Dalam
hipotesis tersebut variabel pengalaman memoderasi
hubungan antara variabel independen pembingkaian
dengan variabel independen pengalaman (X;;X,).
Perkalian tersebut berguna untuk mengetahui efek dari
variabel independen pengalaman, maka persamaan
regresi yang dipergunakan adalah :

Y =Db,+b, X, +b,X, +b,X X,

Tabel 4

Model Summary

Adjusted | Std. Error of
Model R R Square | R Square | the Estimate
1 5172 ,252 1,7163

a. Predictors: (Constant), PERUBAH, EXPER, INFORM

Variabel yang dimasukkan adalah EXPER
sebagai variabel pengalaman dan tidak terdapat variabel
yang dikeluarkan karena menggunakan metoda single
step. Hasil pengujian statistik menunjukkan pengaruh
variabel pengalaman pada efek variabel pembingkaian.
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan
antara variabel pengalaman (EXPER), pembingkaian
(INFORM), dan perubahan keputusan akibat adanya

pembingkaian yang berbeda (PERUBAH) (koefisein
korelasi 0,517 > 0,50), walaupun hanya 25,2% dari
perubahan keputusan yang bisa dijelaskan oleh model
(ditunjukkan oleh angka adjusted R square 0,252). Ad-
justed R square digunakan karena dalam persamaan
tersebut terdapat lebih dari 1 variabel independen.
Sisanya (100%-25,2% = 74,8%) dijelaskan oleh sebab
lain.

Tabel 5
ANOVAP
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 150,532 3 50,177 17,034 ,0002
Residual 412,406 140 2,946
Total 562,937 143

a. Predictors: (Constant), PERUBAH, EXPER, INFORM
b. Dependent Variable: KPTSAN
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Nilai Ftung pada pengujian F-test EXPER, INFORM dan
PERUBAMH terhadap variabel Y (KPTSAN) adalah

17,034 dengan tingkat signifikansi 0,001, sehingga F

>F,_... (17,03>7,56) dan probabilitas < 0,05, maka dapat
dikatakan model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi sifat keputusan yang diambil oleh individu.

hitung
Tabel 6
Coefficients?
Standardi
zed
Unstandardized Coefficien
Coefficients ts
Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) ,958 ,542 1,769 ,079
INFORM 4,267 ,766 1,079 5,570 ,000
EXPER 1,005 ,185 ,557 5,445 ,000
PERUBAH -1,083 ,261 -,858 -4,148 ,000

a. Dependent Variable: KPTSAN

Adapun nilai koefisien untuk ketiganya dapat
dilihat pada tabel 6. Dari nilai koefisien variabel
PERUBAH dapat diketahui bahwa variabel pengalaman
memoderasi hubungan antara variabel pembingkaian
dengan variabel keputusan secara negatif (-1,083) pada
tingkat signifikansi 0,05, sehingga disimpulkan bahwa
semakin tinggi pengalaman individu akan semakin
rendah efek dari pembingkaian (H3 didukung secara
empiris).

Analisis Hipotesis Empat

Adanya hasil yang tidak signifikansi pada variabel
tanggung jawab terhadap keputusan pada investasi
berisiko mengakibatkan hipotesis empat bahwa “Sifat
keputusan investasi berisiko yang diambil individu

berhubungan dengan variabel pembingkaian,
tanggung jawab, dan pengalaman’, tidak dapat
didukung secara penuh. Oleh karena itu peneliti
mengajukan hipotesis alternatif pengganti dengan
mengeluarkan variabel tanggung jawab yaitu :

H4 : Sifat keputusan pada investasi berisiko yang
diambil individu berhubungan dengan variabel
pembingkaian dan pengalaman”

Seperti halnya hipotesis tiga, pada tingkat
signifikansi 5%, pengujian statistis memakai
responden—observation sebanyak 144 yang diperoleh
dari 36 responden, yang pada setiap responden
dilakukan 4 observasi (36 x 4).

Tabel 7
Chi-Square Tests
Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

Pearson Chi-Square 22,0542 5 ,001
Likelihood Ratio 22,930 5 ,000
Linear-by-Linear

Association 15,921 ! ;000
N of Valid Cases 144

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,50.
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Tabel 8

Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)
Pearson Chi-Square 38,5082 15 ,001
Likelihood Ratio 42,653 15 ,000
P sz | 1| o
N of Valid Cases 144

a. 12 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

Hasil perhitungan chi-square variabel
pembingkaian (INFORM) dan keputusan (KPTSAN)
memberikan angka 22,054 yang lebih besar dari chi-
square-,,, , (11,07) padatingkat signifikansi 0,001 (lebih
kecil dari 0,05). Hal tersebut berarti bahwa apabila sifat
keputusan pada investasi berisiko berhubungan
dengan variabel pembingkaian terbukti secara empiris
(Tabel 7).

Pada pengujian chi-square antara variabel
pengalaman (EXPER) dengan variabel keputusan
(KPTSAN) memberikan angka hasil chi—squarehilung
(35,508) lebih besar dari chi-square ,, (25,00) pada
tingkat signifikansi 0,001 (<0,005), sehingga hubungan
antara variabel EXPER dan KPTSAN didukung secara
statistis (Tabel 8), maka dapat disimpulkan bahwa
variabel dependen sifat keputusan pada investasi
berisiko (KPTSAN) berhubungan dengan variabel
independen pembingkaian (INFORM) dan pengalaman
(EXPER).

SIMPULAN

Penelitian ini mencoba menggabungkan hal yang telah
diteliti dengan variabel baru dalam topik ini. Tujuan
utama penelitian ini adalah menguji secara empiris
hipotesis yang diajukan. Dari data yang terkumpul
diperoleh responden yang cukup bervariatif level
kedudukannya di perusahaan, walaupun untuk
proporsinya tidak sama.

Setelah dilakukan pengujian statistis pada data
yang terkumpul diperoleh hasil bahwa H1 dan H3
didukung secara empiris, tetapi H2 tidak didukung.
Pembingkaian informasi memang berpengaruh terhadap

sifat keputusan yang diambil, dan pengaruh tersebut
akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya
pengalaman individu, sedangkan aspek tanggung
jawab tidak memberikan perbedaan pada sifat
keputusan yang diambil oleh subjek. Hal tersebut
berbeda dengan hasil penelitian terdahulu.
Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh
perbedaan karekteristik subjek. Perilaku subjek sangat
dipengaruhi oleh kultur. Mungkin karena kultur
pertanggung jawaban terhadap hukum di Indonesia
masih lemah menyebabkan individu seringkali
mengabaikan aspek tanggung jawab dalam membuat
keputusan. Kemungkinan lain adalah perbedaan metoda
eksperimen, dan pada penelitian ini menggunakan
metoda quasi experiment.

Disebabkan tidak didukungnya H2, maka H4
agar dapat diuji perlu dilakukan penyesuaian dengan
mengeluarkan variabel tanggung jawab sehingga pada
H4 hanya diuji hubungan antara variabel indpenden
pembingkaian, pengalaman dan variabel dependen
keputusan. Hasil pengujian chi-square menujukkan
bahwa memang terdapat hubungan diantara ketiga
variabel tersebut walaupun secara statistis tidak dapat
dikatakan kuat. Hubungan yang tidak terlalu kuat
tersebut karena dalam pengambilan keputusan
investasi, individu tentu akan mempertimbangkan dan
dipengaruhi variabel-variabel lain yang sifatnya sangat
kompleks. Dalam situasi nyata tidak mungkin individu
mengambil keputusan investasi hanya berdasarkan
pembingkaian dari informasi atau pengalamannya saja,
tentu ia akan melakukan banyak analisis dan
pertimbangan.
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Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-
keterbatasan yang tidak dapat dihindari oleh peneliti
keterbatasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi
hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut
adalah:

- Desian penelitian yang bersifat quasai experiment
memiliki kelemahan dalam hal ketidakmampuan
peneliti dalam mengontrol variabel-variabel penyela
lain yang berpengaruh terhadap jawaban yang
diberikan oleh subjek. Jika variabel lain tersebut
ternyata berpengaruh secara lebih kuat dari treat-
ment mungkin akan menjadikan hasil penelitian
menjadi bias.

- Menggunakan kuesioner dalam menyampaikan
treatment kepada subjek bisa menimbulkan
perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap
maksud dari peneliti. Hal ini bila terjadi bisa
menjadikan analisis yang dilakukan tidak
mencerminkan keadaan sebenarnya.

Implikasi hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
suatu wacana mengenai bagaimana kita menyajikan
suatu informasi. Dengan mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan
diharapkan kita dapat membuat keputusan yang lebih
berkualitas .peningkatan keualitas ini dapat dicapai
salah satunya dengan cara pembingkaian informasi

yang lebih sesuai dengan tujuan dan keputusan yang
ingin dicapai. Kita dapat menyajikan informasi dengan
cara positif jika kita menginginkan keputusan yang lebih
menghindari risiko, dan sebaliknya.

Penggunaan pembingkaian informasi secara
positif dapat dimanfaatkan untuk mengurangi perilaku
risk taker pada individu sehingga menjadikan individu
lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Sebaliknya pembingkaiannya negatif akan lebih cocok
untuk individu yang bersifat konservatif sehingga ia
akan lebih mempertimbangkan keputusannya

Dengan mengetahui efek dari pengalaman
terhadap pembingkaian, penyaji informasi tidak perlu
khawatir mengenai bagaimana ia harus membingkai
informasi bagi orang yang lebih banyak pengalaman
karena terbukti secara empiris bahwa efek pembingkaian
berkurang seiring dengan peningkatan pengalaman
individu.

Saran Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian yang akan datang untuk menghindari
kelemahan-kelemahan yang ada penelitian ini, peneliti
menyarankan agar digunakan desain eksperimen
labatoris. Pengunaan desain ini akan meningkatkan
validitas internalnya sehingga hasil penelitian
diharapkan akan lebih akurat. Subjek yang digunakan
sebaiknya adalah subjek yang benar-benar pengambil
keputusan, karena selama ini penelitian dalam bidang
ini memanfaatkan subjek mahasiswa yang belum
terbiasa dalam pengambilan keputusan.
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PENERAPAN BALANCED SCORECARD
SEBAGAI PENGUKUR KINERJA
PADA SEKTOR PUBLIK
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ABSTRACT

Organization are competing in complex so that an ac-
curate understanding of the goals and methods for
achieving those goals is vital in a complex competition
among organizations. The balanced scorecard trans-
lates an organization’s mission and strategy into a com-
prehensive set of performance measures that provides
the framework for strategic measurement and manage-
ment system. The balanced scorecard emphasizes on
achieving financial objectives their performance
drivers. The scorecard measures organizational per-
formance across four balanced perspectives: financial,
customers/stakeholders, internal business processes,
and learning and growth.

Balanced scorecard as a performance measure
can be implemented either on profit oriented organiza-
tions or non profit and governmental organizations.
The non profit and government organizations imple-
ment the balanced scorecard for actualizing good gov-
ernance so that they need to measure their performance
in order to be accountable. Implementing balanced
scorecard in the non profit and government organiza-
tions needs some adjustments because they are differ-
ent from the profit oriented caompany especially the
strategy, value, outcome, stakeholder/customer, key
success factor, etc.

Keywords: performance measurement, balanced
scorecard, government, vision, mission

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik
(good governance), Pemerintah Indonesia telah
memperkenalkan peraturan dalam bentuk keputusan dan
Instruksi Presiden yang mewajibkan instansi
pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk mengukur kinerja dan untuk lebih dapat
bertanggung jawab (akuntabel). Keputusan Menteri
Negara Pemberdayaan BUMN No. 215/M -BUMN I/
1999 menyatakan bahwa BUMN diwajibkan untuk
mengukur kinerjanya dalam bentuk indikator keuangan
(debt equity, net working capital to total assets, in-
ventory turnover, dan lain-lain); pertumbuhan
produktifitas; pertumbuhan persaingan; pertumbuhan
efisiensi; pengembangan sumber daya manusia; inovasi
produk dan usaha; penelitian dan pengembangan;
pembangunan masyarakat; kepuasan pelanggan;
kepedulian lingkungan; dan lain-lain. Instruksi Presiden
No. 7 Tahun 1999 menyatakan bahwa unit-unit eselon
Il ke atas berkewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh
karena pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian
dari LAKIP, maka unit-unit tersebut berkewajiban
melakukan pengukuran kinerja.

“ Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.
") Dra. Siti Resmi, MM., Akuntan adalah Dosen Tetap AMP YKPN Yogyakarta.
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Ketentuan atau aturan baru tersebut
memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada
instansi pemerintah dan BUMN untuk memperkenalkan
sistem pengukuran kinerja dan pemantauan yang
efektif. Untuk dapat mengimplementasikan ketentuan
atau peraturan tersebut dengan berhasil, suatu
organisasi harus membuat perencanaan strategis agar
dapat mencapai visi dan misi organisasi serta
mengkaitkan program dan kegiatan dengan tujuannya.

Terdapat banyak pendekatan dalam mengukur
kinerja, diantaranya adalah: Kerangka kerja “Program
Logic”, Total Quality Management, Piramida Kinerja,
Model Stakeholder, “Maisel’s Balanced scorecard,
Effective Progress and Performance Measurement
(EP2M), maupun “Kaplan & Norton’s” Balanced
Scorecard. Bastian (2001) mengatakan bahwa terdapat
beberapa alat dalam pengukuran kinerja diantaranya
adalah balanced scorecard, dan Penilaian Dengan 3 E
(Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas).

Untuk dapat menilai kinerja sektor publik
(instansi pemerintah yang tidak berorientasi laba dan
organisasi nirlaba lainnya) secara akurat, dibutuhkan
indikator kinerja keuangan dan non keuangan.
Pendekatan balanced scorecard menyediakan
kerangka kerja untuk tujuan tersebut. Lebih penting
lagi, bahwasannya pendekatan balanced scorecard
memperhitungkan entitas sebagai fungsi yang
menyeluruh dengan mengaitkan visi, misi, dan strategi
organisasi dengan kinerja keuangan dan non keuangan
dalam mencapainya, bahkan tidak hanya sebagai sistem
pengukuran Kkinerja tetapi juga merupakan sistem
manajemen Kinerja stratejik yang komprehensif dan
progresif. Untuk mengukur strategi suatu organisasi,
seluruh tujuan dan ukuran baik ukuran keuangan
maupun non keuangan harus diturunkan dari visi dan
misi organisasi tersebut. Akhir-akhir ini, pendekatan
balanced scorecard digunakan oleh banyak organisasi
(non profit) yang sukses sebagai pusat strategi dan
kerangka kerja pengukuran yang membantu pimpinan
menyatakan, mengomunikasikan, dan menerapkan
strategi dengan menggunakan sistem yang saling
terkait dengan visi jangka panjang. Beberapa organisasi
pemerintah dan non profit di luar negeri yang telah
berhasil menerapkan balanced scorecard, antara lain:
The City of Charlote, North Caroline; United Way of
Southeasthern New England; May Institute and New
Profit Inc.; Montefiore Hospital (Kaplan and Norton,

2001). Contoh lain adalah: Naval Undersea Warfare
Center (NUWC), State of Massachusetts Department
of Mental Health (http://www.bscd4gov.com/
government.htm).

Dalam sebuah balanced scorecard, pengukuran

kinerja dilakukan dalam empat perspektif yang berbeda,
yaitu: keuangan (stakeholders/financial), pelanggan
(customer), proses internal (internal process), dan
pembelajaran dan pertumbuhan (learning and
growth). Keempat perspektif tersebut telah mewakili
indikator (ukuran) kinerja keuangan dan non keuangan
yang digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja
suatu organisasi.
Melihat keberhasilan penerapan balanced scorecard
pada sektor publik (organisasi pemerintah maupun non
profit) di beberapa negara tersebut, maka artikel ini akan
menguraikan lebih jauh tentang alat pengukur balanced
scorecard, contoh penerapannya pada sekstor publik,
dan kemungkinan penerapannya di Indonesia sebagai
upaya realisasi Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999
dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat pengukuran
Kinerja suatu instansi pemerintah.

PENGUKURAN KINERJAORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang
tertuang dalam perumusan strategis. Lary D Stout dalam
Bastian (2001) menyatakan bahwa “pengukuran/
penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan
mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah
pencapaian misi (mission accomplishment) melalui
hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa
ataupun suatu proses”. Setiap organisasi harus dapat
diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan
pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang
yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk
dan jasa yang dihasilkan diukur berdasar kontribusinya
terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk
dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang baik,
dibutuhkan artikulasi yang jelas tentang rencana
stratejik suatu organisasi yang mencakup visi, misi,
tujuan dan sasaran yang dapat diukur serta
berhubungan dengan hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan.
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Tim Studi AKIP (2000) menyatakan pengukuran
kinerja merupakan hal penting dalam sistem
pengendalian manajemen karena sebagai alat yang
dapat digunakan oleh manajemen untuk:

1. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
akuntabilitasnya;

2. menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan

sasaran oleh manajemen atas program-program;

mengelola program secara efisien;

4. menyediakan data dalam rangka pelaksanaan

fungsi pengendalian program;

membuat kebijaksanaan anggaran;

mengelola dan mengukur hasil program;

7. umpan balik bagi manajemen dalam rangka
meningkatkan kinerjanya di masa yang akan
datang;

8. mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah
dipercayakan kepada manajemen.

Selama ini banyak organisasi yang melakukan
pengukuran kinerja secara tradisional, yaitu pengukuran
kinerja yang hanya mendasarkan pada aspek finansial
atau keuangan seperti return on investment (ROI),
profit margin, economic value added (EVVA) dan rasio-
rasio keuangan yang lain. Dunia bisnis yang semakin
kompetitif mendorong manajemen untuk tidak hanya
mengukur kinerja dari aspek finansial saja tetapi juga
aspek lain yang bersifat non finansial seperti kepuasan
pelanggan, menjadi pemimpin suatu produk, dan lain-
lain. Bastian (2001) mengatakan bahwa aspek-aspek
yang dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja
meliputi: aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi
bisnis internal, kepuasan pegawai dan waktu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran
kinerja tidak hanya meliputi aspek finansial saja tetapi
juga aspek non finansial. Pentingnya pengukuran
kinerja berdasarkan aspek non finansial juga
dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996). Pengukuran
kinerja berdasar aspek keuangan saja memiliki
kelemahan, karena kinerja keuangan tidak mampu
mengukur Kinerja harta-harta tak berujud/tak tampak
(intangible assets) dan harta-harta intelektual
(sumberdaya manusia perusahaan); kinerja keuangan
tidak mampu bercerita banyak mengenai masa lalu
perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun
perusahaan ke arah yang lebih baik. Dengan
kelemahan-kelemahan ini, pada tahun 1992 Kaplan dan
Norton membuat sistematik sebuah konsep yang dapat

w

o O

memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk
menerjemahkan pencapaian visi dan misi organisasi ke
dalam suatu set pengukuran penting, yang dialokasikan
ke seluruh perspektif organisasi (keuangan dan non
keuangan) yang disebut balanced scorecard.

PENDEKATAN BALANCED SCORECARD

Pengukuran kinerja yang efektif hendaknya mampu
menerjemahkan misi, visi dan strategi suatu organisasi
ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja baik
kinerja keuangan maupun non keuangan. Menurut
Kaplan dan Norton, pendekatan balanced scorecard
mampu menerjemahkan strategi dan misi organisasi ke
dalam suatu perangkat pengukuran kinerja yang
komprehensif yang merupakan kerangka dalam
melaksanakan strategi. Hal ini disebabkan balanced
scorecard tidak hanya memfokuskan diri pada
pencapaian tujuan finansial dan jangka pendek tetapi
juga memperhatikan pada tujuan non finansial dan
jangka panjang.

Dalam pendekatan balanced scorecard, suatu
kinerja diukur dari empat perspektif, yaitu: perspektif
keuangan (stakeholder/financial), perspektif
pelanggan (customer), perspektif proses bisnis inter-
nal (internal business), dan perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan (learning and growth). Perspektif
keuangan memberikan penilaian terhadap target
keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam
mewujudkan visinya (“bagaimana kinerja keuangan kita
dilihat oleh para stakeholder™). Perspektif keuangan
memberikan penilaian terhadap segmen pasar yang
dituju dan tuntutan pelanggan beserta kebutuhan yang
dilayani oleh organisasi (“bagaimana pelanggan melihat
kita”, “bagaimana kita melihat pelanggan”). Perspektif
proses bisnis internal memberikan penilaian gambaran
proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan
(“apa yang harus kita lakukan dengan amat baik untuk
memenuhi harapan pelanggan dan stakeholder kita”™).
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan
penilaian yang merupakan pemacu kompetisi personal,
prasarana sistem informasi, dan suasana lingkungan
kerja yang diperlukan (“apakah kita terus berinovasi
dan belajar untuk meningkatkan/menambah nilai jasa
yang ada dan/atau menciptakan jasa baru untuk
memenuhi harapan pelanggan”™).
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Empat perspektif menurut Kaplan dan Norton
tersebut merupakan sebuah pola dasar dan bukan
merupakan model yang langsung cocok untuk setiap
organisasi. Oleh karena itu dimungkinkan adanya
modifikasi kerangka penerapan balanced scorecard
sesuai dengan misi, visi dan tujuan organisasi yang
bersangkutan. Meskipun pada awalnya balanced
scorecard didisain untuk organisasi bisnis
(berorientasi profit), dalam perkembangan berikutnya
balanced scorecard dapat pula diterapkan untuk
organisasi sektor publik baik instansi pemerintah
maupun organisasi non profit lainnya. Sudibyo (1997)
mengatakan bahwa BUMN dapat menilai kinerja
organisasinya dengan pendekatan balanced scorecard
sepanjang telah memformulasikan misi dan strateginya
serta telah mengenal, apresiatif, dan bersikap positif
terhadap paradigma dan pendekatan-pendekatan
manajemen era informasi. Kaplan dan Norton (2001)
menyatakan bahwa dalam waktu lima tahun terakhir ini
balanced scorecard telah diterapkan oleh beberapa
organisasi non profit dan pemerintah dengan kerangka
modifikasi tertentu. Chang dan Chow (1999) dalam
Saptono dan Widanarto (2002) memberikan contoh
penerapan balanced scorecard pada lembaga
pendidikan tinggi. Penerapan balanced scorecard pada
lembaga pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan
sepanjang balanced scorecard dipahami secara benar
dan ada usaha dari lembaga tersebut untuk berubah ke
arah yang lebih baik.

Organisasi yang berbeda tentu mempunyai visi,
misi dan strategi yang berbeda, demikian pula
penekanan pada setiap perspektifnya. Seperti telah
disebutkan sebelumnya bahwa visi, misi, dan strategi
merupakan komponen utama dalam penerapan bal-
anced scorecard. Oleh karena itu ukuran kinerja yang
dipakai dalam balanced scorecard harus dapat
menunjukkan visi, misi, dan strategi suatu organisasi/
instansi. Terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan
untuk menentukan bahwa ukuran kinerja dalam bal-
anced scorecard telah menunjukkan strategi yang telah
disusun oleh suatu organisasi/instansi. Kriretia
tersebut adalah:

1. Adanya hubungan sebab akibat. Setiap ukuran
kinerja dalam balanced scorecard seharusnya
merupakan bagian dari kesatuan hubungan sebab
dan akibat yang merupakan representasi dari
strategi organisasi.

2. Adanya pendorong kinerja. Ukuran kinerja dalam
balanced scorecard seharusnya mengandung
ukuran kinerja hasil (outcome) yang menunjukkan
hasil kinerja yang telah lalu dan ukuran kinerja
pendorong yang merupakan ukuran yang
mendorong perbaikan kinerja untuk masa
mendatang.

3. Terhubungnya dengan keuangan. Perubahan-
perubahan paradigma dalam organisasi mendorong
manajemen untuk memfokuskan diri pada kualitas,
kepuasan pelanggan, atau inovasi baru. Ukuran
kinerja yang baik seharusnya selalu mengaitkan hal-
hal tersebut dengan ukuran keuangan.

PENERAPAN BALANCED SCORECARD PADA
SEKTORPUBLIK

Meskipun pada awalnya konsep balanced scorecard
diterapkan pada sektor swasta (profit motive organi-
zation), pada perkembangannya konsep ini dapat pula
ditetapkan pada organisasi sektor publik. Kaplan dan
Norton (2001) mengatakan bahwa penerapan balanced
scorecard pada organisasi sektor publik yaitu
organisasi non profit dan pemerintah (non profit and
government organization, disingkat NPGQO’s) di
beberapa negara telah dimulai sejak tahun 1996.
Meskipun demikian penerapan balanced scorecard
tersebut bukanlah tanpa masalah. Organisasi sektor
publik pada umumnya telah menetapkan visi, misi dan
telah melengkapinya dengan serangkaian program-pro-
gram tertentu. Meskipun demikian mereka tidak
berusaha untuk mewujudkan keluaran (outcome)
secara jelas. Sebagian besar organisasi sektor publik
telah berusaha merealisasikan misinya dengan
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara lebih efisien
dan memperkenalkan beberapa inisiatif yang
menekankan pada perbaikan proses. Akan tetapi jarang
sekali organisasi sektor publik yang memfokuskan pada
strategi penting yang dapat dieksekusi, seperti
kepemimpinan produk (product leadership) dan
menjalin hubungan baik dengan pelanggan (customer
intimacy).

Penerapan balanced scorecard pada organisasi
sektor publik memerlukan penyesuaian-pernyesuaian
tertentu. Hal ini terjadi karena organisasi publik
mempunyai perbedaan dengan organisasi profit dalam
banyak area kegiatan, yang meliputi perbedaan dalam
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strategi, keberagaman stakeholder, pendifinisian
keberhasilan, kriteria keberhasilan, dan kriteria kinerja

keuangan. Perbedaan tersebut oleh Averson (1999)
dinyatakan sebagai berikut.

Faktor Pembeda

Organisasi Profit

Organisasi Sektor Publik

1. Sasaran stratejik umum Daya saing

Efektivitas misi

2. Sasaran keuangan

umum pangsa pasar

Laba, pertumbuhan,

Pengurangan biaya, efisiensi

3. Nilai-nilai

Inovasi, kreativitas,
goodwill, penghargaan

Akuntabilitas pada publik,
integritas, dan keadilan.

4. Qutcome yang
diharapkan

Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan

5. Stakeholders
pemilik, pasar

Pemegang saham,
Menteri, dan dalam hal-hal

Masyarakat, DPR, Presiden ,
tertentu penyedia jasa antara

6. Pelanggan

Penerima barang dan jasa
secara langsung

Kadang-kadang penerima
tidak langsung dari
keluaran organisasi

7. Penentu prioritas
anggaran

Permintaan pelanggan

Kepemimpinan, pembuat UU,
perencana

8. Faktor kunci sukses

pangsa pasar

Pertumbuhan, laba,

Praktik manajemen terbaik

Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan dalam
menerapkan konsep balanced scorecard pada
organisasi sektor publik mengingat perspektif
keuangan, misalnya, bukan merupakan ultimate goal
seperti yang terjadi pada perusahaan swasta. Pada
sektor publik, perspektif keuangan lebih cenderung
memberikan batasan ketimbang tujuan. Organisasi
sektor publik umumnya harus membatasi pengeluaran
sesuai dengan jumlah yang dianggarkan, oleh karena
itu perspektif keuangan disubstitusi menjadi istilah
perspektif budget (BPKP, 2002). Meskipun demikian
keberhasilan sektor publik tidaklah diukur semata-mata
dari efisiensi pengeluaran atau bagaimana menjaga

pengeluaran sesuai dengan anggaran, akan tetapi
seberapa efektif dan efisien organisasi dalam memenuhi
visi dan misinya yaitu melayani publik. Dalam
orgasnisasi publik, perspektif customer diperluas
menjadi perspektif citizen dengan pertimbangan bahwa
organisasi publik harus memberikan benefit bagi
masyarakat luas. Dalam kerangka balanced scorecard,
perspektif customer/citizen ini dipandang sebagai ul-
timate goal dengan tanpa mengabaikan perspektif
yang lain. BPKP (2002) menggambarkan perspektif
dalam balanced scorecard untuk organisasi sektor
publik pada gambar berikut ini.
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What 15 our
nRssions

Wihat services and
program do we
need to provide?

Mhssion

|

Bulget Financial

To prudently ramrge
publik resources,
how showld we add

Customer 'Citizen

£

What benefits could we
provide, and how showld
we cracte value ?

Stategy

Loaerning & Growth

v

Iernal Business
Process

How will we sustain
our ahilily to change

vethue and control

and imprava?

cost?

we gxoal?

To satisiy taxpayer, vegulators, and
citizens, at what business processes st

Kaplan & Norton (2001) mengatakan bahwa sebagian
besar NPGO’s mengalami kesulitan dalam menerapkan
balanced scorecard yang menempatkan perspektif
keuangan dalam hierarki yang teratas (puncak). Mereka
menganggap bahwa sukes finansial bukanlah tujuan
utama, sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang
dengan menempatkan perspektif pelanggan/
masyarakat pada hierarki puncak. Pada perusahaan
swasta, pelanggan memainkan dua peran yang tidak
dapat dipisahkan yaitu sebagai pembayar/pemberi dan
penerima jasa. Dalam organisasi non profit, sumber-
sumber finansial berasal dari donor yang tidak hanya
pelanggan tetapi juga yayasan dan lain-lain, sedangkan
penerimanya adalah semua komponen bangsa yang

sekaligus sebagai pelanggan. Oleh karena itu kerangka
penyusunan balanced scorecard untuk NPGO’s
menempatkan donor dan penerima jasa pada tempat
yang sejajar. Mereka mengembangkan tujuan organisasi
dari donor dan penerima, kemudian mengidentifikasi
proses internal yang diharapkan dapat memberikan nilai
kepada kedua kelompok pelanggan tersebut (yaitu
donor dan penerima). Penempatan tujuan organisasi
pada hierarki puncak balanced scorecard dimaksudkan
agar dapat mengomunikasikan secara jelas misi jangka
panjang organisasi tersebut. Gambar berikut ini
merupakan modifikasi kerangka balanced scorecard
untuk organisasi non profit.
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Kerangka Balanced Scorecard pada Organisasi Nonprofit

The Mission

“TIf we mucced hovw will we look to

o finanecial donors?

AN

“To achiewe our sAsioty, how must we
look to our customers?®

“To satisfyy our custom er s, financial
donors, and mission, at what busine ss
process must we excel?™

“To acliewve our asin, how must ow
people learn, commuicate, and work
toge ther?™

The Mizsion, rather than the financial/sharehol der objectives,

drives the orgamzation’s strategl.

Untuk dapat memberikan gambaran secara
aktual tentang penerapan balanced scorecard pada
organisasi sektor publik, berikut ini diberikan contoh
kasus Legal Aid Commission (LAC) di New South
Wales, Australia (BPKP, 2001). LAC merupakan sebuah
lembaga yang menyediakan bantuan hukum dan jasa
hukum lainnya sehubungan pemberlakuan Undang-
undang (UU) LAC. Dalam menjalankan fungsinya, UU
LAC merinci tugas yang harus dilaksanakan LAC untuk

memenuhi fungsinya. Sebagai contoh: LAC harus
memastikan bahwa bantuan hukum diberikan dengan
efektif, efisien dan ekonomis; LAC diminta untuk
memperhatikan kebutuhan akan bantuan hukum yang
mudah diperoleh bagi masyarakat kurang mampu di
New South Wales. Penekanan ditempatkan pada
pelatihan dan penyebaran informasi, untuk memastikan
bahwa penduduk memahami hak-hak mereka.
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Penerapan Balanced Scorecard pada Instansisi Pemerintah
(Kasus Legal Aid Commission di New South Wales, Australia)

Visi : menjadi Komisi Bantuan Hukum terkemuka di Australia dan model yang
sempurna dalam manajemen dan pemberian layanan sektor publik.

Misi : untuk membantu orang-orang tidak mampu memahami, melindungi, dan
menggunakan hak dan kepentingan hukumnya dengan meningkatkan
akses kepada sistem hukum dan mendrorong digunakannya

;

;

Stakeholder/Financial
Untuk mencapai Visi/Misi, bagaimana LAC akan
dilihat oleh stakeholdernya?
Sumber daya digunakan secara efisien;
Tidak ada duplikasi layanan bantuan hukum;
Stakeholder memandang biaya layanan LAC
adalah wajar;
Keputusan dibuat secara adil, sesuai kriteria,
dan tepat waktu;
Akses layanan hukum yang memadai untuk
diberikan kepada orang-orang yang tidak
mampu.

Pelanggan

Untuk mencapai visi/misi, bagaimana LAC
sebaiknya dilihat oleh kliennya?

Informasi umum jelas dan mudah dipahami,
mudah diakses dan selalu tersedia setiap saat;
Klien menerima layanan advis dengan cepat,
tepat, dan diberikan secara sederhana dan
mudah dipahami;

Keputusan dibuat secara adil, sesuai kriteria,
dan tepat waktu.

Proses Internal

Staf pendukung telah mengikuti pelatihan pelanggan;

Untuk memuaskan stakeholders dan pelanggan, proses internal apa yang dilakukan LAC dengan sangat baik?
- Sistem dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan pegawai merespon pelanggan secara tepat waktu;
Pegawai spesialis hukum yang terakreditasi dan berkualitas tinggi;

Sistem dan metodologi yang canggih untuk penerimaan, pemutusan, dan administrasi permohonan;
Sistem keuangan yang efisien dalam pembayaran praktisi swasta.

I

Inovasi
Lingkungan kerja yang positif;
bantuan hukum;

Pengetahuan atas model hukum dan administrasi.

Untuk mencapai visi/misi, proses baru dan kompetensi apa yang dibutuhkan pegawai LAC di masa depan?
Identifikasi tren yang muncul dalam masalah sosial dan hukum yang akan mempengaruhi persyaratan

Identifikasi jasa baru untuk memberikan layanan yang komprehensif;
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Contoh Hipotesis Balanced scorecard untuk Instansi Pemerintah
(Kasus Legal Aid Commission di New South Wales, Australia)

Perspektif Stakeholders/Financial

Faktor Kritikal
Keberhasilan

Tujuan Stratejik

Ukuran Kinerja

Target

Pemakai sumber
daya yang efisien

Memantau biaya-biaya
pemberian jasa terhadap

praktik-praktik terbaik
(best practice)

Biaya per advis yang
diberikan (dirinci per jenis
hukum)

$ x advis via telepon
$ x per layanan tatap
muka

Biaya rata-rata layanan advis
sendiri (in-house) dan
layanan yang dikontrakkan
ke pihak lain

Biaya in-house dan yang
dikontrakkan seimbang

Biaya layanan in-house
dibandingkan dengan biaya

Biaya in-house berada
dalam dalam kisaran x %

dan efektif sektor swasta untuk layanan | dari nilai tengah biaya
yang sejenis sektor swasta (best prac
tice)
Biaya per kasus hukum yang | Pengurangan biaya
dimenangkan melalui litigasi, | tahunan sebesar x %
mediasi, atau pemberian untuk setiap kategori
advis. .
Mendorong penggunaan Proporsi penggunaan ADR Y % dari penggunaan
“Alternate Dispute aktual dibandingkan total ADR aktual dibanding-
Resolution” (ADR) untuk kasus yang seharusnya kan total potensi
menghemat biaya. dapat menggunakan ADR penggunaan ADR.
Berkurangnya Meningkatkan perolehan fee | Proporsi pengeluaran yang Pengurangan proporsi
ketergantungan dari klien yang mampu dibiayai dari fee. sebesar x % atas

melalui penilaian atas
membayarnya.

pengeluaran yang
dibiayai dana pemerintah

Layanan yang
mudah diakses
dan tersedia
setiap saat.

Menciptakan kepedulian
publik atas cakupan dan
mutu layanan melalui
publikasi.

Rasio orang tidak mampu
yang dilayani atas seluruh
populasi orang yang tidak
mampu

Kenaikan sebesar x %
dari orang tak mampu
yang mengakses
layanan hukum LAC.
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Perspektif Pelanggan

Faktor Kritikal
Keberhasilan

Tujuan Stratejik

Ukuran Kinerja

Target

Advis yang akurat,
relevan dan tepat
waktu.

Pemantauan terus

menerus atas layanan
advis untuk memastikan

kualitas dan ketepatan

waktu layanan.

% masalah yang diselesaikan

dengan memuaskan klien
pada sekali kunjungan/
hubungan.

Sebesar x % masalah
diselesaikan dengan
memuaskan klien pada se-
kali kunjungan/hubungan

% masalah dimana klien
harus mengulang kunjungan
/hubungan.

Kurang dari x % kunju-
ngan/hubungan ulangan

% keluhan yang diterima
sehubungan dengan advis
yang diterimaklien.

Rasio keluhan kurang dari
X %.

Kepuasan pelanggan atas
kualitas advis dan ketepatan
waktunya.

Indeks kepuasan
pelanggan sebesar .

Perspektif Proses Internal

Faktor Kritikal
Keberhasilan

Layanan tepat
waktu perjanjian
dibuat dalam jarak
waktu yang wajar.

Tujuan Stratejik

Memantau permintaan
jasa untuk memastikan
ketersediaan layanan

pegawai.

Ukuran Kinerja

Rata-rata dan nilai tengah
dari waktu tunggu untuk
perjanjian pertama.

Target

Rata-rata waktu tunggu
sebesar x hari; sebesar
z % perjanjian dibuat
lebih cepat dari standar
tersebut.

Jumlah telepon yang dibatal
kan dibanding seluruh tele-
pon yang masuk ke homor
layanan.

Telepon batal lebih kecil
daripada x % dari seluruh
telepon masuk.

Proporsi waktu tunggu
telepon.

X % dari telepon masuk
dijawab dalam satu menit
y % dari telepon masuk
dijawab antara satu s/d
lima menit.z % dari telepon
masuk dijawab lebih dari
5menit.
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Pegawai yang
bermutu tinggi
dan terlatih.

Memantau proses
perekrutan dan seleksi
untuk menghasilkan
pegawai bermutu tinggi.

Proporsi pejabat hukum
dengan sertifikat tanpa
batasan.

Sebesar x % dari pejabat
hukum memiliki sertifikat
tanpa batasan.

Proporsi pejabat hukum
berstatus spesialis yang
terakreditasi.

Sedikitnya x % dari
pegawai lapangan

memenuhi standar
kompetensi.

Pengembangan pegawai
hukum untuk memukta-
hirkan pegawai lapangan
dan meningkatkan pe-
ngetahuan mereka de-
ngan perubahan dan

Proporsi pegawai hukum
yang menghadiri pelatihan
kantor sendiri atau kursus
terakreditasi.

Seluruh pegawai memiliki
X jam pelatihan profesio-.
nal

Biaya pelatihan per pegawai
profesional.

Biaya pelatihan sebesar
X % dari biaya gaji pega-
wai profesional.

Informasi yang
mutakhir atas
kasus-kasus
hukum dan
peraturannya.

Pangkalan data berbasis
Personal Computer un-
tuk menyediakan infor-
masi lengkap.

Ketersediaan sistem (down
time) per periode kerja.

Pangkalan data tersedia
bagi pegawai lebih
besar dari x % waktu
yang dibutuhkan.

Selang waktu yang dibutuh-
kan untuk memasukkan
aturan dan kasus hukum
baru kedalam pangkalan data

Seluruh aturan dan kasus
hukum baru telah diinput
dalam sistem dalam x jam
per hari setelah data
diinput.

Proporsi pegawai terlatih
menggunakan sistem pang-
kalan data.

Seluruh pegawai dibagian
advis telah dilatih meng-
gunakan sistem.

Pegawai baru telah dilatih
menggunakan sistem baru
dalam x hari setelah
melaksanakan tugas di
bagian advis.

Jumlah keluhan pegawai
berkaitan dengan ketiadaan
informasi database.

Sebelum akhir tahun,
tidak ada keluhan atas
kelengkapan informasi
di database

91




Jaon STIE VKPN - Djokko Sewsato dan Siti Resm

Penerapan Balanced Scorecard ......

Benchmark terhadap
database sejenis pada
kantor hukum swasta

Perbandingan standar ke-
lengkapan dan waktu akses
dengan 3 kantor hukum
atau komisi bantuan swasta dan komisi sejenis
hukum di negara bagian di negara bagian lain

lain. di Australia.

Mencapai X % dari stan-
dar kantor/komisi yang
menjadi benchmark.

Pegawai yang puas.| Menciptakan budaya Indeks kepuasan pegawai.
partisipasi dan lingku-

ngan yang profesional.

Sebesar x % dari pegawai
meranking nilai tempat
kerja LAC dengan “amat
baik”.

Perspektif Inovasi

Faktor Kritikal
Keberhasilan

Tujuan Stratejik Ukuran Kinerja

Target

Jumlah layanan baru yang di
perkenalkan.

Cakupan layanan
yang up to date
dan adanya cara
baru dalam membe-
rikan layanan.

Kembangkan layanan
baru guna memenuhi tun-
tutan yang berkembang
dalam masalah sosial dan
hukum.

Sebelum akhir tahun,
memperkenalkan sedikit
nya x layanan baru.

Identifikasi peningkatan
teknologi baru dalam
memberikan jasa yang
efisien.

Jumlah peningkatan tekno-
logi yang diperkenalkan.

Sebesar x peningkatan
setiap tahun.

Benchmark ruang dan pera-
latan dengan tiga kantor
hukum swasta terkenal.

Lingkungan kerja
yang profesional

Lingkungan kerja yang up
to date dalam hal ruang

untuk memperta-
hankan pegawai.

dan peralatan bagi staf
profesional.

Sebelum akhir tahun de-
pan lingkungan keja su-
dah sebanding dengan
kantor hukum swasta.

Tempat kerjayang
aman dan sehat.

Memberikan pelatihan
kepada pegawai dalam
menangani klien yang
agresif.

Proporsi anggaran pelatihan
penanganan klien.

Sebesar x % dari dana
pelatihan digunakan untuk
dana pelatihan klien.

Proporsi pegawai yang telah
dilatih.

Sedikitnya x % dari
pegawai lapangan telah
dilatih.

Jumlah nilai klaim
kompensasi.

Kurang dari x klaim
per 1.000 jam kontak klien.

Di Indonesia, pengukuran kinerja dengan

1999, pendekatan balanced scorecard pada instansi

pendekatan balanced scorecard belum diterapkan pada
sector publik khususnya instansi pemerintah. Namun
demikian dengan pemberlakuan Inpres No. 7 Tahun

pemerintah sangat mungkin untuk diterapkan.
Inpres No. 7 tahun 1999 merupakan upaya untuk
melakukan perbaikan di lingkungan pemerintah. Inpres
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tersebut berisi tentang kewajiban instansi pemerintah
untuk menunjukkan akuntabilitas Kinerjanya secara
mandiri. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun
kesadaran bahwa sudah seharusnya instansi
pemerintah berakuntabilitas terhadap kinerjanya. Inpres
tersebut pada dasarnya menginstruksikan bahwa para
pejabat publik mulai eselon Il agar mewujudkan
akuntabilitasnya dengan didahului pembuatan rencana
strategis (renstra), yang akan digunakan sebagai acuan
dalam tindak kegiatannya. Renstra merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada maupun yang mungkin terjadi.
Renstra dengan demikian harus mengandung visi, misi,
tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan
mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat
dicapai. Melalui renstra tersebut diharapkan terjadi
reformasi di bidang penganggaran dari incremental
basis menjadi berdasar program budgeted system.

Demikian pula dalam mengekspresikan kinerjanya,

suatu instransi pemerintah yang selama ini lebih

menonjolkan pencapaian target fisik (output) dan
keuangannya, diarahkan agar lebih berorientasi pada
hasil (outcome).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
seperti yang dimaksud dalam Inpres di atas merupakan
sistem yang menyelaraskan perencanaan stratejik
dengan sistem pengukuran kinerja dalam rangka
pertanggungjawaban kepada publik tentang
keberhasilan/kemajuan program suatu organisasi dalam
mencapai tujuan atau sasaran stratejik. Sistem
akuntabilitas kinerja meliputi tiga tahapan utama yang
membentuk siklus tidak terputus, yaitu:

1. Membuat perencanaan kerja atau menetapkan tar-
get yang ingin dicapai. Sebelum mengukur kinerja,
terlebih dahulu harus menyusun rencana kinerja
yang meliputi mendifinisikan visi, misi, dan hasil
(outcome); menetapkan tujuan stratejik (strategic
objectives) yang diinginkan; dan menetapkan
indikator kinerja kunci (key performance indica-
tors) untuk setiap tujuan stratejik.

2. Mengukur pencapaian kinerja. Pengukuran
pencapaian kinerja ini dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana hasil yang telah diperoleh
dikaitkan dengan tujuan/sasaran yang telah

ditetapkan, dengan cara membandingkan antara
capaian Kkinerja dan rencana kinerja yang telah
disusun. Tahapan ini dimulai dengan menetapkan
sistem pengukuran Kinerja, melaksanakan kegiatan
dan mengukur pencapaian kinerja, dan melaporkan
capaian Kinerja.

3. Mengevaluasi kinerja dan menggunakan hasilnya.
Capaian kinerja akan digunakan untuk memperbaiki
kinerja organisasi melalui kegiatan evaluasi kinerja.

Dari ketiga tahapan tersebut dapat dikatakan
bahwa bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja
adalah sistem pengukuran kinerja, yang
memungkinkan dilakukan pembandingan antara
capaian Kinerja dan rencana kinerja sehingga dapat
diidentifikasi adanya celah kinerja. Celah kinerja ini
selanjutnya digunakan sebagai perbaikan kinerja
organisasi dalam proses pencapaian tujuan/sasaran
yang ditetapkan. Terdapat tiga kegiatan utama dalam
sistem pengukuran kinerja, yaitu:

1. Menetapkan dan menentukan indikator kinerja
untuk setiap tujuan/sasaran stratejik.

2. Menetapkan target kinerja untuk setiap indikator
kinerja pada setiap tujuan/sasaran stratejik.

3. Mengukur dan melaporkan capaian kinerja dan
memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan
bagi perbaikan kinerja.

Visi dan Misi

Melihat sistem pengukuran kinerja tersebut maka
diperlukan suatu pendekatan yang dapat
menyeimbangkan pengukuran Kinerja tujuan/strategi
organisasi ke sejumlah sisi stratejik organisasi dan
kemudian menyelaraskan visi misi organisasi. Salah satu
pendekatan konseptual yang memenubhi kriteria tersebut
adalah balanced scorecard. Jika diterapkan secara
benar, pendekatan balanced scorecard dapat menjamin
ditranslasikannya visi misi organisasi menjadi aksi nyata
untuk kemudian diukur keberhasilan pencapaiannya
ke sebuah perspektif organisasi secara berimbang.
Esensi sistem pengukuran kinerja ada pada setiap
tahapan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu
balanced scorecard secara ideal dapat diterapkan pada
siklus akuntabilitas kinerja. Balanced scorecard dalam
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat
digambarkan pada gambar berikut ini.
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Balanced Scorecard
sebagai
Tharan Einerja

Eencana Eerja
atau

WVisi danhliai

e

Tujuan

=

Sasaran

strategic
Cbjgciive

e

-

Target

Dengan posisi balanced scorecard tersebut maka
setiap perspektif dalam balanced scorecard terdapat
suatu tujuan (strategic objectives), yang berisi tentang
strategi apa yang harus dicapai dan apa faktor kunci
keberhasilannya; ukuran kinerja (performance mea-
sure), yang berisi tentang bagaimana kesuksesan itu
diukur; target atau rencana kerja (performance plan),

Frogram
Sirategic  [TTTTTTTTTT &
Inigsiative _D

Kegiatan

yang merupakan harapan atau ekspektasi kinerja; dan
kegiatan/program (initiative), yang merupakan realisasi
progran (action program) yang harus dilakukan
supaya tercapai tujuan. Secara lebih jelas perspektif
dalam balanced scorecard untuk instansi pemerintah
dapat didisain seperti pada gambar berikut ini.
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SIMPULAN

Berbeda dengan alat pengukur kinerja yang lain,
balanced scorecard merupakan suatu alat pengkur
kinerja yang efektif karena mampu menerjemahkan visi,
misi, dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan
operasional dan ukuran kinerja baik kinerja keuangan
maupun non keuangan. Balanced scorecard tidak
hanya memfokuskan diri pada pencapaian tujuan
finansial dan jangka pendek tetapi juga memperhatikan
tujuan non finansial dan jangka panjang. Dengan
pendekatan balanced scorecard, suatu kinerja diukur
dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis inter-
nal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Pendekatan balanced scorecard mulai dikenal
pada tahun 1992 dan telah diterapkan oleh beberapa
perusahaan di dunia. Dalam perkembangannya,

pendekatan ini tidak hanya dapat diterapkan pada
organisasi yang berorientasi laba tetapi juga pada
organisasi non laba bahkan pada instansi pemerintah.
Di Indonesia, peluang untuk menerapkan pendekatan
balanced scorecard pada sektor publik (instansi
pemerintah) cukup besar sejak ditetapkannya Inpres
No. 7 Tahun 1999 yang berisi tentang kewajiban
penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) bagi unit-unit eselon I1. Salah satu
bagian dari LAKIP tersebut adalah pengukuran Kinerja.

Penerapan pendekatan balanced scorecard
pada sektor publik bukanlah tanpa masalah. Organisasi
sektor publik pada umumnya telah menetapkan visi,
misi dan telah melengkapinya dengan serangkaian pro-
gram-program tertentu, akan tetapi tidak ada usaha
untuk mewujudkan keluarannya (outcome) secara
jelas.
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